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KATA PENGANTAR 

Hanya dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan puji syukur kehadirat 

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat akan pentingnya Ilmu Pengetahw, 

sebagaimana dinyatakan dalarn Al- Qur'an yang artinya : "Dan Dia (Allah SWT) 

telah mengajarkan kepadarnu apa yang belurn kamu ketahui. Dan adalah k d a  

Allah yang sangat besar" ( Q.S An- Nisa : 113). ''Sesunggdnya, A h  menghgatkan 

kepada mu supaya kamu tidak termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan" 

(Q.S Hud : 46). "Dan katakanlah : Ya Rabb ku, tambaMcanlah kepadaku iimu 

pengetahw" (Q.S Thaha : 114). Kemudian "Bacdah dengan nama Rabb mu yang 

menciptakan" (Q.S Al-'Alaq : 1). Alhamdulilah sehingga tesis ini dapat diselesaikan 

dengan baik, walaupun melalui proses yang sangat panjang. Sholawat dan sdam 

kepada Rasulullah SAW yang memberikan tauladan dm lnengajarkan Ilmu untuk 

kernaslahatan ummat. 

Tesis ini berjudul : "Peranan Perusahaan Asing Patungan DaIam Alih 

Teknologi ". Hd ini dimulai dari sebuah tanggungjawab sebagai seorang mahasiswa 

yang akan menyelesaikan studinya pada jenjang pendidikan strata dua (S2). 

Kemudian didukung oleh adanya rasa keingintahuan penulis terhadap proses alih 

teknologi yang sangat mempengamhi perubahan struktur ekonorni yang mengarah 

pada pertumbuhan disektor industri, memiliki tujuan untuk memajukan tingkat 

perekonomian masyarakat dan mengubah masyarakat agraris menjadi masyarakat 



industialisasi. Dan ini  didukung oleh perangkat Peraturan Perundang-Undangan 

yaituj Undang-Undang Nomor I tahm 1967 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tatrun 

1970 Tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

1968 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam 

Negeri (PMDN, kedua pmaturan perundmg-undangm tersebut, mengar* sasaran 

pembangunan ekonomi Indonesia lebih tertuju kepada proses liberalisasi yang 

m e m u n m a n  terjadiiya alih tehologi. 

A-]:& teknologi dapat dilakukan melalui penanaman modal askg dengan 

pemanfaatan potensi bangsa sendiri. Tanah yang luas dan subur, kekayaan dam yang 

melimpah, upah buruh rendah, lokasi yang strategi, dan tidak adanya pembatasan arus 

devisaj termasd~ modal dm keutlhnganj dengan menciptakan iklim investasi yang 

kondusif, sehingga akan memberikan konstibusi yang cukup besar terhadap 

pembangunan dan pertumbuhan ekonorni, alih tehologi dan pengetahuan, bahkan 

mernbuka lapangan ke j a  ba~u  

Terjadinya alih tehologi antara negara-negara maju dengan negara-negara 

berkembang, cenderung dilakukan dengan cara kontrak komersial diantaranya : Joint 

Venture Agreement, Licence Agreement, Licence And Technical Assistence 

Agreement, Turn Key Agreement, Management Contract, dm Franchise. Hal ini 

bertujuan untuk mengurangi hambatan-hambatan dan bahkan lebih mempermudah 

proses alih t e b l o g i  di Indonesia. 
1 



Perjanjian bisnis dengan cara pembentukan perusahaan patungan (Joint 

Venture Company) berdasarkan Joint Venture Agreement dilakukan dengan cara 

saling menguntungkan dan kebersamaan bagi para investor. Dan melalui kegiatan 

Joint Venture Company membutuhkan pengetahuan teknologi dalam bentuk bantuan 

teknis, sehingga dimungkinkan adanya penerbitan bisensi Operasiod dm atau 

perjanjian lisensi untuk menjalankan kerjasama dalam rangka memenuhi tujuan yang 

diinginkan. 

Pendisan tesis ini masih ada kekurangan dan kesalahan, penulis 

mengharapkan saran yang dapat dijadikan bahan untuk perbaikan nantinya. Sekalipun 

pendisan tesis ini melalui proses yang sangat panjang, namun sesungguhnya tidak 

akan terwujud tanpa banban yang tdus dari berbagai p W 5  kususnya para 

pembimbing dan Tim penguji tesis. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak diantaranya : 

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak DR, Ir, buM Hasan., MS, 

yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu 

pengetah- di Lingkungan Akademika Universitas Islam Xndonesia. 

2. Rektor Universitas Islam Ria& Bapak Prof. DR, Ir, Hasan Basri Djumin., 

MS, MSc. Yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

melanjutkan jenjang pendidikan ke Pasca Sarjana Program Magister (S2) 

Ilmu H h  Universitas Islam Indonesia melalui bantuan Program Bea 

Siswa dari Pemerintah Daerah Provinsi Riau. 
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3. Direktur Pasca Sarjana Program Magister (S2) Ilmu Hukum UII-ULR, 

sekaligus sebagai Pembimbing II. DR. H. Syafrinaldi., S.H., MCL 

sebagai motivator bagi penulis, memberikan informasi dan kesempatan 

kepada penulis untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke Pasca Sarjana 

Program Magister llmu Hukum LTII, sekdigus memberikan masukan dm 

bahan-bahan yang sangat berarti, terutarna melalui catatan-catatan 

pebaikan dalam proses bimbingan. 

4. Ketua Program Magister (S2) Bmu Hukum Unive~sitas Islam Indonesia. 

Bapak DR. Ridwan Khairandy., S.H., M.H. sekaligus sebagai 

Pembimbing I, yang memiliki peran sangat besar dalam pencaharian data 

pFimer, memberikan arahan dengan sabar, sehingga tesis ini dapat 

diselesaikan dengan baik. 

5. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Program Magister (S2) Ilmu Hukum 

UT--UER yang ddam ha1 ini ti& dapat disebutkan nama clan jabatannya 

satu persatu yang telah mendidik dan memberikan dorongan kepada 

penulis. 

6. Bapak d m  Ibu Raryawan Tata Usaha Pasca SaFjana Program Magister 

(S2) Ilmu Hukurn UII-UIR yang telah membantu proses Administrasi 

dalam penyelesaian tesis ini. 
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7. Gubernur Provinsi Riau, Bapak H. Rusli Zainal., M.P. yang telab 

memberikan bantuan kepada penulis ddam hd pendanaan melalui 

Program Bea Siswa Pasca Sarjana (S2). 

8. Bupati Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, Bapak H. Tengku 

Milwan, yang juga telah rnemberikan bantun penhaan  dalam 

penyelesaian pendidikan penulis pada Pasca Sarjana (S2). 

9. Alm H. Ramli Zein, yang selalu mengajarkan pentingnya akhlak dan 

pewari-an jati diri dalam hidup ini. 

10. Bapak H. Arifin Bw.,S.H., M.Hum, sebagai motivator dan sosok ayah 

yang tidak henti-hentinya memberi nasehat clan birnbingan kepada 

penulis. 

11. Bapak S. Marbun., S.H., M.S. yang juga sebagai motivator dalam 

kehidupan penulis, yang selalu mensupport penulis melalui sindiran- 

sindiran yang positif. 

12. Babah dan Umi yang tidak henti-hentinya berdoa semoga penulis menjadi 

anak yang berilmu, dengan i h u  akan mendapatkan kedudukan yang lebih 

mulia. Do'a mi dan babah berilcan sangat berarti dibandingkan dengan 

materi. 

13. Abang Zainul Ikhwan, yang begitu besar pengorbanannya untuk 

mperjuangkan pendis, dengan harapan agar kelak pendis meraih 

kesuksesan. 



14. Abi M. Mwan Soleh S. S.sos. yang telah memberikan dukungan, izin dan 

p e l m g  yang sangat besar bagi penulis wtuk beraktifitas dibidang 

akadernik 

15. Alif dan Faiq, yang telah memberikan sebahagian waktu bersama uminya 

agar dimanfaatkan wtak rnenuntut ilmu pengetahan. 

1 6. Rekan-rekan seperjuangan yang sama-sama menuntut ilmu pengetahuan 

dalam merajut masa depan di Pasca Sarjana Program Magister (52) llmu 

Hukum UI-UR yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang 

turut mewarnai kehidupan penulis dan memberikan dorongan dalam 

penyelesaian tesis ini. 

Mudah-mudahan apa yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal 

kebajikan kepada kita semua clan hanya Allah SWT yang lebih kaya dan memberikan 

balasan dm mernberikan yang terbaik bagi ummatnya. 

R a i h a n a  



ABSTRACT 

The existence of technology in industrialization process has greatly important role, 
so that -economic development in Indonesia is strengly related with abroad economic 
developmeny, this way can be held by investment or foreign investment through forming a 
joint venture company based on joint venture agreement. By the forming of joint venture 
company, the process of transfer technology will emerge through many kinds of business 
agreements such as joint venture agreement, licence agreement, licence and technical 

. . . . . . . 

~ s s i s t ~ n w  ag+ik%&, ti.r?i key agreemeet, .maiiapk.~iitt c~n.tracj :2.nBJi.aIInchj~w these thjrigs 
is capabled to devaluate the batriers in technology transfer in Indonesia. 

The mamstreams of this research releted with how joint venture company roles in 
technology transfer and why the technological transfer in joint venture company through 
license agreement. 

The writer adopts the normative law research methode with nature descriptive by 
using secondary data by dokumen asJoint Venture Agreement, Licence Agreement, Licence 
And Technical Assistence Agreement. So that in conclusion process is through inductively 
JLom special terms. Through joint venture agreement data, Licence Agreement, Licence And 
Technical Assistence Agreement, guided to the general rule of l y  correlation with 
agreement rules on KUHPerdata, Act no.1/1967 jo Act no.11/1970 on foreign investment, 
Act no. 64968 jo Act no. 12/1970 on , and Act no. 141 2001 on Patent. 

Based on the research, the writer related with the roles ofjoint venture company in 
rechnoIogj ~ag&&+ .field by joint v inwe  c?g+eemel:t, .so thai- b.rihg aboiri lhr? ircn~fer pffi.92 
in form of hardware such as machines equipments, designs operational faciliv of the 
factory, amanding the sofivare in technical aid and know how through information which 
exist in guidance book and blue print,implmenting the exercising domesiically.as well .as in 
abroud in order to enhance the skill of labours, keep the information and technology secret. 
and granting patent right based on invention which consist of technology element. The 
technology transfrring at joint venture company through license agreement, aimed to get 
profit maximaily by granting exclusive right managing, enculturing re designing and 
purchasing licence product by profit to pay the document posting and technical aids to each 
licence product, pw'ng royal@, keeping all the document information and datas secyet, 
keeping the quality for license product, and the using of original brand. Other than 
implementing license agreement in technology transfer, also will be capable to the parties. 
To participate the technical assistance agreement wich consit of licence granting, technical -.. . . -- . . . . . . . , 
assis?aSce cznd ~ei%~ces, payment, comp~neitt supply, $arts if ijrnt~riP1~ W, rer:Pi;diriS, 
audit and report, and trade mark and trade name using. 

L) 

Keyword : Joint Venture Agreement, Licence Agreement, Licence And Technical Assistence 
Agreement. 



Keberadaan teknologi dalam proses hdustrialisasi sangat berperan penting, 
sehingga pembangunan ekonomi di Indonesia sangat terkait dengau perkembangan ekonomi 
luar negeri, hal ini dapat dilakukan dengan cara investasi atau penanaman modal asing 
dengm membentuk suatu perusahaan patungan (Joint Venture Companyl b e r d a a r h  Joint 
Venture Agreement. Dengan terbentuknya Joint Ventwe Company, maka proses alih 
teknologi akan terjadi melalui berbagai perjanjian-perjanjian bisni seperti, Joint Venture 

-. . . . . . . . . .. . . . . . . .-. . . . . . . . . . . 
Agreement, Licence Agreement, Licence And TechriM Assis,teii~e Apeemeiit, Ti* Kgj 
Agreement, Management Contract, dan Franchise. Hal ini dirnungkinkan &pat mengurangi 
hambatan-hambatan dalam alih teknologi di Indonesia. M&d*ijokk~kdalm ii iiii&.& PeMM p = m & ~  s5s 
patungan dalam alih teknologi, dan mengapa pengalihan teknologi pada perusahaan asing 
patungan melalui perjanjian lisensi. 

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang 
bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder dalam bentuk dokumen yaitu, Joint 
Venture Agreement, Licence Agreement, Licence And Technical Assistence Agreement. 
Penarikan kesimpuly~ dilakukan secara induktif yaitu, dari hal-hal bersifat khusys dari data 
ywg diteliti melalui Joint Venture Agreement, Licence Agreement, Licence And Technical 
Assistence Agreement, kepada ketentuan hukum yang bersifat umum, mengenai hukum 
perjanjian berdasarh KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo Undang- 
Uridang Nomor 11 T&M 1970 Teiimg PeriiiWiiaii MOM Asiiig, Und&g-Und&iqj Nomor 
6 Tahun 1968 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam 
Negeri, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten. B,.d-ui h.il Iieri61iti. ri6riU liS erimg Pima ri.'uSriha ani4.g P.tunsan 
dalam alih teknologi dilakukan berdasarkan joint venture agreement, sehingga menyebabkan 
terjadi pengalihan atau transfer modal dalam bentuk hardware (peranti keras) berupa 
peralatan atau mesh-mesin, dan desain, sebagai fasilitas operasional produksi dari pabrik, 
memberikan so~ivare (peranti lunak) &lam bentuk bantuan teknis dan pengetahuan (know 
how) melalui infomasi yang terdapat dalam buku petunjuk atau cetak biru, mengadakan 
pelatihc-pelatihan baik di d a l s  maupun di l u ~  negeri guna untuk meningkatkan keg ian  
atau skill dari para pekeja, menjaga kerahasiaan informasi dan teknologi, seria memberikm 
hak paten atas suatu penemuan-penemuan yang mengandung unsur teknologi. Pengalihan 
teknologi pada perusahaan asing patungan melalui perjanjian lisensi adalah, memperoleh 
prpfit yyaflg seIjesrlr-bes&ya deiigan mejiibkikaij h& &iklii$jf (jiijj) unhk $i~ge_lpl;t, 
mengatur, mendesain kembali, dan menjual produk-produk lisensi, deng* matu imbalan 
membayar pengiriman dokumen dan bantuan teknis atas setiap produk lisensi, membayar 
f6yati, kd&i- sMd d(,k M6fi, rif6m& dM &a ~ &fi,.aga  mi^ 
atas produk lisensi, serta penggunaan merek aslinya. Selain dilakukannya perjanjian lisensi 
dalam alih teknologi, tidak tertutup kemungkinan para pihak juga mengikutsertakan 
technical assistance agreement yang memuat tentang pemberian lisensi, bantuan teknis dan 
pelayanan, pembayaran, suplai komponen, bagian dan bahan-bahan baku, rekaman, audit dan 
laporan, serta merek dagang dan nama dagang yang digunakan. 

I Keyword : Joint Venture Agreement, Licence Agreement, Licence And Technical Assistence 
Agreement, 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang. 

Orde baru yang ditandai dengan keadaan pertumbuhan ekonomi yang 

sggat  rendah', K 3 ~ n g m  4eh kebwglsiw po!itik rnemf&!!skm pad% 

pembangunan ekonomi2 Strategi pembangumm nasional diletakkan pa& 

stabilitas ekonomi moneter dan rehabilitas ekonomi yang ditujukan kepada 

inik@!&d, P g ! d s w ~ n  smbanmatl nsiong? y ~ g  ternju. pa& pwses 

industrialisasi pembangunan infhs-, tidak terlepas dari peranan tehobgi. 

Sementara itu, penguasaan tehologi clan tenaga ahliyang di mil% oleh bangsa 

Indonesia pada waktu itu masih minim, sehingga - + Indonesia mendapat . julukan - 

sebagsti ind& primer (industri hulu} den= ma mengolah hasil kekayaan a h  

&lam bentuk bahan mentah. 

Proses industrialisasi sangat terkait dengan teknologi mutakhir dan padat 

modal, sehingga -- pelaksanaan . pembangunan - ekonomi di Indonesia ti& terlepas 

industrialisasi, ternyata belurn mampu untuk menciptakannya tanpa adanya 

kerjasama dengan pihak luar negeri. Ada tiga ha1 yang saling terkait antara 

' Muhiinmad Sadli, Pembtrtukan Kebijaksanaan Ekonomi d masa Ovde Batw : Berbagai dilema 
don Resolusinya. Dalam buku Teori Ekonomi dan Kebijaksanaan Pembangman Kumpulan Esai 
untuk menghonnati Sumitro Djojohadokusumo, PT. Grarnedia, Jakarta, 1987, hIm : 377. 

* Jhingan, Ekonomi Pembangunan don Perenc- PT. Raja Grafimdo Persada, Jakarta, 2002, 
h i 3 .  
' Muhammad Sadli, Loc Cit. hlm : 380. 

Ibrahim Hasan, Indonesia Memju Era Industrialisasi Pengalaman Daernh Istimewa Aceh, 
&lam Buku M. Arsjad Anwm dkk, Pemikiran Pelakranaan don Pmenntisan I?embangunan 
Ekonomi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hlm : 503. 



industrialisasi dengan - telcnologi, - yaitu; - tersedianya Inovasi, kecanggihan - - 

Pelaksanaan pembangunan - ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari 

keberadaan sebuah teknologi. Konsep teknologi pembangunan adalah, suatu 

inovasi yang - .. sesuai dengan - tuntutan pembangunan, - berdaya - guna + dan berhasil 

gum yang identibsnya dapat d i p e ~ g ~ a m b k a n 6 .  Pada saat yang bersztmm 

dalatn pembangunan & nasional, ternyata pemerintah menghadapi . pernasalahan . 

dalam hal keterbatasan modal dan alat-alat pembiayaan pembangunan teknologi7. 

Hambatan tersebut mendorong .. pemerintah - untuk melakukan pembentukan modal 

Pembentukan modal dilakukan secara bersama-sama oleh pihak 

pengusaha sawasta dengan pemerintah dalam bentuk pembentukan modal social 

dan pembentukan modal di sektor produktif. Pembentukan modal social dilakukan 

pembentukm modal di sektor produktif pada umumnya dilakukan oleh . pengusaha -, 

swastag. Untuk itu, pada pelita pertama pernbangunan nasional mengalami 

pergeseran, , - yang . - lebih mengarahkan - kepada perubahan struktur ekonomi dan 

Perubahan struktur ekonomi . yang - mengarah - pada pertumbuhan disektor 

industri memiliki tujuan untuk memajukan tingkat perekonomian masyarakat dan 

, -5 Ibid,, hlm : 502. 
Entang Sastraatmadja, Ebnomi Pembangunan (Pengalaman Indonesia), h i c o  Bandung, 

1 1986, hIm : 186. 
Ibid,381. 
Jhingan, Op Cit, hlm : 337. 

1 ' Sadono Sukimo, Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah, dan &ar Kebijahn, Borta Gorat, 
I Medan, 1981, hlm :171. 



m ~ ~ ! ! a h  ma.sy&t -&s m ~ j a d i  mwar&at ~ s t r i a l i s a s i ' ~ ,  Hal W 

terwujud s e h g  beberapa decade pemerintahan peranan sektor industri membaik, 

dengan menunjukkan presentase peningkatan dari 8,8% (I 942) menjadi I I,79% 

(1989)": I(eberhasilan wingkatan perekonomian bmgsa Indonesia didukung 

o1eh perangkat Peraturan Perundang-Undangan yaitu, Undang-Undang Nomor f 

tahun 1967 jo. Undang-Undang Nomor 11. Tahun 1970 Tentang Penanaman 

Modal Asing ,. VMA) . dan Undang-Undang - - Nomor 6 Tahun 1968 jo. Undang- - 

(PMDN, kedua peraturan perundang-undangan - - tersebut, mengarahkan ... sasaran 

pernbangunan ekonomi Indonesia lebii tertuju kepada proses liberalisasi12. 

Melalui proses liberalisasi, pemerintah Indonesia mengundang - - .  para 

investor-investor sing d m  investor-investor domestic, dengm cara w a  

memberikan insentif-insentif dalam bentuk kemudahan, seperti keringanan - bea 

atau pajak dan tarif masuk, kemudian memberikan jaminan keamanan terhadap 

investor-investor asing yang ingin menanamkan modal ke Indonesia. Terhadap .., - - 

investor domestie, pe r in ta l i  berusaha menghhbau agar dil-p 

hubungan - kerjasama dengan - .  para investor asing. - Seiring - dengan - Pola Umurn 

Pembangunan Jangka Panjang, yaitu : 

"Pembangunan ekonomi mempunyai arti pengelolaan ekonomi potensial 
mmjadf kekuatan ekmomi riil meldui - p a m a n  madd mhg, 
penggtrnm t e h b g i  serb meldui penambahm kemsmrpuan 
berorganisasi - dan managemen. - Maka selama Indonesia belum memiliki 

- 

'O JE, Sahetapy, Yang di Bu~llhkun Transparami, Majalah Tiras, edisi 50 Jmuari, 1998, hlm 80. 
" Ibrahim Hasan, Qp Cit, hlm : 501. 
l2 Ridwan Khairandy, Teknologi dun Alih Teknologi dalam Prespek@Hukum,Universitas Islam 

hdonesia, Yogyakarta, 2002, hhn : 2. Dikutif dari pendapat Kwik Kim Gie daiarn Judul, 
Rejleksi Pembangunan Ekonomi Or& Baru (I), artikel pada swat kabar Harian Kompas, 17 
November 1997; 



sendm faktor-faktor tersebut dapat dimanfaatkan potensi-potensi modal 
asing, teknologi clan kealdian luar negeii sepimjang tidak 
mengakibatkm ketergantmgm yang t m  rneneus serb ti& 
merugikan kepentingan nasional" ' . 

Guna peningkatan potensi ekonomi digunakanlah azas, segala usaha 

hams di dasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan - - rakyat Indonesia sendii, 

d m  tick& memi% rasa keengganan atau keseganstll mtuk memfitatkan potensi- 

potensi modal, teknologi - clan skill yang - - berasal dari luar negeri, - tanpa 

mengakibatkan ketergantungan terhadap pihak Untuk itu, dalam proses 

industrialisasi menyebabkan terjalinnya hubungan - ekonomi internasional antara 

negamnegm maju dmgatl negant bedcemhg &bat k e h g a n  modal. 

Kekurangan - modal dalam pembangunan - ekonomi di negara-negara - - berkembang 

diatasi dengan cara mempaoleh modal yang dijadikan sebagai investasi". 

Adanya hubungan ekonomi Internasional antar negara-negara, - tidak 

htnya tertuju kepada pen-8n modal sing, akan tehpi berpengmh jugs 

terjadap - perkembangan - teknologi -. dikrbagai - negara-negara - - berkembang yang - -  - 

sarat dengan nilai-nilai ekonomis16. Dengan demikian kemajuan suatu negara atau 

suatu bangsa, - identik dengan - kemajuan teknologi - .  yang - dihasilkan oleh negara, - 

perkembangan hdustri yang sangat pesat dm rakyatnya hidup makmm   ifa are 

state), ha1 ini menunjukkan bahwa negara - selalu melakukan riset atau penelitian 

clan ivensi yang memilii konstribusi yang cukup besar terhadap pembangunan 

I Ibid, hlm : 4. 
l4 C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, Pokok-Pokok Pengetahan Hukum Dagang 

Indonesia; Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h h  : 570. 
l5 Bachrawi Sanusi, Pengantar Ekonomi Pembangunan, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm : 81. 

I '' SyafXildi, Kesepahdun ASEAN 1995 dun Hak MIik I n t e l e k l ,  Jurnal Mahkamah UIR, UTRz 
, Press, Edii April, 2003, hlm : 60. 



dan pertumbuhan ekonomi, alih teknologi - dan pengetahuan, . - bahkan membuka 

lapangan kerja baru17. 

Peningkatan - perekonomian melalui penanaman modal, dapat dilakukan 

dengan cara pemanfaatan potensi bangsa sendiri, diantaranya ; tanah yang luas 

dan subur, kekayaan alam - yang - melimpah, upah b u d  rendah, lokasi yang - - 

stmtegi, dm ti& adanya pembtasm m s  devisa, tern& m&l dan 

keuntungan, - dengan - menciptakan iklim investasi yang . - kondusif berdasarkan 

peraturan perundang-wdangan. 

Di era teknologi yang serba kemungkinan terjadinya proses alih - - -  - - .  

teknobgi, bagi n e g m n e g m  berkemhg ymg kbii  terpenting adalah terjadinya 

proses alih teknologi - tanpa hambatan. Hal ini disebabkan, adanya keterkaitan 

dalam ha1 teknologi yang diiliki okh negara-negara maju cenderung menarik 

perhatian negara-~!egmberfs.embang F&& &P@ cilambi! alih", Tejadmya alih . - . 

teknologi antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang, 

d i i p k a n  proses alih teknologi tersebut dapat terjadi secara otomatis, akan tetapi 

dalam praktek bisnis ternyata alih tekologi ,. tersebut tidak dapat dilakukan secara 

otomatis, m e l a b  eendefung dihktkm dengan e m  kontmk komersid biasa. 

Proses alih teknologi - cenderung - dilakukan melalui berbagai u perjanjian- 

perjanjian yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, adapun 

bentuk-bentuk perjanjian , ,. -. tersebut, antara lain ; Joint Venture Agreement, , , Licence 

Agmement, Licence And Tmbicd Assidem Agreement, T m  Key Agreement; 

Management Contract, dan Franchise. Melalui perjanjian . .~ .. bisnis, dapat 

l7 Ibid, hlm : 233. 
'' OK. Sddin, A s p k H u h  HakKekuyaan Intelektual, Raja Gdindo PerspBa, 1995, hlm ; 305. 



mengurangi hambatan-hambatan dalam alih teknologi dan lebih mempermudah - - - 
terjadinya proses dih thologi  di Indonesia. 

Perjanjian bisnis dengan cara investasi asing pada umumnya cenderung 
- .  - - .  

dilakukan dengan membentuk sebuah perusahaan patungan (Joint Venture 

Companyl berdasarkan adauya Joint Venture Agreement antara investor dalam . , 

negeri dan investor askg Pemerintah klah menetapkan dmx h t u k  kerjasama 

antara modal asing - dengan - modal nasional dalam pembangunan - ekonomi, 

dilakukan dengan cara saling menguntungkan. 

Kerjasama yang dilakukan dengan sistem Joint Ventwe melahirkan s f i t  
, - - 

kebersmam p g  s a h g  menguntmgkm bagi para investor, rmnasitmtl atau 

domestik, dan negara - ,  penerirna modal. Secara teoritik perusahaan patungan lebih - 

rnenguntungkan, karma dapat menampung kepentingan keduabelah pihak dan 

masing-masing a - .  para pihak memiliki kelebiian dan kekurangan - . . . .  yang dapat s&g - 

rnekngkapi &lam wtti kerjasama nutmlistik. 

Joint venture menrpakan, perusahaan - yang .- dibentuk oleh beberapa 

pemsahaan &lam clan luar negeri, salah s a t ~  yang menonjol adalah, masing- 

masing pihak yang bekeq'asama mempunyai kekuatan clan kelemahan 
+. - . A 

komplementer d a b  bentdc usaha ystng &pat diandakm keamputtamya. Rhak 

luar negeri - &pat memiliki teknologi - .  yang - lebih baik, seperti manajemen, sistem 

I produksi, ketempilan, serta koneksi internasional dalam pemasaran produk, 

sedangkan - pihak domestik memberikan sumbangan misalnya, penyediaan tanah 

un& u d a ,  penguasastn s i b s i  domes& baik asp& ttukum ampun polit& M a t  



serta kemampuazl penguasaan pasar lokal. Dalam bentuk ini pihak domestik akan . A 

memperoleh transfer tehlogi,  demikimpm negrva peneha irrve~tasi'~. 

Melalui penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada permasalahan 

penanaman modal asing, alih teknologi, dm lisensi. Hal ini dengan alasan bahwa, 

dalam hal kegiatan - penanaman modal asing - dilakukan dengan A cara pembentukan 

h in t  Ve&m C ~ m p q  berdaswkm Joint Venhm Agrvemnt, ymg memtttt 

tentang - adanya alih teknologi, - seperti halnya - .  penanaman modal dalarn bentuk 

alat-alat untuk perusahaan yang diberikan oleh investor asing, membutuhkan 

pengetahuan - - teknologi - dalam bentuk bantuan teknis, sehingga - - dimungkinkan - 

&yt peneTbh Lisensi Operasicma1 dan ttau perjmjim fisensi u n e  

menjalankan kerjasarna dalam rangka - memenuhi tujuan . yang - diinginkan. - 

Bedasarkan adanya keterkaitan mtara penanaman modal asing, alih 

teknologi, dan lisensi diatas, penulis tertarik untuk mengadakan - penelitian yang - a 

disajikan d a b  bent& tesis dengan cam rnq8~ t l i s i s  kemba1i tentang hint 

Venture Agreement, Licence Agreement, Licence And Technical Assistence 

AgreemePlt, dengan permasalahan pengalihan teknologi melalui perusahaan asing 

patungan, - dan p e n m a n  - - teknologi d pada perusaham asing - patungan - melalui 

perjanjim lismi. Unt& itu peuulis mengmgkat judul uPEMWV 

PERUSAtL4ANASmG PATUNGAN DALAMALIljl TEKNOLOGI ". 

!9 Ridwan Khairandy, Op Cit, hlm : 143. dikutip dari Dj. A. Simarmata, Pe&Karan Sjstern dalm 
Anaha ProyeR Investasi dmt Pasar Modal, &media, Jakarta, 1984, hlm : 23. 



B. Perurnusan Masalah. 

1. Bag&- p e r m  pe* stshg pamgm 81f thw? 
2. Mengapa - .  pengalihan . .. teknologi - pada perusahaan asing - .  patungan - 

melalui perjanjian lisensi? 

C. Tujuan dan Keguaaan Penelitian. 

I. Tujean Pett&ka. 

a. Untuk mengetahui - peranan perusaham asing A patungan - dalarn alih 

teknologi. 

b. Untuk mengetahui - pengalihan . - teknologi - .  pada perusahaan asing - 

patmgm melalui perjmjirtn lisensi. 

2. Kegunaan Penelitian. 

a Hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar - Magister - Hukum pada Program + Pasca Sarjana (S-2) Llmu 

H u h  Univefsitas I s h  Indonesia. 

b. Hasil Penelitian ini diiampkan dapat menambah khasanah ilrnu 

pengetahuan hukum, terutarna mengenai penanaman modal asing, 

alih teknologi, - dm perjanjian lisensi. - . -  

c. Hasil pene l i h  ini d ' i p k a n  &pat mempehya invmtaris hztsil- 

hasil penelitian tesis dibidang - hukurn bisnis dan sebagai L infomasi 

data sekunder bagi kalangan akademis. 



D. Kerangka Teori. 

Roses hdustrialisasi h langsmg bermstifn dengm Pmbahit~ S~F&W 

ek0nomf0, Di Indonesia awp,Ir!yp, mengalami kebww m&! dan ketinggdan 

teknologi, sehingga pada pembangunan tahap pertama pemerintah mengeluarkan 

suatu kbijakan untuk mengajak para investor lolcal agar mampu memanfaatkan 

modal asing - semaksimal mungkin. - Diianfaatkannya modal asing, tidak hanya 

mengurangi permasalahan kekurangan modal, akan tetapi juga mengatasi 

keterbelakangan ,- teknologi - -  yang - membawa keterampilan teknik, tenaga - ahli, 

Infomasi pasar, teknik-teW produksi rnaju, p e m m n  prod& membrdra 

lapangan . - kerja dan melatih tenaga 4 kerja lokal pada keahlian baru, ha1 ini 

mempercepat pertumbuhan ekonomi2'. 

Industrialisasi yang - - memerlukan teknologi - dan pengetahuan, , d tennasuk 

tmhnicaf Know how, dapat merdorong proses && teknolqi. Hal ini 

dimungkinkan - melahirkan ketergantungan - negara-negara - - berkembang - terhadap 

negara maju dalam membina i ~ d u s t r i ~ ~ .  Masuknya modal asing ke Indonesia 

cenderung - membawa keuntungan - dan meningkatkan -. produktivitas, pendapatan 

dm memperlms fapangan kerja nssiond, yang pada dchhya men& kepad8 

tingginya -- - nilai upah buruh, mampu mengasah - tenaga - ke j a  untuk lebih terampil, 

bekerja secara efelctii dm memacu proses industrialisasi. 

Pelaksanaan penanaman modal asing dilakukan dengan - cara menjalin 

kerjasama h g m  investor sing berdasmh kaed& dasar. Ddm menjalin 

20 Nurimnsyah Hasibuiin, Musuluh dan Prospek Industriulfsasf pada wflrryah pembungunun 
Indonesia Barat, &lam buku, Pembangunan ekonomi Regional, Fakultas Ekonomi Universitas 
Sriwijaya, 2002, hlm : 95. 

21 Jhingan, Loc Cit, hlm : 481. 
* S i e o  Gautama, Hukum Dagang Internarioml, Alumni Bandung, 1997, hlm : 158. 



kerjasama internasional bagi - negarit-negara - berkembang - menyebutkan bahwa, 

adstnya kmggung jaw& kolektJf (eoIWw mpmibiIi&) dm sofidaritas yang 

tinggi - - untuk membangun dan meningkatkan A kesejahteraan bagi semua negara. 

Kaedah dasar tersebut menjelma &lam setiap hubungan kerjasama di bidang 

ekonomi internasional khususnya dalam pembangunitll - hukum moneter dan alih 

Alii teknologi - -  yang - dilakukan dengan cara membawa masuk teknologi - - 

dari luar, merupakan suatu cara untuk menguasai dan mengembangkan 

mengemukakan bahwa a& empat tahap dalam proses aSi teknologi yaitu : 

1. Tahap do how, yaitu, tenaga-tenaga lokal &an menguasai berbagai 
pengolahan logam dari proses manufaktur lainnya, dan secara 
mendasar menyalurkan kapabilitas ojmasional yang bersifat mum 
untuk menghasilkan produk, Pada tahap inilah munculnya kesutitan- 
kesditan bagi perusahaan IoIcaI dalam mengekspor produk- 
produknya. 

2. Tahap do why, yaitu, perusahan lokal melalui proses learning by 
doing mencoba meningkatkan keterampilan dalarn pengaturan 
masukan--masukan krih, pem- dm berusaha mengmmgi 
ketergantmgan , baik pada teknologi impor maupun dalam mencari 
supplier lokal. Pada tahap ini perusahan-perusahan lokal berusaha 
untuk menerapkan teknologi yang lebii tinggi yang dimilikinya. 
Promosi ekspor ke luar negeri mulai dilakukan. Pelatihan 
diselenggarakan oleh tenaga lokal yang terlatih pada tenaga lokal 
lainnya. 

3. Tahap know how, yaitu, perusahan-perusahan lokal akan memerlukan 
kapabiiitas dalam desain produbsi dasar dari luar negeri, 
bagaimanapun perusahaan tetap memiliki kapabilitas untuk merubah 
dan jika perlu meningkatkan tampilan produk untuk memuaskan 
kebutuha. konsumen. 

23 Hu4a Adolf, Huhm EhnomI ZnternasIonal : S u m  Pengantar, PT. Raja Grafindo Persad& 
Jakarta, hlm : 51. 

; 24 Kelik Wardiono, Franchise : Sebuah Media Pengdihan dan Penguasaan Kemampuan 
I TeknoIogi, Jurisprudence, vol I,  NO. 1, Maret 2004, ~m : 28. 



4. Tahap know why, yaitu, perusahaan dapat rnelakukan learning by 
doing di d a l k  finelitian dan meneijemahkan berbgai ken* 

Pada dasamya proses alih teknologi tersebut juga - melalui empat tahap, 

diantaranya : Pertaw Penggunaan teknologi-teknologi yang sudah ada untuk 

proses nilai tambah dalam menghasiIkan - barang w produksi - yang + memang - sudah 

tersedirt di. pasarm. Kedzm, btegtasi teknologi yang telah ada ke dalam deain dm 

produksi barang-barang - - -  yang ... baru sama sekali, artinya belurn ada di pasaran. 

Ketiga, Pengembangan teknologi itu sendii, dalam tahap ini teknologi yang sudah 

ada disempurnakan dan teknologi - .  yang - serba baru tersebut di kembangkan - dalam 

upayrt mendesain d m  men@sW barang produhi untuk keperluan masa 

mendatang. - Dan Keempt, Perwujudan dan transformasi teknologi - dm industri, 

yang diwujudkan melalui investasi baru dalarn penelitian dasar 26. 

Melalui tahapan-tahapan alih teknologi tersebut, pengembangan . - 

kemmpum tekm,logi2'. Upap telatologi2'. Pedu & t ~ t t ~  urrtuk : menilai 

25 Ibid, hlm : 46. 
26 Ibid lebii lanjut lihat B.J Habibie, Zlm Pengetahan, Tehnologi dmr Pembangunan Bangsa, 

Jakarta, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 1995, hlm : 24. 
27 Ibid hlm : 43. Sanjaya La11 mengemukakan bahwa, yang dimaksud dengan kernampuan 

teknologi (technologi inastery) add& : kemampuan urituk-menggunakan 6knologi secara 
efeld'i sedangkan secara luas kemampuan teknologi ini dapat d ' i  sebagai suatu 
keterampilan, pengetahuan teknik dan kemampuan organisatoris yang diplukan agar 
teknologi dapat bedungsi dengan baik &lam suatu perusahaan. Dengan demikian kemampuan 
telcnologi mengacu kepada cara apakah dan bagaimanakah suatu perusahaan manufactur &pat 
mengerahkan dan menggabungkan beberapa unsur pokok yaitu, teknologi yang tertuang dalarn 
dalam perlengkapan modal, buku petunjuk (manual) cetak bin (blue prints) dan paten yang 
telah dibeli perushaan tersebut, serta tin* dan mutu pendidikan ymg diperoleh para staf dan 
karyawan perusahaan tersebut disekolah, universitas dan dipmahaan itu sendiri (on the job 
training) , sedemikian rupa, sehingga semua unsur tersebut dapat berfimgsi sebagai suatu 
nrgaaisasi, dimam antam sanua unsv tersebut dapat tejadi interaksi yang term menerus, arus 
infomasi dan keputusan yang efektif dan suatu sinergi yang melebiii jumlah keterampilan dan 
pengetahuan perorangan. 

'* Ibid Ross-Larson Bell dan Watphal bahwa, yang dimaksud dengan upaya teknologi yaitu, 
upaya yang dengan sadar menggunakan inforrnasi teknologi dan mengumpulkan pengetahuan 
teknologi untuk memilii membaur dan menyesuaikan dengan teknologi baru yang diimpor 
(dibeli) dengan kondisi lokd, atau bahkan menciptakan teknologi baru. Upaya teknologi 



dm memilih teknologi, memperoleh dan menjalankan proses produksi serta ,. 

menghasikm barang-haw, mengebla pembahau &lam prod&-pmduk, proses- 

proses produksi dan pengaturan . - prosedural organisatoris, clan menciptakan 

teknologi baru2'. Adapun kategori kemampuan teknologi antara lain, yaitu : 

I. Kemampuan investasi (investment capabilities) yang mengacu 
kepada ' pengetahuan dm keterampilab yang ' diperlbn untuk 
mmgiden-h mempersiitpkan, men- merrysun, d m  
melaksanakan proyek-proyek industri baru atau memperluas clan 
mernodemisasikan~proyek~proyek yang sudah bejalan. Kemampuan 
investasi ini terdiri dari : 
a. Kemampuan &lam kegiatan pra investasi bra-investment 

capabilities) yang melip& ; kem'ampuan untuk melakukan studi 
kelay- evaluasi temmn-tmmn druri studi kelayakan tersebut 
clan pengambiian keputusan berdasarkan studi tersebut. 

b. Kemampuan d a b  'pelaksanaan proyek (project execution) yang 
meliputi : kemampuan untuk melakukan identiflkasi, sumber- 
sumber pemasok teknologi yang paling tepat guna, mengadakan 
negoisas'i dengan sum&-&&r p&a&k hi agar t&ologi 
dapat dibeli dengan sprat yang p h g  mengunttmgkan h g i  si 
pembeli, membuat desain pabrik, pembangunan atau perluasan 
bbrik, dan memulai dengai prodhi.  

- 

2. Kemampuan produksi (Pmductiob Capabilities) yang meliputi segala 
pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan 
(peigoperasian suatu pabrk) kemanie produksi ini melip& ; 
a. Pengelolaan produksi p i &  ; organisasi ditn pengtmbhu proses 

produksi interaksi kegiatan ini dengan kegiatan-kegiatan hulu, 
hilir dan penunjang. - - - - 

b. Rekayasa Produksi yaitu ; pengendalian bahan baku, penjadwalan 
proses produksi, pengendalian mutu, pemecahan masalah 
produksi; perbaikan hpemeliharaan perl&gkapm modal. 

3. Kemampm untuk mengadakan pembah~f~-pen.hhm kee-il, (minor 
change capabilities) yang meliputi rekayasa adaptif dan penyesuaian 
orgaiisatoris yang' perlu diad&an unt& mengadakan knyesuaian 
kecil atau perbaikan inkremanta1 secara berkesinambungan baik 

- 

, diperlukan untulc mengevaluasi dan memilih telcnologi ymg paling tepat guna, umuk 
memperoleh (membeli) teknologi tentang proses produksi dan menjalankan proses peroduksi ' dan menghasilkan produk-produk tertentu dengan proses proddcsi: untuk mengetoIa perubahan- 
pembahan tertentu dalam produk-produk yang dihasilkan, proses produksi yang dijalankan, 
prosedur-prosedur yang perlu diiiti  dan penghmu organisasi yang diperlukan dan 

/ menciptakan teknologi barn. 
I 29 Ridwan Khaiidy, Op Cit. hlrn : 109. 



dalam desain dan kin4a produk maupun dalam teknologi ... proses s 

produksi. 
4. Kemampm pemasarstn (mmkfing eupabilities) adalah,-pengetdttm 

dan keterampilan yang diperlukan untuk mengumpullran informasi 
yang memadai mengend pbla permintaan, trend--par dan serta selera 
konsumen baik dipasar dalam maupun luar negeri,maupun untuk 
menciptakan saluran distibusi clan jasa-jasa konsumen (termasuk . juga A 

puma jual) yang efisien dan efektif. 
5. Kemampuan meneiptdm hifan (linkage mpabiliks) mengatf ph 

pengetahuan, keterampilan dan kemampuan organisasi yang 
diperlukan untuk memperlancar arus informasi -dan teknolo6 
diantaranya yaitu ; 
a. Berbagai bagian perusahaan-perusahaan itu sendiri, misalnya 

antarad bag& desain dan boduksi dari perusahaan yahg 
 be^^. 

b. Berbagai perusaham rnanuf*¶ misalnya antara perusahaan 
perakii dengan perwahaan sub-sub kontkktor yaqj memasok 
komponen untuk perusahaan perakit. 

c. Perusahaan manuaktur dengan prasarana ilmu pengetabuan dan 
teknologi domestik yang tedapat di negara tersebut.- 

6. Kemampu8n untuk mengadakan perubtthan besar (mtryor change 
capabilities) mengacu kepada pengetahuan dan dan keterampilan 
yang terdapat pad perudaan tersebut untuk mengadakan t e r o h  
besar atau untuk meneiptakan teknologi baru, baik teknologi proses 
maupun teknologi prod~k3°. 

Kemampuan kknologi dapat dilihat melalui teknologi den- hvestasi 

sangat - sulit untuk dipisahkan, karena investasi cenderung - di pengaruhi . - oleh 

teknologi yang merupakan bagian dari modal3'. Sehingga teknologi merupakan 

syarat mutlak dalam pembangunan - ekonomi yang s - dapat melipatgandakm , - 

ke~nttmgan~~. Dengan adanya keterkaitm antma teknologi den- invstasi. m a  

proses alih tekndqgi t;yjadi &!!am ran& pe!&aap meman mda? 

Penanaman modal asing melalui pemahaan patungan &pat dilakukan dengan 

- 

30 Ibid, mengutip pendapat Ernst, MyteIka dan Ganiatsos. 
" Sumantoro, Masalah Penganturan Alih Teknologi, Alumni Bandung, 1993, hlm : 14. 
32 Dewi Astutty Mochtar , Perjanjian Lisensi Alih Teknologi cialam Pengembangan Teknologi 

Indonesia, di kutip dari Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Hukum Terhadap Perusahaan- 
Perusahaan Trans-onal di Indonesia : Disertasi, Alumni Bandung, 2001, hlm : 57. 

33 Smantoro, Loc Cit, hlm: 51. 



cara, yaitu : Pertama, oleh pihak asing + .  (Perseorangan - atau badan h h )  ke 

da lm swtu perussrhr#tn ymg 100% & u s w a n  okh p&& asktg. Kedua; dengan 

mengg~iqglran m e !  a s k  den- modal nas80d4: 

Terjadinya penggabungan modal asing dengan modal nasional, maka alih 

teknologi akan terjadi dengan cam masuknya teknologi asing ke Indonesia melalui 

perusahaan patungan A. (Joint ventura). Join venture adalah bentuk ke rjasama antara 

suatu perusahaan ataupun perorangan yang dapat dibuat dalam bentuk sebuah 

asosiasi antara dua atau lebih perusahaan dengan - mengombinasikan - bentuk 

pengembangart dan Inovasi, pem- ataupun perrgelolaan k-w35. Seem 

garis - besar bentuk kerjasarna joint venture dapat dibagi - dua, yaitu contractual 

joint wntum dan equity joint ventum. 

Kerjasama dalam ha1 penggabungan . -- - modal asing - dengan - modal nasional 

yang dilakukm b g m  eara pendirk per~lsithaarr h, diamli dengm mernbwt 

sebuah kontrak - yang .. merupakan perjanjian induk, kontrak ini disebut dengan A 

Joint Venturn Agreement, kemudian dalam p e l b a a n  perjanjian tersebut 

ditindaklanjuti dengan - cara membentuk Joint Venture Company. . . Sahamnya 

dhiliki secant bemesama mtuk  men&^- keunhmgitfl y m g  &pat 

dWmati para mi@ d d e  p~rusahmn patungan f ebd6 .  

z4 OK. Saidin, Loc Cit, hlrn : 321. Di kuW dari Sunaryati Hartoflo, Beberqa Masaluh 
, Internasional daIm Penanaman M o d  Asing a? Indonesia, Bina Cipta Bandung, 1972, hlm : 
, 29. 
35 Suyud Margono dan Amir Angkasa, Komersialisasi Aset Intelektual : Aspek HuRum Bisnis, PT. 

Giasindo, lakarta, 2002, hlrn i-61. 
36 Ridwan Kh,rand'i Op Cit, hlm : 143. di kutip dari Ismail Suny dan Rudiom Rahmat, Tinjauan 

a h  Pembahasan Undang-Unhg Penanaman Mohl Asing dan Kredit Luar negeri, Pradnya 
I Pararnita, Jakarta, 1972, hlm : 108. 



Berdasarkan adanya suatu perjanjian, , .. - maka perusahaan patungan - 

me* siht kebersmnastn, sehingga memperoleh beberapa mztnfat yang &pat 

diniiati  oleh mitra nasional dengan - berbagai - .  pertimbangan-pertimbangan, -. . .. 

antara lain : keuntungan yang lebih besar daripada diusahakan sendiri, manfaat 

teknologi yang tidak dapat &hasilkan sendiri atau tidak sanggup membelinya - .  - -,.. . 

melztlui lisensi, menghasikm mmagemnt tmrnfir ymg tid& mggup dipemleh 

melalui management contract, dan memperoleh kesempat. pangsa . -. pasar . ekspor 

yang sulit ditembus ~end i r i~~ .  Keuntungan yang dapat dinikmati oleh mitra asing 

yaitu, tersedianya tanah, pabrik, modal, tenaga - kerja, ., pangsa a pasar 2 lokal, dan 

myztlty. Selah itu tmjudnya  hubungm moril seperti, hubmgan baik deqm 

peme*t& ~ w s a h a  d_an mw-t 

E. Konsep Operasional. - 2 

Agar ddam peneWm ini terrtrah seem operas&] dengm admp 

kesatuan clan keseragaman - persepsi terhadap konsep-konsep . .  yang - digunakan, - 

untuk itu istilah-istilah yang digunakan pada judul penelitian ini perlu dijelaskan. 

Peranan adalah, memanclang + konsep sebagai -" perkhan . tentang - -  yang - 

diharapkan seseorang dalm posisi tertentu ymg lev& d i k a i b  dengan sXat- 

slfat pdMi indbidu itu d g  den@ po~isir,ya~~. Dengan df;mikian konsep 

peranan, terkait pada 2 (dua) ha1 yaitu : 

37 Ridwan Khairandy, Op Cit, hlnr : 143. mengutif dari Sumantoro, Bungo Rampai Pennasalahan 
Penanaman Modal dan Pasar Modal, ~inaci~ta,  Bandung, 1984, hlm- %. 

38 Ibid. 
39 RahyLmiT Rauf; Kelernbagoan RT dan RW (Sejarah, Hakekat a h  Proqek Kelembagaan), 

*. . 
Penierintah Kota Pekanbaiu, Riau, 2005, hlm : 16 



1 .  Responsibiliq s (tanggungjawab) . -- -. . yaitu, > .  smgkaian - hasil perbuatan 

yang d k a p k m  dari individu &lam bats-btas posisinya. 

2. Authoriq .. (otoritas) . . yaitu, . tingkat kebebasan yang - .. diharapkan untuk 

dipraktekkan oleh individu dalam posisinya40. 

Dengan - kata lain, peranan merupakan suatu rule . yang - merupakan aspek 

d i m i s  kedudttkm (status). Apabila s e s m g  ml-m h k  dart 

kewajibannya sesuai dengan - keududukannya, maka ia menjalankan suatu 

peranan41. Dalam penelitian ini penulis mengartikan peranan dalam artian 

tanggungjawab dan atau otoritas suatu perusahaan s ing patungan dalarn alih 
, -- - & ,  - 
tekmlogi. 

Perusahaan adalah, Organisasi - yang d - berbadan hukurn yang - -. mengadakan - 

transaksi atau usaha, aktivitas yang diselenggarakan dengan alat-alat atau dengan 

~ a r a  Y F ~  teem d ~ t ~  mmd - mencivi ke~ntungan~~, S & ~ @ i m  msahaan 

yang b a k s u d  &lam penelitian ini clan merupakan objek kajian penulis adalah, 

perusahaan s ing  patungan, yaitu dalam bentuk kerjasama antara suatu perusahaan 

ataupun perorangan yang dapat dibuat dalam bentuk sebuah asosiasi antara dua 
A ? - -  

abtt Wih pemdmn dengm mengomb'msikat ~~ pengembangan d m  

hovwi ~rrm, atau~un ~!xs!o!aan k e u ~ g m ~ ~ :  

Alih teknologi (trmfeer of technology) adalah, pelimpahan atau 

pemindahan teknologi. Dengan kata lain, teknologi adalah suatu komposisi cara 

tersendiri atas keterampilan merancang dan melaksanakan (mengelas, 
I 

- 

40 Ibid. 
41 %id, hlm : 17. 
" Itham Gunawan dan Marthus Sahmni, K m m  Hhm, Restu Agung, Jakarta, 2002, hlm : 408. 
43 Suyud Margono dan Amir Angkasa, Op Cit, hlm : 61. 



membentulz, dm m d t )  terutama memerlukan panca indra, keterampilan - yang - 

berenetma (pengetithum dan ~nformasi)~. 

Dengan demikian - yang - dimaksud dengan - .  judul peranan perusahaan asing 

patungan dalam alih teknologi adalah, tanggungjawab dm atau otoritas suatu 

perusahaan patungan yang dibentuk dalam sebuah asosiasi antara dua atau lebih - - -  
perusaham dengm mengombhikztn bent& pengembangan dan inovasi, 

pemasaran, ataupun pengelolaan . - keuangan, - sehingga - - terjadmya - .  pelimpahan atau 

pemindahan teknologi. 

F. Metodologi + Penelitian. 

Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum normatif yang . -. 

bersifat deskriptip5. Data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk data 

dokumen yaitu, Joint Venture Agreement, , , Licence Agreement, , , Licence And 

2. Jenis dan Sumber Data. 

a. Balm Hukum Primer yaitu, data yang penulis peroleh dari Joint Venture 

Agreement, Licence Agreement, . .. Licence And Technical Assisterne 

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu, data - yang - .  penulis peroleh dari berbagai .. 

literatur, teori-teori para ahli tentang penanaman modal asing patungan, alih 

teknologi, - lisensi dan peraturan perundang-undangan - lainnya berupa 

44 Ibrahim Idlmq Op Cit, hhn : 250. 
45 Soejono Soekanto dan Sri Marnudji, "Penelitian Hukum Normatif', PT. Raja Grafindo 

Persada, 2001, hl ; 14. 



Undang-Undang - .. Nomor 1 Tahun 1967 jo Undang-Undang - - Nomor 11 

Tatrun 1970 Tentang Penmaman Modal Ashg, serb Urdmg-Undang 

Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten. 

c. Bahan Hukum Tersier yaitu, data yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan . terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam 

bentuk kamus. 

3. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan. A 

Setelah data diperoleh dan kumpulkan, kemudian penulis pelajari dm 

diklasifikasikan sesuai dengan - pokok < masalah yang - - diteliti, hasil klas= 

disajikan &lam bent& &ta kuaWtif dim sidematis, dengm eant mengamlisa 

dm membandingkannya berdasarkan ketentuan hukum atau teori-teori para ahli 

tentang perusahm patungan, alii teknologi dan lisensi. 

Penarikan kesimpulan diiakukan secara induktif yaitu, penarikan 

kesimpulm daPi hal-ha1 yang bersif't lchusus dztri data yang diteliti kepada 

ketentuan h u b  yang bersifat umum. Adapun maksud dengan data yang bersifat - - - " - 

khusus adalah, data yang diperoleh dalam bentuk Joint Vemye Agreement, 

Licence Agreement, Licence And Technical Assistence Agreement, . , sedangkan - 

ketenhm hukum yang bersifat umum adalah, mengenai hukum perjmjim 

berdasarkan KUHPerdata, Undang-Undang - Nomor 1 Tahun 1967 jo Undang- - 

Undang Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing, Undang- 

Undang - Nomor 6 Tahun 1968 jo Undang-Undang - A Nomor 12 Tahun 1970 Tentang - 

Penanaman Modal Drtlam Negepi, dm Udmg-Undmg Nornor- 14 Tatrun 2001 

Tentang Paten. 



BAB II 
TINJAUAN UMUM 

A. Pengertian Modal Asiig dan Modal Dalam Negeri 

Pelaksanaan pembangunan ekonomi, modal mernegang peranan yang 

sangat - penting, - - akumulasi modal akan mementukan cepat atau lambatnya 

p e r h m b t n  ekontmi suah negma. h s e s  perttmbuhan &an krjadi ,seam 

simultan dm merniliki hubungan - keterkaitan satu sama lainnya, dengan 

dilakuka~ya pemupukan atau pembentukan modal, maka akan mendorong 

kemduan t~:knokgi~', 

Kemajuan teknobgi ymg a&., menyebabkan terjaliya pergeseran 

disektor ekonomi, d i i a  masyarakat yang sernula agraris kemudian beralih 

medadi masyar&t induspi4*, S4alan d w g g  perkembangan tekno~5!giY PE 

46 Mudjarad Kunuwo, E W m i  Pembangwm : Teori, Masolah dan KebijoRan. Emf kt? 3, UF?P 
AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm : 47. 

47 Ibid, Lebih jelasnya menurut Adam Smith bahwa, dengan terjadinya perixmbuhan ekonomi 
secara sirndtan yang memiliki hubungan keterkaitan sku dengan y&g lainnya. Tibulnya 
peningkatan kinqSa pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal, 
mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi dan perluasan pasar. Hal ini 
mendorong pertumbuhan ekonomi secara pesat, sedangkan proses pertumbuhan ekonomi 
addam sebagai suaa tujaan pada .akhimya harus tmduk t.erha.dap fungsi kendala yaitu 
keterbatasan sumber daya ekonomi, Pertumbuhan ekonomi akan mulai mengalami perlambatan 
jika daya ddcung dam tidak mampu lagi mengimbangi aktivitas ekonomi yang ada. Dengan 
demikian penunman pertumbuhan ekonomi akan terus terjadi karena mata rantai tabungan, 
akumulasi modal dm investasi tetap te jalin dan berkaitan erat satu sama lainnya, jika investasi 
rendah, maka kemampuan menabung akan turun, sevgga akumulasi akan modal akan 
mengalami penurunan juga, jika ha1 tersebut te jadi berarti laju investasi juga akan rendah d m  
a& memmkan WmBuhan eko!!omi akhirnya k~!~ita!jsme dakm ha! id berada pads 
kondisi stasioner, yang pada tingkat pertumbuhan sarna djngan nol. 

48 Ibid, hln~ : 49. untuk lebih jelamya sebagaimana dinyataky oleh Karl Marx &lam bukunya Dm 
Kapital, yang membagi perkembangan masyarakat menjqdi tiga yaitu, dimulai dari masyarakat 
Feodalisme, Kapitalisme dan kemudian sosialisme, evoluii perkembangan masyarakat ini akan 
sejalan dengan proses pembangunan yang dilaksanakan. Masyarakat feodalisme 
mencerminikan kondosi dimana perekonomian yang masih bersifat tradisional, dalam ha1 ini 
tuan tanah yang memiliki posisi tawar tertinggi terhadap pelaku ekonomi lainnya. Pada masa 
Kapitalisme para pengusaha yang berada pada posisi tawar yang paling tinggi dibandingkan 



pengusaha - yang . - menguasai - faktor produksi &an berusaha memaksiialkan 

kemhmgamya dengm menghveshsikan akumuksi modal yarrg di pemlehya 

eada b~ut modal ymg bersjfat padat kaeita!49, 

Bagi negara-negara sedang berkembang, pada umumnya lebih 

memprioritaskan pembangunan dibidang ekonomisO. Dirnana pada mulanya upaya 

pembangunan - tersebut diidentikkan dengan - upaya . .  peningkatan . - pendapatan 

perkapita, atau populernya disebut dengan strategi 'pertumbuhan ekonomisl. 

Masalah pembangunan - pada dasarnya merupakan masalah penambahan investasi 

modal, masftlah keterbelztkmgan &lah masalt& kelwmgan modal, d e n p  

demikian kalau ada modal dan modal tersebut di investasikan, hasilnya adalah 

pembangunan ekonomi. 

Melihat perbedaan yang - tampak antara negara-negara - - industri dan 

menggambarkan tingkat dan macam-macam aspek dari keterbelakangan. - - - - 

Persoalzui keterbelakangan kemudian dirurnuskan sebagai masalah kekurangan 

dengan h u m  buruh, kemudian terjadinya peningkatan pengangguran dan eksploitasi terhadap 
kaum buruh akibat dari subsitusi tenaga manusia dengan input modal yang padat kapital, yang 
pada akhiiya menimbulkan revolusi sosial yang dilakukan oleh h u m  b w h ,  fase inilah yang 
disebut dengan tata masyarakat sosialis. Dengan demikian pada umumnya masayarakat dapaat 
.di bgi h a  yaitu : masyardcat pemilik tanah dan masyarakat bukan pemilik tanah, masyarakat 
pemilik modal dam masyarakat bukan pemiliki modal. 

4 9 ~ i d , h : 5 0  
' O  Sri Adiningsih dan YB K a h m a n ,  Teori ekonomi Mikro, eedisi Kedua, BPFE, Yograkarta, 

2003, film : 1. 
" Mudrajad Kuncoro, Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah, dm Kebijah,edisi ke-3, AMP 

YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm : 7. 
52 Anef 5 ) u d ~ ~ %  Tea?? Pc?r!Z,~mna~! Ebnomi ckrnia Re Tigar W e d !  !%s!& U m b  

Jakarta, 2000, hlm : 19. hal ini sebagaimana dinyatakan dalam teori Harrod- Domar tentang 
'Fabungan dan Investasi, yang menyimpukan bahwa : pexturnbuhan ekonomi ditenhkm &h 
tingginya tabungan dan investasi, kalau tabungan dan investasi rendah, maka pertumbuhan 
ekonomi masyarakat atau suatu negara tersebut juga rendah. 



kunci dari pembangunan adalah pembentukan modal, kemudian nilai residuahya 

dihubungkan dengan investasi modal dan kemajuan teknologiS4. Sehingga strategi 

pembangunan tersebut merupakan akselerasi pertumbuhan ekonorni dengan - 

mengunkg modal asing d m  melaldam ~nd&&sasi~~. 

Proses pembangunan - menuju arah dan tujuan pembangunan - nasional 

dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmw, cenderung bertitik tolak dari 

1. Peningkatan ketersediaan serta perhasan distribusi berbagai macam 
b . m g  kebutuh.an pokok-sepr:rti p.mm, wdang, pap.m, keseham 
dan perlindungan keamanan. 

2. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan 
pendapatan, tetapi juga meliputi penambah.an penyediaan lapangan 
kerja, perbailcan kualitas p e n d i d i i  serta peningkatan perhatian atas 
niIai-niIai kuIturaI dan kemanusiaan yang kesemuanya itu tidak hanya 
mtuk memperbaiki kesejahteraan materiil, m e l a i i  juga 
menumbuhkan jati d i i  pribadi dan bangsa yang bersangkutan. 

3. Perluasan pilihan-piIihan ekonomis clan sosial bagi setiap individu 
serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan dari 
sikap ketergantungan . 

Pemenuhan ke tiga - tujuan pokok diatas, terlebih dahulu melakukan 

hubungan ekonomi antara satu negara dengan negara lain dalam bentuk yaitu, 

pertukaran hasil atau output negara - satu dengan - negara - lainnya, dalam bentuk 

produksi dan kemuajuan teknologi, ekonomi nasional suatu negara juga 

' 53 Nopitin, Ekonomi Iuternasi~nal~ Edisi Ke- 3, BPFE, Yagyaka,rta, 1999, hlm : 106. 
54 Ibid, hlm : 9. 

155 Ibid, hlm : 8. 
,56 Michael P. Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi ke enam, Erlangga, Jakarta, 
, 1999, hlm : 22. 
i57 Boediono, Ekonomi Intemasional, edisi 1, BPFE, Yogyakarta, 2000, hlm : 1-3. 



bend?&58? Indonesia ??isalnyat Pa& ma% pem&tahan or& baru YB!!~ hew 

mengubah fokus pembangunan di bidang ekonomi dengan cara yang luar biasa 

untuk memacu pertumbuhan ekonomi, perbaikan kerusakan-kerusakan sistem 

ekonomi itu sendi, dan tra!!sfi?~wi mndu ind~sb.ia#sasi~~, 

Memecahkan persoalan keterbelakangan, mengatasi kekurangan modal 

dan mewujudkan pembangunan nasional menuju industrialisasi, pemerintah 

Indonesia memberikan satu solusi melalui penanaman modal. Penanaman modal 

dapat dilakukm dengm dua e m  yah, p e m m m  modal ymg dLE* s e c m  

langsung - - dan penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung. . - - .- 

Penanaman modal yang dilakukan secara langsung dapat dilakukan, jika pihak 

pemilik modal membentuk, menyedialcan modaI dan menjalankan perusahaan 

sendiri. Sedmgkan penanman modd seeam ti& lqgsung addah d* oleh 

pemilik modal melalui pembelian saham, obligasi - yang -. dikeluarkan oleh suatu 
. 

perusahaan. 

Dilihat dari sumber modalnya, maka dapat di bagi - dua, yaitu modal yang - - 
b e m l  dari d d m  negeri dzm dil* abu befproduksi di Qth negm sendiri, 

disebut dengan - .  penanaman modal dalam negeri - (PMDN), sedangkan - modal yang - - 

berasal dari luar negeri yaitu, didikan, berproduksi serta berkedudukan di 

wilayah Indonesia berdasarkan hukum Indonesia, disebut dengan -. penanaman . 

modal litr negeri atau penanman modal asing (PMA). 

Pertimbangan diundangkannya Undang-Undang - Nomor 1 Tahun 1967 

Tentang Penanaman Modal Asing adalah, adanya ekonomi potensiil yang tidak 

!* Soelistyo, Ekoltomi Ilttermsioml (Teori Perdagangun Internmiond). Edisi Ke-2, Liberty, 
Yogyakarta, 1986, hlm : 138. 

~ i d i k  J. Rachbini, Ekonomi di Era Transisi Demobasi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hIm:2I. 



didukung oleh ketersediaan modal, pengalaman dan teknologi. Untuk itu 

dIm-n bagi Investor-investor asing dm domestic mtuk mekkukan 

penanaman modal penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan 

keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan management, sehingga 

penggunaan modal asing perlu dimanf'aatkan secara maksimal untuk mempercepat 

p e m b a v  ekommi hdonesirt60. 

Pada perkembangannya, - .  dilakukanlah perubahan dan penambahan 

terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal 

Asing melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970. Perubahan Ketentuan - 

h m g k 8 t  Undang-Undag tersebut denga pe&mbanga besmya pengar& 

politik perpajakan negara - dalam menghadapi - pembangunan, p a  meningkatkan - 

pembangunan di Indonesia dengan cam menciptakan suatu fiskal yang baik bagi 

pengwha-peng!sah% khusumya bagi penanam modal6*, 

Penanaman modal asing meliputi, penanaman modal asing secara 

langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang- 

undangini - dm yang - - -  digunakan untuk menjalankan perusaham di Indonesia, dalsrm 

mi Mwa p e d i k  d seema hgsttng menanggtmg resiko dmi p e m m  

modal ter~ebut~~! Pa& prksipnya mensndung beberapa unsur pok& diantaranya 

yaitu : 

1. Penanaman modal dilakukan secara langsung (direct invesment). 

2. Penggunaan - - modal untuk menjalankan perusaham di Indonesia. 

60 Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Perusaham Mengenai Pemnaman Mo&l di Indonesia, 
Madar Maju, Bandung, 1999, hlm : 7-9. 
Ihid. 

62 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing. 



3. Resiko yang langsung ditanggung oleh pernil& modd3. 

Pa& cIasarnya modal asing adahh modal yang berasd hi luar negeri 

clan dimasukkan ke dalam wilayah suatu negara untuk diinvestasikan atau 

dikembangkan lebih lanjut melalui berbagai kegiatan usaha bersifat ekanamis64. 

Dengan demikian, penanaman modal asing hanya meliputi penanaman modal 

asing secara langsung (direct investment), yang digunakan untuk menjalankan 

perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsmg 

memggtmg r e s h  dari penmaman modal tersebut Kemudh seea~a ywklis, 

pengertian modal asing dapat juga diartikan sebagai : 

1. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari 
kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah di 
gunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indoneiia. 

2. Mat-aht mtuk perusaham, temasuk penemwatt-penemm h 
milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar negeri 
ke dalam wilayah Indonesia, sela& alat-alat tersebut tidak dibiayai 
dari kekayaan devisa negara. 

3. Keuntungan perusahaan yang berdasarkan mdang-undang nomor 1 
tahm 1967 tentang penariaman modal asing boleh-di transfer, namun 
dipergunakm untuk membiayai peruszthaan di ~ndonesia~~. 

Dari pengertian tersebut diatas, ukuran sesuatu itu termasuk ke dalam 

modal wing atau bukan adalah : 

1. Dalam hal valuta asing, - .  apakah valuta asing itu merupakan bagian - 

dari kekayam devisa Indonesia ataukah ti&. 

2. Dalam ha1 alat-alat perusahaan serta keahlian, apakah alat, barang - 

atau keahlian tertentu itu merupakan milik asing atau tidak66. 

63 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal. 
64 Ridwan Khairandy, Op Cit, hlm : 137. 
'' Pasd 2 Undang-Undang Nomor I Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing. 
66 Soedjono Dirdjosisworo, Op Cit, hlm : 22 1-222 



Berdasarkan ukuran tersebut, yang termasuk ke dalam modal asing 

a&& setiap modal yang h a s &  daFi luar negeri adalah modal asing, d m  modal 

yang berasal dari dalam negeri adalah modal nasiona16'. Akan tetapi, jika dilihat 

lebih jauh ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman 

Modal Balm Negeri, ternyata kriteria yang dipakai adalah apakah sejumlah 

modal yang digergunakan untuk produksi di dalam wilayah republik Indonesia 

atau bukan. Apabila sejumlah modal dipergunakan untuk produksi di dalam 

negeri, sekalipun modal itu milk orang atau badan hukum asing, modal tersebut 

tetap d i g a p  sebagai modal &lam negeri. Akan -pi h b e d a  halnya dmgm 

konsep Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 menyatakan bahwa yang 

dimaksud dengan modal &lam negeri adalah, modal yang dipergunakan untuk 

produksi dalam negeri, kecuali . y- . diatur oleh undang-undang nomor I tahun 

1967 tentang penanaman modal asing dimggap sebagai modal asing. Sehingga 

kriteria modal asing. tersebut dapat berbentuk : 

1. Berupa alat-alat pembayaran luar negeri atau valuta asing (f?wign 
exchange), yang terdiri dari uang kertas &lam mata uang asing, 
wesel, cek -d& lain-lain yang dapat di pergunakan sebagai alat 
pembrtymsm. 

2. Berupa alat-alat, penemuan-penemuan dan bahan-bahan 68. 

Adapun bentuk alat-alat, penemuan-penemuan dan bahan-bahan modal 

asing . dapat . berupa : 

1. Piranti lunak ( s o h ) ,  seperti paten dm know how. 

1 2. P i t i  kens (hardware), seperti mesin-mesin, peralatan dan bahan- 

I bahan dan desain yang berwujud nyata. 

6' Ridwan Khairandi, Op Cit, hlm : 138-140 
6a Pasal2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing 



Dengan demikian modal asing yang berwujud piranti lunak dan piranti 

keras tefsebut di g o h g k m  sebagai rn& ashg d t t h  bent& t&okq$, dimma 

penggunaan istilah teknologi untuk menyebutkan modal asing dalam bentuk alat- 

alat, penemuan-penemuan dan bahn-bahan tersebut, harus dipandang sebagai satu 

kesatuan pengertian yang mengandung piranti keras dan piranti lunak. Sehingga 

pe&an EKdttl askg d& a ~ p k  b e ~ ~ y 8  krds d& Wllg (d8t pettlbsty~~8n) 

dan teknologi. 

Kemudian yang harus diperhatikan, tidak semua modal asing tersebut 

bersumber dari luar negeri, karena keuntungan perusaham yang berdasarkan 

Umkmg-Unbg Nornor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing boleh di 

transfer, namun dipergunakan untuk membiayai perusaham di Indonesia6'. 

Maksudnya adalah, sebagai hasil perolehan keuntungan modal awal yang 

kemudii  dapat di investasikan kembali di negara penerirna modal. 

Pengertian dari penanaman modal asing sebagaimana - yang telah di 

kemukakan dalam pasal 1 dan pasal 2 undang-undang nomor 1 tahun 1967 

tentang penanaman modal asing, ha1 ini tidak terlepas dari beberapa teori yang 

dimttt dei~ w g 8 ~ a  pemrima modal stsing, dimtarmy8 AM 70; 

69 Pasal2 ayat ( 3 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing 
'O Aminuddin Ilmar, H u h  Penanaman Modal di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2004, hlm : 41-42. 

untuk lebii jelasnya lihat buku Peter H. Lindert dan Charles P. Kindleberger, Ekonomi 
Internusional, Erlangga, Jakarta, 1990, hlm : 611. dimana dalam bukunya mengutip beberapa 
teori dari dari ahlmi ekonomi pernbangunan diantamya teori yangpertama yaitu di dipelopori 
oleh Karl Max clan Robert Magdoff, dimana dalarn teorinya menyatakan dengan tegas menolak 
adanya penanaman modal asing, karena hal tersebut merupakan kelanjutan daripada proses 
kapitalis. Teori kedua yaitu, dipelopori oleh Skeeten dan Stephen Hymer, dimana teori ini 
bersifht nasionalis dan populisme, oleh sebab itu menurut paham teori ini bahwa kehadivan 
penanaman modal asing berakibat adanya pembagian keuntungan yang tidak seimbang yang 
terlalu banyak ada pada bagian penanam modal asing. Sehiigga menyebabkan negara penerima 
modal asing membatasi kegiatan penanaman modal asing sedemikian mpa. Pada dasarnya 
penanam modal asing adalah swrang monopolis atau bahkan seringkali oligopolis di pasar- 



1. Menunjukkan adanya sikap yang ekstrim yakni, tidak rnengingbhu 
adanya ketergantungan dari negera-negara terhadap penanam modal, 
khususnyit pe-an modal asing. 

2. Pada dasarnya diliputi kekhawatiran akan adanya dominasi 
penanaman modal asing. 

3. Selain itu melihat penanaman modal asing secara ekonomi tradisional 
dan meninjau secara fakta, maka penanaman modal asing juga dapat 
membawa pengaruh perkembangan dan modernisasi ekonomi negara 
penerha modal as&. 

Berdasarkan ketiga konsep teori diatas dan dihubungkan dengan 

ketentuan-ketentuan yang textuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1967 tentang penanaman modal asing, maka pengertian modal asing selain 

tertttjtt kepada equitr, sebagai sesuab ymg &sk Kapital, juga terms& d a h  

pengertian equipment dalam bentuk paten, teknologi baru. 

Peranan modal asing dalam pembangunan yititu, sebagai sumber dana 

eksternal (modal asing) dan sebagai dasar untuk mempercepat investasi dan 

perttunMan ekommi, ~b~ ekommi yang meningkat pepttt &hti 

dengan perubahan struktur produksi dan perdagangan, Modal asing dapat 

berperan penting dalam mobilisasi dana maupun transfonnasi struktural serta 

kebutuhan akan modal asing menjadi menurun segera, setelah perubahan 

pasu produksi suatu negcira &ana ia melakukan usahiya, oleh Wenanya biimma 
penanaman modal asing benar-benar menghancurkan kekuatan dalam pasar produksi suatu 
negara, maka pemerintah Barus siap mefahkan pengawasan pa& penanaman modal asing 
tersebut. Dengan demikian dalam kegiatan tersebut berlaku hukum pembangunan tidak 
seimbang (law if uneven development), yakni pembangunan yang menghasilkan kemakmuran di 

1 satu pihak dan kemelaratan dilain pihak. Sedangkan teori yang ketiga; di pelopori oleh 
Raymond Vernon dan Charles P. Kindleberger, menyatakan bahwa : Proses tersebut dapat 
What dari perkembangan dm perhuubuhaa ekonomi @a daa mehisme pasar yang dapat 

I berlangsung baik dengan atau tanpa pengaturan dan fasilitas dari negara penerima modal aslng. 
171 MtzdrajjBd Kuneo~o, @? €8, Mrn : 252. 



Tingkat penmaman modal yang tinggi mendorong terjadmya perubahan 

tdrnokgi yang cepat dan mekakkan dasar bagi perhmbtthm ekommi- ymg 

72 berkesinmhmgn . Penhgkatm petwnhuhan ekon~mi tersehut juga ti&& 

terlepas dari keikutsertaan para investor-investor swasta lokal atau investor- 

investor dalam negeri. atau domestik untuk menanamkan modalnya di dalam 

negeri. 

Penanarnan modal dalam negeri adalah, bagian daripada kekayaan 

masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik . yang - dimiliki 

oleh Negara mattputt ymg dimiliki okh swasta nasioml ahu swash asing ymg 

berdomisili di Indonesia, yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan 

sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal 

p sin^^^. 

Modal dalam negeri merugakan modal atau harta kekayaaan masyarakat 

Indonesia baik dalarn bentuk hak-hak maupun benda-benda sepanjang tidak diatur 

dalam Pasal2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal 

Asing. Harh kekaym yang dimiliki oleh masymkat Indonesia yang dapat 

disediakan untuk menjalankan suatu usaha atau perusahaan, misalnya dalarn 

bentuk, tanah, bangunan, kayu di hutan. Kekayaan tersebut dapat dimiliki oleh 

negm (pemeriaa) dm pihak Sedangkaa yang temasuk modal dalam 

negeri addah alat pembayaran luar negeri yang dimiliki oleh negara dan swasta 

- - - 

72 Hal Hill, Ekonomi Indonesia, edisi ke 2, Murai Kencana, Jakarta, 2002, hlm : 26. 
73 Pasall Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Ddam Negeri 
74 ScedJono. Dirdjosisworo, Qp Cit, hlm : 193. 



nasional yang disediakan untuk menjalankan usahanya di Indonesia di Indonesia, 

sehingga kekayzm ymg d h i W  oleh phdc sw& dapt  dibagi d m  yaitu 75; 

1. Yang dimiliki oleh swasta nasional (warga negara Indonesia) 

perseorangan atau badan hukurn termasuk Koperasi. 

2. Yang dimiliki oleh swasta s ing  (warga negara sing) Perseorangan 

abu Ixtdan ht€kml. 

Pihak swasta nasional maupun pihak swasta s i ng  - .  yang - berdomisili di 

Indonesia dalam melakukan pemupukan atau penanaman modal, dapat dilakukan 

dengan cam perorangan atau membentuk badan hukum yang . - didirikan 

berdasit~kan hukum yang b e r l h  di Indonesia. Dan penggwm kwta kekaym 

tersebut dapat dilakukan secara langsung - - atau tidak langsung, sesuai dengan 

ketentuan yang termuat dalam undang-undang penanaman modal dalam negeri. 

Penanaman modal dalam negeri juga - - mendorong usaha-usaha 

pemlxqwm ekonorrti pa& urnmya76. seKigga sebelum di tmdmgkarnya 

undang-undang nomor 6 tahun 1968 tentang - .  penanaman modal dalam negeri, ada 

beberapa alasan yang di jadiian dasar &lam pembentukan undang-undang ini, 

1. Modal dalam negeri merupakan faktor yang sangat penting dan 
menentukan dalm penyelenggm pembangunan ekanorni nasional 
untuk mempertinggi kemakmuran rakyat. 

2. Penyediaan fasilitas, adanya perangsang dan perlunakan syarat-syarat 
I menciptakan iklim yang baik bagi perkembangan modal dalam 

negeri, sehingga penanaman modal d a h  negeri dapat berkembang 
I dengan Iancar. 
1 

I 
' 75 Abdul Kadir Muhammad, Hukurn Perusahaan Di Indonesia, cetakan kedua, Citra Aditya Bakti, 
I Bandung, 2002, hlm :?I 5. 

Soedjono Dirdjosisworo, Op Cit, hlm : 193. 
: ' A b d u l K a & r M & ~ O p C i r ,  hhn:314. 



3. Pada dasarnya . pembangunan - konomi nasional hams bersandarkan 
pada kemampuatl dan kesanggupan rakyat Indonesia sendiri dengan 
menggtmakan modal &lam negeri, terntam bagi us&maha swash 
nasional. 

4. Pada tingkat perkembangan ekonomi dan potensial nasional dewasa 
ini perlu dimanfaatkan juga modal dalam negeri (domestic capital) 
yang dimiliki oleh orang asing sepanjang - - tidak merugikan 
perkembangan ekonomi d k  per&mb&an golongan pengtkaha 
nasional. 

5. Dalam rangkan pemanfaatan modal dalam negeri perlu ditetapkan 
pula batas waktu-berusaha bagi perusahaan =ing y&g menggun&n 
modal dalam negeri, agar diperoleh pegangan yang jelas bagi semua 
pihak yang berkepentingan, sehingga dengan pembatasan itu 
tertampbg pula jia  era& Pemerind   om or 10 tahun 1959. 

Alasan-alasan diatas, terhadap . -  pengusaha-pengusaha - - - nasional diberi 

keleluasaan seluas-luasnya untuk mengembangkan usaha atau perusahaan guna 

untuk mendorong - pertumbuhan - perekonomian bangsa, dengan tujuan : 

I .  Semm bidrtng us& pada azasnya terbuka bagi sw&. Kegiatan 
Negara yang bersangkutan dengan - pembinaan - bidang usaha swasta 
meliputi' b i b g - b i b g  yang perlu dipelopori a t i  dirintis oleh 
Pemerintah. 

2. Bidang usaha Negara meliputi terutama bidang-bidang - .  yang - 
pengusahaanya wajib d i l a k s b  oleh pemerintah7'.- 

Pemberian kebebasan kepada swasta untuk berusaha di semua sector 

perekonomian, kecuali bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak, 

dan strategis, - pada . prinsipnya - . adalah untuk merangsang - - dan mengarahkan daya 

mempercepat - pembangunan - ekonorni Indonesia. Pengaturan penanaman modal 

dalam negeri tidak dikenal istilah fiee fight liberalism, system etatisme, dan 

78 Pasal4 Undang-Undang Nornor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri 
79 Ibid, 3 17. 



Presentase jumlah modal dalam negeri yang yang harus ditanamkan 

&lam perus* mional sekurang-hmgnya 51% ( Limst pul& satu pepsen) 

daripada modal &lam negeri - . -  yang ditanam di dalamnya dimiliki oleh Negara dan 

atau swasta nasional. Presentase itu senantiasa hams ditingkatkan, sehingga pada 

tanggal - - 1 Januari 1974 menjadi tidak kurang dari 75% (tujuh Puluh Lima 

Persen)'O. P e -  lxmmamm modal te~sebue &us d i ~ ~  s e k g  dengan 

peningkatan dan pemuliian ekonomi bangsa, mengolah potensi ekonomi dan 

menjadikekuatan ekonomi riil, membuka kesempatan investasi bagi investor asing 

maupun luar negeri, meningkatkan daya saing dunia usaha nasional, menciptakan 

kpmgitn kerja, s& tmnhgkakitn kesejahtem masyarakat. 

Pencapain terhadap - tujuan - tersebut, hams diciptakan ikli i  usaha nasional 

yang kondusif bagi penanam modal untuk penguatan daya saing perekonomian 

nasional, sehingga - - memberikan perlakuan yang . - sama bagi - penanaman - modal 

ddam negeri d m  penanam m&l asing dengm tepat memerhath kepenthgm 

nasional, menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha 

bagi penanam modal sejak proses pengurusan perhiinan sarnpai dengan 

berakhirnya kegiatan penanaman modal, serta membuka kesempatan bagi 

p e ~ k m h g a n  dm memberiknn perlindtmgan kepada usaha &o, kee& 

menengah dan koperasi. 
! 

I Modal asing yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara 
I 

1 a s i .  badan usaha ash& badan hulano ash& clan atau badan hukum Indonesia 

1 yang sebagian nUlv selvrvh modalnya d h i l i i  okb pihnL nsing. Meldui proses 

Pasd 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1%8 Tentang Penanaman Modal Dalaam 
Negeri. 



penanman modal, pihak penanam modal diberi fasilitas-fasilitas, diantaranya, 

melakukan perluasan usaha dan penanaman modal bm, sehingga diharapkan 

mampu menyerap . - tenaga ke j a  yang termasuk skala prioritas tinggi, pembangunan 
. . --, .. . _.- .. .. , 

melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, - - dan inovasi tanpa 
- 

mengenyampingkan kelestarim hgkmgan hidup. 

Pemberian fasilitas bagi - penanaman - modal bertujuan untuk mempercepat - .  

penyebaran investasi yang mampu menunjang pertumbuhan ekonorni dan 

ekonomi kerakyatan yang . - -  dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, &ah satunya 
, .. . 

melahi penyerapan temga kerja. 

B. Perjanjian Joint Venfure 

Berbicara tentang perjanjian, maka sebailcnya terlebih dahulu melihat 

ketentuan kitab undang-undang h h  gerdata (KUHPdt), dimana buku III 

KUHPdt lebii mengenal perkataan perikatan daFi pada pepjstnjiart, perbedam 

antam keduanya ialah bahwa, gerikatan atau hukum perikatan (verbintenissen / 

verbintessen recht) lebih luas cakupannya jika dibandingkan dengan perjanjian 

atau hukum perjanjian - - -  (overeenkomst / overeenkomst recht ). 

Pepikakm mengatw ten* p&aI htilmngmhubungan huktm ymg 

selain bersurnber kepada persetujuan atau perjanjian, . - -  juga - -  perikatan - yang timbul 

dari perbuatan melawan hukurn (onrechtmatige daad) dan yang tidak berdasarkan 

kepada persetujuan (zaakwaamemin&. - Akan tetapi sebahagian dari pada buku III 



KUHPdt juga mengatur perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, 

atau yang disebut dengan h k  pejmjian8'. 

Perikatan adalah, suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan benda 

antara dua orang yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang 

sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya diwajibkan untuk 

memenuhi tunMan itu. Sedangkan maksud untuk menuntut barang sesuatu 

tersebut dinamakan prestmi, yang menurut undang-undang dapat beruga 82 ; 

1. Menyerahan sesuatu barang. 

2. Melakukan suatu perbuatan. 

3. Tidak melakukan suatu pehuatan. 

Tiap-tiap perikatan d i l a h i i ,  baik karena .perjanjian dan atau karena 

mdmg-wdang 83. Dengan demikian berdasmkan kekntuan pzlsal 1233 KUHFdt 

tersebut, perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan 

perikatan yang menimbukan adanya kewajiban pada salah satu pihak clan 

kernjiban tersebut manbedcan hak kepstda p&& - .  king4. Ketentuan tersebut 

dipertegas oleh PasaE 1313 KUHPdt bahwa, suatu perjmjian adalah suatu 

perbuatan dirnana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain 

atau lebih. 

Konsekuensi dasamya, perjmjian itu a& setelah seseorang atau l e b i  

mengikatkan diri kepada orang lain, yang akhirnya akan menimbukan adanya 

R. Subekti, Pokok-PokokHukum Perdata, Cetakan 14, Intennasa, Jakarta, 1979, h h  : 101. 
8;2 R Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cetakan XXIV, Intermasa, Jakarta, 1992, hlm : 122- 
' 123 

83 Kartini muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikutan yang Lahir dari Perjanjian, Raja grafindo 
Persada, Jakarta, 2004, hlm : I. 

" fi i c l ,  hlm : 91. 



tuntutan kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih kepada orang lain, dan 

bahkan pada perkembangannya, para pihak tidak hanya terdiri dari orang 

perorangan atau individu, akan tetapi para pihak dapat juga terdiri dari satu atau 

lebih badan hukum. Adapun untuk syarat sahnya suatu perjanjian adalah : mereka 

sepakat untuk mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat sesuatu perhtan, 

suatu ha1 tertentu, dan suatu sebab yang halalp5. 

Dilakukannya kata sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian anara 

kedua belah pihak, maka h a m  ada kebebasan kehendak, sehingga dalam 

membuat perjanjian para pihak tidak merasa ada tekanan yang mengakibatkan 

adanya cacat bagi perwujudan kehendakp6. Sepakat adalah sebagai tanda 

persyaratan kehendak yang disetujui (overeenstemende wilsverklaringj antara 

para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawar (oferte) dan 

pernyataan pihak yang menerima tawaran disebut dengan akseptasi (ac~eptatie)~~. 

Adanya kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah 

merupakan dasar mengikat suatu pe$injian dalam hukum perjanjian dengan 

segala akibat hukumnya. Hal ini berdasarkan azas kebebasan berkontrak dalam 

Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt bahwa, suatu perjanjian yang dibuat secara sah, 

mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnyapp. Azas 

kebebasan berkontrak ini pada prinsipnya mendukung persaingan pasar bebas dan 

menjadi penjelmaan hukm (ZegaZ expression) pinsip pasar bebasg9. Hal k i  

berkenaan dengan perubahan perluasan penggunaan piranti yang diciptakan oleh 

Pasal 1320 KUHPdt 
86 Mariam D m s  Badrulzaman, Aneka Huhm Bisnis, Alumni, Bandung, 1994, hlrn :24. 
87 1bi.d. 
88 Suhamoko, H u h  Perjanjian : Teori dun Analisis Karus, Kencana, Jakarta, 2004, hlm 4. 
89 Ridwan Khairandy, Itikud Baik Dalam Kebebasan Berkontrak UII Yogyakarta, 2004, hlm : 1. 



teknologi canggihgO. Dengan dianutnya azas kebebasan berkontrak dalam 

KUHPdt, maka para pihak dalam suatu kontrak dapat menentukan pilihan sendii 

diantaranya : 

1. Pilihan hukum (choice of lay) dalam ha1 ini para pihak menen* 
sendid dalam kontmknya tentang hukurn mma ymg &an 
diberlakukan teradap interprestasi kontrak tersebut. 

2. Pilihan fonun (choice of jurisdiction), yakni para pihak menentukan 
sendi.fi tiilalm CiCidtf teCdmg Pi?ng&llm at;aU mmL1. ymg 
berlaku jika terjadi sengketa diantara para pihak nantinya. 

3. Pilihan domisili (choice of abmicilie), dalam ha1 ini masing-masing p&ak m e l .  pe--M. nmJukan *.. . ...- d.j mm&h di>&dli h- d&l pza 
pihak tersebug'. 

Perjanjian pada dasarnya bersifat mengikat dan berlaku sebagai undang- 

undang bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Pasal 1338 ayat (3) KUHPdt 

menegaskan bahwa, setiap perjanjian tersebut harus diiaksanakan dengan itikad 

baik. Itikad baik merujuk kepada kerasionalan clan kepatutan (redelijkheid en 

billijkheid) yang hidup didalam masyarakap. Penafsiran tersebut erat 

hubungannya dengan Pasal 1375 BW Belanda (lama) yang menyebutkan bahwa : 

"Overeenkomsten verbinden niet alleen tot &tgene k t  weik uitdrukhlijk 
bij dezelve bepaald is, maar ook tot a1 hetgeen dat, mar den aard van 
dezelve overeenkomsten, abor de billijkheid, het gebruik, of de wet, 
wordt gevorderd (Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-ha1 yang 
secra tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang 
menurut sifat pe 'anjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau 5' undang-undang)" . 

- - - -  - -  - 

Ibid, hlm : 4. 
Munir Fuady, HukumKonhak (Dari Sudut P&g Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 2003, hlm : 137. 

92 Rid- Khairandy, @I Cit : 8, dikutif dari P.L Wery, Perkembangan tentang H u b  Itikad 
Baik di Nederlarui, Percetakan Negara, Jakarta, 1990, hlm : 9. 

93 Ibid, hlm : 9 pada perkembangannya rumusan pasal 1375 BW Belanda (lama) diganti dengan 
ketentuan pasal6.248.1 BW Belanda (baru) yang menyatakan bahwa : "een overeenskomst heef 
niet aIIeen de abor partijen overeengekomen rechtsvolgen, maar die ook die welke, naar de 
aard van de overeenkomst, uit de de wet, gewondte of de eisen van redelijkheid en billijkheid 
voortvloeien", (Suatu perjanjian tidak hanya mengikat terhadap hal-ha1 dipe janjikan oleh para 
pihak, tetapi apa yang menurut sifat pe rjanjian, undang-undang, kebiasaan, atau kerasionalan 
d m  kepatutm). 



Suatu perjanjian dapat dilakukan secara lisan dan tertulis, akan tetapi 

pada perkembanganya perjanjian tersebut harus dilakukan secara tertulis. Karena 

kontrak tersebut merupakan surnber utarna kewajiban dan hak serta tanggung 

jawab pihak-pihal?. Selain itu kontrak atau persetujuan tersebut juga bertujuan 

untuk jangka waktu tertentu dan dikhawatirkan menimbulkan banyak persoalan, 

atau untuk jangka waktu yang lama, yang hanya memenuhi tujuan praktis 

mengenai pembwktian. Sifat dari suatu perjanjian dalam konsep hukum Inggris 

hams memuat syarat-syarat pokok diantaranya, ada ld5  : 

1. Maksud mengadakan perjanjian yaitu, pihak-pihak yang berjanji 
te-sebitt hams - m b n y a ~  miksubya dalm pajanjim tersebut, a g a  
perjanjian yang mereka buat mengikat secara sah, yang menimbulkan 
hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang berjanji. 

2. Pasetujm yang teup (Agreement). Yiiitu, piP1irk-pmak tersebut 
harus mencapai persetujuan yang tetap, yang ditunjukkan dengan 
penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran dan tidak sedang 
Be-mdhg. P m d h g m  aMah t h w a r t  g rrmm~iui 
tercapainya persetujuan yang tetap. Selagi pihak-pihak mengadkan 
penmdiigan, belum dapat dikatakan adanya persetujuan yang tetap. 
Setelah pmdif lgm selesai, szrlzrfi satu pikirk m m m m  tawarm 
dan tawaran tersebut diterima oleh pihak yang lainnya. Dengan 
demikian tercapainya kemufakatan tentang pokok perjanjian, maka 
ketika ituM tq'tldhytl p e m t u j m  ymg m p .  

3. Prestasi (consideration) yaitu, suatu persetujuan hams menjadi 
perbuatan kedua belah pihak, dan setiap pihak yang berjanji untuk 
mmmuhi p~eStadiflya kqada pih& 1ifl hams mmparoleh 
pemenuhan prestasi yang telah dijanjikan oleh pihak yang lain. 

4. Bentuknya (form) yaitu, bentuknya dapat dilakukan secara lisan dan 
dapat pula dil-m sacm tulissm, t q i  babempa jmis pajmjfm 
tertentu hanya berlaku jika dibuat dalam bentuk tertulis. 

5. Syarat-syarat tertentu (defenite terms) yaitu, bahwa syarat-syarat yang 
- &Im .pedmjjan tersebut hrns 

pengadilan mengetahui dengan pasti apa yang telah disetujui oleh 
para pihak, jika syarat-syarat tersebut kurang jelas dan sulit untuk 

94 Abdul Kadir Muhammad, Hukunr Perusahaan Indonesia, cetakan ke 2 revisi, Citra Aditya 
Bakti, Bandung, 2002, hlm :4. 

95 Abdul Kadii Muhammad, Hukum Pejanjian, Alumni Bandung, 1986, hlm :94-95 



dimengerti, maka hukum tidak akan mengakui perjanjian itu dan 
petijmjim tmebut tid& Bwlaku. 

6. Klausa yang halal (legality ) yaitu, bahwa setiap perjanjian yang 
bertentangan dengan ketertiban urnurn (public policy) tidak 
dibmakan sleh hukm 

Dampak globalisasi yang membawa konsehensi kearah terbentuknya 

pasar global dengan tata pengaturan yang diusahakan seragam, maka terhadap 

aturan-aturan hukum mengalami penyesuaian dan harmonisasi dengan sistem 

hukum nasionaP6. Pada perkembangan dunia bisnis, yang juga mengalami 

penyesuaian dan harmonisasi peratwan-peraturan hukum antara sistem eropa 

hntinental dan anglo saxon, maka banyak ditemukan berbagai macam dan jenis 

perjanjian yang lebih populer dengan istilah kontrak dan tidak ditemukan dalam 

KUHPdt. 

Adanya jenis kontrak yang tidak dikenal dalam ketentuan h u h  perdata, 

maka secara mum hukum kontrak dapat dibagi dua yaitu ; hukum kontrak 

nominaat yaitu, hukum kontrak yang mengkaji berbagai kontrak atau perjanjian 

yang dikenal dalam KUHPdt, sedangkan h u h  kontrak innominuat adalah, 

merupakan keseluruhan kaedah hukum yang mengkaji berbagai kontrak yang 

tirnbul, tumbuh dan hidup dalam masyarakat dan kontrak ini belum dikenal pada 

saat KUHPdt diundangkang7. 

Kontrak innominuat merupakan k e s e l d a n  kaidah-kaidah hukum yang 

mengatur hubungan huicum antara subyek h h  daiam sebuah kontrak, hai hi 

berdasarkan adanya kata sepakat untuk menimbulkan adanya akibat hukurn. 

Sehingga ruang lingkup dari hukum kontrak inominaat adalah berbagai kontrak 

96 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2000, him :15. 
"' Salim H.S. ( I ), Perkembangan Hukum Kontrak Innominad di Indonesia, buku ke-1, Sinar ' Grafika, Jakarta, 2003, hlm : 4. 



yang muncul dan berkembang dalam masyarakat, seperti, kontrak production 

sharing, kontrak karya, leasing, beli sewa, fiamhise, kontrak kontruksi dan Joint 

ventureg8. 

Apabila merujuk kembali kepada ketentuan KUHPdt, ternyata hanya ada 

satu pasai dalam B h  in KUHPdt yang mengatur tentang kontrak innominaat 

yaitu, adanya ketentuan yang menyatakan bahwa sernua perjanjian baik yang 

mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama 

tertentu, tunduk pada peratman-peraturan umum yang termuat dalam bab ini atau 

bab lalug9. 

Salah satu yang melatar belakangi muncul dan berkembangnya kontrak 

innominut ini adalah, karena para pelaku usaha dalam pengembangan usahanya 

secara internasional dapat melakukan beberapa macam pilihan cara, mulai dari 

yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Sehingga ada lima macam 

cara pengembangan usaha yaitu loo; perdagangan Internasional dengan cara 

ekspor-impor, pemberian lisensi, Franchise (pemberian waralaba), dan 

pembentuhn perusahaan patungan (Joint Venture). 

Di Indonesia, dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang 

mengarah kepada proses industrialisasi dan alih teknologi, pemerintah melakukan 

kiat-kiat untuk menghimbau para investor asing melalui perjanjian joint ventura. 

'* hid, hlm : 5. '' Pawl 13 19 KUHPdt 
loo Gunawan Widjaja, Sen' Hukum Bisnis : Waralaba, Rajagrafiido Persada, Jakarta, 2001, hlm : 1 

dikutif dari pendapat Warren JKeegen dalam bukunya yang berjudul Global Marketing 
Management;, 



Joint ventura adalah suatu kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik 

modal nasional berdasarkan suatu perjanjian (kontrakt~al)'~'. 

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa perjanjian Joint ventura 

merupakan perjanjian yang tidak diatur dalam ketentuan KUHPdt, akan tetapi 

ketentuan yang mengatur tentang perjanjian secara umum dalam KUHPdt masih 

tetap diberlakukan terhadap joint ventura Ketentuan mum dalam KUHPdt 

seperti halnya mengenai syarat sah suatu perjanjiado2 dan pemberlalcuan asas 

facta sunsewanddo3. Dalam ha1 penanaman modal asing, selain di dasarkan 

kep& joint ventura agreement, juga adaiEaianya diikuti oleh pembuatan 

agreement lainnya, misalnya, Licence Agreement, Loan Agreement, Employment, 

Agreement dan Agreement lainnnya I". 

Perjanjian joint ventura pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua 

yaitu ; Pertama, joint ventura yang tidak melaksanakan penggabungan modal, 

sehingga kerjasama tersebut hanya terbatas pada know-how yang dibawa ke dalarn 

joint ventura, know-how disini mencakup "technical service agreements, 

franchise and brand use agreement, construction and other job perj%ormance 

contracts, management contracts and rental agreement", dengan demikian 

penggabungan know-how ke dalam joint ventura biasanya merupakan babak 

pertama menuju kerjasama yang lebii permanen, yang pada saatnya akan beralih 

lo' Salim H.S ( I ). Op Cjt, hlm : 51. dikuti dari Erman Rajaguguk, dkk, H u h  Investm; Jakarta, 
1995, hlm : 200. 

'02 Pasal 1320 KUHPdt yaitu, sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat 
suatu perikatan, suatu ha1 tertentu, suatu sebab yang halal. 

'03 Pasal 1338 KUHPdt Tentang pgmklakuan kontrak terhadap para pihak bgrlaku sgbagai 
undang-undang. 

104 I.G. Rai Widjaja, Pedoman Dasar Perseroan Terbatas pa, Pradya Pammita, Jakarta, 1994, 
hlm : 37. 



pada kerjasama berdasarkan penggabungan modal. Kedua, joint ventura yang 

ditandai oleh partisipasi modal, sehingga pada jenis joint ventura yang diiringi 

penggabungan modal disebut dengan equig joint v e n t ~ r a ~ ~ ~ .  

Joint ventura adalah suatu usaha secara bersama-sama, dalam pengertian 

sehad-hari joint ventura merupaican suatu perusahaan baru yang didigkan 

bersarna-sama oleh beberapa perusahaan yang berdiri sendiri dengan 

menggabungkan Know-how dan modal, sesuai dengan perband'igan yang telah 

ditetapkan menurut perjanjian atau kontrak yang telah disetujui secara bersama- 

sama 

Kegiatan pembangunan ekonomi di Indonesia, pada dasarnya lebih 

memfokuskan pada pengolahan kekuatan ekonomi potensial, ha1 ini menjadi 

kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, 

penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan 

berorganisasi dan manajemenlo6. 

Pernyataan ini di keluarkan karena dalam ha1 ketersediaan modal untuk 

meiaksanakan pembangunan nasional duasakan kurang mernadai, sehingga 

pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan dan menghimbau para 

investor-investor asing agar mampu dan mau memberikan bantuannya kepada 

Indonesia. Penanaman modal dirnungkinkan pelaksanaannya di Indonesia dengan 

memenuhi berbagai syarat-syarat tertentu, disamping itu penanaman modal asing 

'OS Friedman, dalarn buku Richard Burton S11natupang, Aspek Hukum dalam Bisnis, Rineka Cita, 
Jakarta, 2003, hlm : 61. 

' 06  Pasal9 TAP. MPRS Nomor XXm 1 MPRS / 1966 Tentang Kebijaksanaan Landasan Ekonorni 
Keuangan dan Pembangunan. 



diarahkan untuk memperkuat tumbuhnya ekonomi nasional &lam rangka 

mendukung tercapainya tujuan pembangunan na~ional'~~. 

Kebijakan dan pengelolaan penanaman modal asing ditetapkan dan 

dilakukan oleh pemerintah yang diwujudkan dalam suatu instnunent 

kebijaksanaan pemerintah berupa peratman perundang-undangan. Penanaman 

modal asing masih diperlukan untuk pembangunan di berbagai bidang terutama 

yang dapat menghasilkan barang dan jasa untuk ekspor, mendorong 

perkembangan dan alih teknologi serta menciptakan lapangan kerja dan diarahkan 

untuk mendorong kemampuan dan pertumbuhan dunia usaha nasionallo8. 

Kebijakan lebii lanjut dinyatakan bahwa penanaman modal asing 

dilaksanakan pada dasarnya ddam bentuk usaha patungan (Joint Venture) &semi 

dengan syarat-syarat tertentu diantaranya dapat membuka kesempatan kerja yang 

cukup besar, memungkinkan pengalihan keterampilan dan alih teknologi kepada 

bangsa Indonesia &lam waktu yang secepatnya dan memelihara keseimbangan 

mutu dan tata lingkungan. Adapun bentuk badan hukurn joint ventura dapat 

dijdankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan 

perusahaan tersendiri harus berbentuk Badan Hukum menwut Hukum Indonesia 

dan berkedudukan di lndonesialog 

Perusahaan Mam rangka penanaman modal asing harus diyatakan 

berbentuk Badan Hukum lndonesia yaitu dafam hat hi Perseroan Terbatas 

yang tunduk kepada Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Dan 

I 

i lo7 Aminuddin Ilmar, Op Cit, hlm : 36-37. 
I lo' Kepuman Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1989 Tentang REPELITA V, Bab 7 
1 Tentang Pengembangan Dunia Usaha 
! ' 09  Pawl3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun I967 Tentang Penanaman Modal Asing 



dalam p e n d i  PT. perusahaan asing tersebut tidak terlepas dari Ketentuan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dan tidak 

terlepas pula dari persyaratan pengesahan oleh Menteri Kehakiman, pendaftarm 

di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wilayah hukurnnya meliputi kedudukan 

PT dan pengumuman &lam Berita Republik lndonesial lo. 

Bidang usaha yang terbuka bagi modal asing dapat dilakukan 

kerjasama antara modal asing dengan modal nasional, dimana ha1 hi dilakuican 

berdasarkan adanya penetapan dari Pemerintah tentang bidang-bidang usaha, 

bentuk-bentuk dan cara-cara kerjasama antara modal asing dan modal nasional 

dengan memanfaatkan modal dan keahlian asing dalam bidang ekspor serta 

produksi barang-barang dan jasal ' ' . 
Kemudian, Pemerintah menetapkan lebii lanjut bidang-bidang usahanya 

bentuk dan cara kerja samanya antara modal asing dan modal nasional dengan 

memanfaatkan modal dan keahlian masing-masing &lam bidang ekspor serta 

produksi barang dan jasa. Dan tidak semua bidang bisnis dapat dimasuki oleh 

pihak penanaman modal asing, hal ini pada prinsipnya bidang-bidang tertentu 

yang tertutup bagi penanaman modal asing adalah : bahaya bagi kepentingan 

umurn dan bahaya yang menjadi jatah pihak tertentu, misalnya bidang yang 

menjadi jatah perusahaan menengah kecil atau koperasi'12. 

Pemerintah menetapkan daerah berusaha perusahaan-perusahaan modal 

asing di Indonesia dengan memperhatikan perkembangan ekonomi nasional 

"O Soecijono Dirdjosisworo, Op Cit, hlm : 235. 
11' Pasal23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing 
"' Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis : menata Bisnis Modern di era Global, Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 2002, hlm : 71. 



maupun ekonomi daerah, macam perusahaan, besarnya penanaman modal dan 

keinginan pemilik modal asing sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi 

Nasional dan ~aerah''~. Penetapan tersebut dilakukan oleh pemerintah pada 

waktu penyusunan rencana-rencana pembangunan jangka menengah dan jangka 

panjang, dengan memperhath pericembangan e-konomi dan teknologiH4. 

Sehiigga perincian-perincian terhadap bidang usaha yang terbuka bagi penanarn 

modal asing menurut unrtan prioritas dan menentukan syarat-syarat yang harus 

dipenuhi oleh penanam modal asing dalam tiap-tiap usaha tersebut'15. 

Bidang-bidang usaha yang tertutup kemungkinan bagi penanam modal 

asing, adalah bidang-bidang usaha yang penting bagi negara dan menguasai hajat 

hidup orang, diantarmya ; pelabuhan-pelabuhan, produksi, transmisi dan 

distribusi tenaga listrik untuk mum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air 

munium, kereta api umum, pembangkit tenaga atom, dan mass mediau6. 

Agar dalam pelaksanaan penanarnan modal asing memberikan 

rangsangan kepada para investor-investor asing, maica bagi pihak penanam modal 

asing diberikan berbagai kemudahan-kemudahan, misalnya untuk keperluan 

perusahaan-perusahaan modal asing dapat dibaikan tanah dengan hak guna 

bangunan, hak guna usaha dm hak pakai117. Berdasarkan ketentuan ini maka 

dalam pengaturan Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai merujuk 

1 Pasal4 undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing. ' 
Pasal5 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing. 

115 Pasal5 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing. 
1 Pasal6 undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing. 
1 Pasal14 undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing 



kepada ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

Tentang Ketentuan Pokok Agrarial'*. 

Hak Guna Bangunan adalah, hak untuk mendirikan bangunan dan 

mempunyai bangunan-bangunan diatas tanah yang bukan miliknya sendiri, 

dengan jangka waktu paling lama tiga puluh tahun sebagaimana ditentukan Pasal 

35 Undang-Undang Pokok Agrariallg. Hak Guna Usaha adalah, hak untuk 

mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, daam jangka watu dua 

puluh lima tahun atau tiga puluh lima tahun bagi usaha pertanian, peternakan atau 

perikanan. Sedangkan Hak Pahii adalah hak untuk menggunakan atau memungut 

hasil dari tanah yang langsung di kuasai oleh negara atau tanah milik orang 

lainlM. Rangsangan yang diberikan kepada pihak-pihak penanaman modal asing 

tersebut berupa kelonggaran-kelonggaran mengenai : 

1. Bea Meterai Modal, yaitu pemkbasan beamterai modal atas 
penempatan modal yang berasal dari penanam modal asing. 

2. Bea Masuk dan Pajak Penjualan, yaitu, pembebasan atau keringanan 
bea masuk dan pembebasan pajak penjualan (impor) pada waktu 
pemasukan barang-barang perlengkapan tetap kepada wilayah 
Indonesia seperti mesin-mesin, alat-alat kerja atau pesawat-pesawat 
yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan itu. 

3. Bea Balik Nama, yaitu, pembebasan Bea Balik Nama atas akta 
pendaftaran kapal untuk pertama kalinya di Indonesia yang dilakukan 
dalam masa sampai dengan 2 (dua) tahun setelah saat mulai 
berproduksi satu clan lain dengan mernperhatikan jenis usahanya. 

4. Pajak Perseroan, yaitu, dalam bentuk kelonggaran-kelonggaran 
dibidang Pajak Perseroan, diantaranya : 

a. Kompensasi kerugian seperti yang diatur dalam pasal 7 ayat 
(1) Ordonansi Pajak Perseroan 1925. 

b. Kompensasi kerugian yang diderita selama 6 (enam) tahun 
pertama sejak pendirian seperti yang diatur dalam pasal7 ayat 
(2) Ordonansi Paljak pewroan 1925. 

'18 Pasal55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA menyatakan bahwa, 
Pasal35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang W P A  menyatakan bahwa, 

lZ0 SOedjono Dirdjosisworo, Op Cit, hlm : 238. 



c. Penghapusan dipercepat seperti yang diatur lebih jauh sesuai 
deiigm paa l4  ayat (4) Ordonmi Pa]& perserom 1925. 

d. Perangsang penanarn seperti yang diitur dalam pasal 4 b 
Ordonansi Pajak Perseroan 1925. 

5. Pa..& Dwidcn, yaitu dalm bcfltuk : 
a. Pembebasan pajak deviden selarna 2 (dua ) tahun terhitung 

dari saat mulai berproduksi atas bagian laba yang dibayarkan 
Itepada para panegang sahain, sejauh deuidcn tersebut df 
negara si penerima tidak dikenakan pajak atas laba atau 
pendapatan 

b. Jiiiigka ftiiktli 2 (dW) taRilla t W ! b ~ t  dzlpat ddlp~paJziii8 
dengan tambahan masa bebas pajak sebagaimana yang diatur 
&lam pasal 16 ayat (2) 12'. 

Bagi perusahan-perusahan baru, yang penanaman modalnya dibidang 

produksi dan mendapatkan prioritas dari pemerintah, Menteri keuangan 

berwenang memberikan pembebasan pajak perseroan untuk jangka waktu 2 (dua) 

tahun, yang disebut dengaa masa bebas pajak terhitung saat perusahaan mulai 

berproduksi. Dan masa bebas pajak akan diperpanjang selama 1 (satu) tahun oleh 

Menteri Keuangan, jika terpenuhinya ketentuan-ketentuan : 

1. Jika penanam modal tersebut dapat menambah dan menghemat 
devisa Negara secara berarti. 

2. ria -peimman modal tersebut dil&ukm di l m  Jma 
3. Jika penanam modal tersebut memerlukan modal yang besar, karena 

keperluan membangun prasarana dan atau menghadapi risiko yang 
lebm a m  dasI swajmya. 

4. Dan oleh Pemerintah diprioritaskan secara khus~s '~~ .  

Pihak pemiIik modal memiliki wewenang untuk menentukan diiksi 

perusahaan-perusahaan diiana modalnya ditana~n'~~. Sehingga yang dirnaksud 

dengan direksi adalah, mereka yang diserahi untuk mengurus modal atau yang 

'2' Pasal 15 W No. 1 tahun 1967 Tentang PMA jo. Pasal 1 W No. 11 tahun 1970 tentang 
Perubahan dan tarnbahan undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang PMA 

'" Pasal 16 W No. 1 tahun 1967 tentang PMA jo. Pasal 1 W No. 11 tahun 1970 tentang 
Perubahan dan tambahan undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang PMA 

'" Pmd 9 undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang PMA 
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diserahi untuk mengurus perusahaan oleh pernilik Dan kepada pernilik 

modal asing yang bekerjasama dengan pemilik modal nasional, diperlukan adanya 

kerjasama untuk menetapkan direksi. Ketentuan-ketentuan dalam ha1 ketenaga 

ke rjaan adalah lZ5: 

1. Perusahaan modal asing wajib memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya 
dengan warga negara Indonesia. 

2. Kecuafi pedaan-perusahaan modal ashg tersebut diginkan 
mendatangkan atau menggunakan tanpa tenaga pimpinan dan tenaga- 
tenaga ahli warga negara asing bagi jabatan yang belum diisi dengan 
tenaga kerja Indonesia. 

3. Dan Perusahaan-permahaan modal asing berkewajiban 
menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dm 
pendidikan di dalam atau diluar negeri secara teratur dan terarah bagi 
warga negara Indonesia dengan tujuan agar berangsur-angsur tenaga- 
tenaga warga negara asing dapat diganti oleh tanaga-tanaga warga 
negara Indonesia. 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang penanaman modal asing 

tersebut, dalam melakukan penanaman modal asing yang dilakukan dengan cara 

kontraktual (perjanjian) atau pembentdmt perusahaan joint ventura, maka tahap- 

tahap yang dilakukan adalah, 

1. Tahap Penjajakan atau Negosasi. 

Negosiasi adalah merupakan tahap pertama ketika seseorang memulai 

berbisnis dengan melibatkan pihak lain, dari hasil negoisasi tersebut nantinya 

akan dituangkan ke dalam suatu kesepakatan bersama yang biasanya akan 

dituangkan dalam sebuah k~ntrak '~~.  Dan biasanya pihak penanam modal asing 

Soedjono Dii~osisworo, Op Cit, hlm : 236. 
Lihat ketentuan pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 undang-undang nornor 1 tahun 1967 tentang 

126 
PMA. 

Munir fuady, H u h  Bisnis : dalam teori dun praktek buku ke-3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 
2002, hlm : 133. 



sebelurn melakukan penanaman modal, terlebih dahulu mengadakan negosasi 

dengan partner usahanya di negara yang bersangkutan. 

Pihak penanaman modal asing dapat mempelajarinya terlebih dahulu 

tentang bidang-bidang usaha apa saja yang terbuka baginya dengan melihat daftar 

negatif investasi (DM), dan persyaratan-persyaratannya. Pada tahap negosasi ini 

para pihak diharapkan hams memperhatikan kebijakan-kebijakan yang ada 

diantaranya ; kebijakan penanam modal, kepemilikan dan management, masalah 

keuangan clan kebijakan Fiskal, kerangka hukurn, kebijakan tenaga kerja, 

teknologi, dan kebijakan komer~ial'~~. 

Semua aspek tersebut hams selalu ditinjau atau dilihat dari sudut pandang 

si Penanam modal, Pemerintah negara penanam modal clan negara tuan nunah 

tempat penanam modal tersebut. Hal ini bertujuan mtuk memudahkan negoisasi 

antara para penanam modal dan pemerintah serta meningkatkan pengertian yang 

lebih baik mengenai kepentingan clan tujuan rna~in~-mas in~ '~~ .  

2. Tahap Pembuatan MOU 

Setelah dilatrukannya negoisasi dengan memperhatikan kebijakan- 

kebijakan tersebut dan menemukan patner usahanya, maka langkah selanjutnya 

adalah mwujudkan keinginan para pihak untuk mencapai suatu kesepakatan 

bersama. Kesepakatan yang semula dicapai secara lisan kemudian dituangkan 

dalam Memorandum of Understanding (MOTJ)'~~. MOU merupakan suatu kontrak 

pendahuluan untuk suatu perusahaan joint ventura 130. dirnana MOU tersebut 

12' Ray Widjaja, Op Cit, hlm : 36. 
lZ8 aid. 
lZ9 Ibid. 

Munir Fuady I, Op Cit, 70. 



secara garis besar pokok-pokok dasar masalah yang ingin direalisasikan dalam 

kerjasama leb'i lanjut, yaitu : 

a. Berapa besar modal yang menjadi bagian masing-masing pihak dan 
perbandingannya (equity atau capital participation ratio). 

b. Perbandingan dan jumlah pengurus dan pengawas yang akan 
didudukkan dalam perusahaan (Management /Board of Directors). 

c. Bautum teknik yang basa dituangkan dalam suatu perjanjian 
(Technical Assistance Agreement atau Technical Collaboration 
Agreement). 

d. Perjaajian Lisensi (License Agreement). 
e. Bahan-bahan baku dm surnber pengadaanya (Procurement equipment 

and project time schedule) 13'. 

3. Tahap Penandatangan Kontrak joint ventura 

Tinjak lanjut setelah pembuatan MoU selesai, dilanjutkan menyiapkan 

dan membuat suatu perjanjian Joint ventura (joint venture agreement), dimana 

kontrak joint ventura 132 bersifat komprehensif yang memuat hak dan kewajiban 

131 Ray Widjaja, La: Cit, hlm : 36. 
'32 Ibid, hlm :37. Secara umurn perurnusan joint ve-a agreement di nunuskan dengan 

menggunakan bahasa Inggris yang memuat tentang: 
1. Nama para pihak atau badan hukum, domisili dan kantor pusatnya (Company Name, 

Domicile, Principal Palce of Bm'ness). 
2. Maksud dan Tujuan Perusaham (Purpose of the Company. 
3. Modal (Capilal Subscription and Shares). 
4. Pengaliian Saham (Transfer of Shares). 
5. Rapt Umum Pemegang Saham (General Meeting of Shareholders). 
6. Ma~gement, Board of Directors and Board of Commissioners. 
7. Accounting of the Company/ Books and Records. 
8. Roles of the Parties. 
9. Financing. 
10. Payments. 
1 1. Effective date. 
12. Termination and Consequence of Termination 
13. Com$dentialiity. 
14. Pro$ and Dividendr. 
1 5. Non Waiver. 
16. Severabiliity. 
17. Disclaimer of Agency. 
18. Dispute Resolm-on and Arbitration 
19. Assignability. 
20. Governing Laws. 
2 1. Force Mdeure. 
22. Notice. 
23. Miscellaneuus. 



MoU secara mendasar. 

4. Tahap Mendapatkan izin Penanaman Modal Asing. 

Kemudian para pihak harus memproses suatu izin penanaman modal 

asing dari pihak yang berwenang dalam ha1 ini diproses kepada atau melalui 
-- 

I Badan koordinasi Penanman Modal atau Departemen pemerintahan lainnya, 

untuk mendapatkan kepastian bahwa Penanaman Modal Asing tersebut sesuai 

dengan policy pemerintahan dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. 

Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing harm mendapatkan izin 

khusus, yang disebut dengan Em investasi, dimana aplikasi mendapatkan izin 

investasi tersebut bagi perusahaan penananamam modal asing joint ventura harus 

; bersamaan dengan lampiirannya, dian-ya perjanjian joint ventarra itu ~ e n d i i ' ~ ~ .  

- - - 

epada perjanjian yang lain yang menyertai joint ventm 

24. Implementation of the Agreement. 
25. Dissolution of the company. 

Munir Fuady, Hukum Perusahaa~ Citra Aditya Bakti, Bandung, 

49 

*- 
5. Tahap Pembaatan Akta Pendirian Perusahaan Penanaman Modal Asing. 

Setelah mendapatkan E i  langkah selanjutnya adalah pembuatan Akta 

Pendiian penanaman modal asing yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, 

seperti layaknya pendirian suatu Perseroan Terbatas. Dimana akta pendirian 

tersebut memuat tentang, anggaran dasar perseroan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan ditambah dengan ketentuan-ketentuan yang 

berasal dari joint ventura agreement yang terbatas kepada hal-ha1 yang bersifat 

mum, sedangkan ketentuan-ketentuan khusus abu lebii confidential dimasdckan 

l agreement. ada 

2002, hlm : 73. 



beberapa ha1 yang hams dipersiapkan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan 

penandatangan aacta pendiirian joint ventura company, yaitu134 : 

1. Swat Kuasa dari mitra asing yang sudah dilegalisasi oleh KBRI 
setempat di negara tempat perusahaan asing itu berdomisili. 

2. Foto Copy paspor wakiV orang yang mewakili aau bertindak sebagai 
wakil mitra asing tersebut. 

3. Nama lengkap susunan anggota dewan Komisaris d m  Direksi, 
jabatan, alamat dan kewarganegaraan yang terbaru. 

4. Adanya swat persetujuan Presiden RI atau surat Pemberitahuan 
Persetujuan Presiden RI oleh BKPM kepada Pemohon atau penanarn 
modal. 

6. Tahap Pengesahan Perusahaan oleh Menteri Kehakiman. 

Setelah pelaksanaan penandatangan akta pendirian, maka hams 

mendapatkan pengesahan dari menteri Kehakiman RI sehingga perusahaan joint 

ventwa memperoleh status Badan Hukum,dengan demikian adapun langkah- 

langkah yang harm diiakukan adalah, aacta pendiian tersebut hams diajukan 

kepada Menteri Kehakiman RI melalui Direktur Perdata Direktorat Jenderal 

Hukum dan Perundang-undangan di departemen Kehakiman guna memperoleh 

persetujuan, Notaris mengeluarkan pernyataan bahwa Akta pendiian telah 

ditanda tangani dan diajukan kepada Menteri Kehakiman guna memperoleh 

persetujuan, membicarakan Master List dengan BKPM, menyelesaikan swat-swat 

atau akta tanah, rencana penggunaan tenaga kerja asing, Pendaftaran Merk dagang 

jika ada, dan membuka rekening Perusahaan joint ventuva pada Foreign Exchange 

~ a n k ' ~ * .  

'34 Ibid, hlm : 38 
'35 Ibid, hlm : 39 



7. Tahap pendaftaran Perusahaan. 

Seperti yang berlaku pada PT biasa, maka untuk akta pendirian bagi 

Perusahaan joint venhrra harus juga di daftarkan dalam daftar perusahaan yang 

telah disediakan secara khusus untuk itu. 

8. Tahap Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara. 

Tahap selanjutnya adalah bahwa akta pendirian yang didalamnya terdapat 

anggaran dasar perusahaan hams diumumkan dalam tarnbahan berita negara agar 

publik mengetahui kebemdaan perusahaan joint ventura Melalui proses pendiiin 

perusahaan joint venturq pihak perushaan joint vetura memiliki kewajiban 

untuk mengurus izin-Kin t e r t en t~ '~~  yang dilakdcan sebelum atau sesudah 

berdirinya Perushaan. 

136 Munir Fuady, Op Cit, hlm : 74. Izin-izin tersebut antara lain yaitu: 
1. Inn Lokasi. 
2. Izin Usaha. 
3. Wajib dab perusahaan, sehingga diberikannya tanda daftar perusahaan (TDP). 
4, Inn mendirikan bangunan (IMB). 
5. Inn sehubungan dengan undang-undang gangguan. 
6. AMDALJANDAL bagi perusahaan yang diwajibkan untuk itu. 
7. Angka pengenal impor terbatas (APIT) bagi perusahaan yang melakukan impor. 
8. Angka perusahaan ekspor terbatas (APET) bagi perusahaan yang melakukan ekspor. 
9. Izin menggunakan tenaga keja asing. 
10. Pembuatan peraturan perusahaan,.koperasi karyawan dan kesepakatan keja bersama. 
1 1. dan izin lainnya 



BAB 111 
HASIL PENELJTIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Peranan Perusahaan Asiig Patungan Dalam Alih Teknologi 

Salah satu makna pembangunan bagi negara-negara yang sedang 

berkembang adalah perjuangan untuk menguasai teknologi, meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan 137. Sehingga pemerintah Indonesia 

setelah mengalami keterpurukan ekonomi diawal orde baru. Berusaha untuk 

memulihkan kepercayaan investor luar negeri supaya memasukkan modalnya ke 

Indonesia (regain the confidence) 138. 

Keberadaan teknologi dalam pelaksanaan pembangunan memiliki 

peranan penting, ha1 ini dikarenakan maju mundurnya suatu bangsa, sangat 

ditentukan oleh seberapa besar penyerapan dan pengetahuan masyarakatnya 

terhadap perubahan dan kemajuan teknologi. Suatu bangsa dapat dikatakan maju, 

apabila masyarakatnya dapat menguasai atas perubahan dan kemajuan teknologi, 

serta mampu untuk menciptakan dan atau menyeimbangkannya dengan ketentuan 

hukum positifnya. 

Semakin banyaknya jumlah penemuan-penemuan dalam bidang 

t ekno~o~ i '~~ .  Maka teknologi merupakan modal bagi suatu bangsa dalam 

13' Lili Rasjidi, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm : 170. "' Kwik Kian Gie, Ekonomi Indonesia dalam Krisis dan Tranrisi Politik Gramedia Pustaka 
Utama, Jakarta, 1999, hlm : 10. 

'39 Syaffinaidi (b), Hukum Hak MilikIntelektual dan Pembangunan, UIR-Press, Pekanbaru, 2002, 
hlm : 3. 



melaksanakan pembangunan140. Adanya keterkaitan modal dan teknologi. 

Sehingga dimungkinkan adanya keterkaitan alih teknologi dengan penanaman 

modal asing (Foreign investment) yang merupakan salah salah satu cara yang 

efektif guna memulihkan dan membangun perekonomian di Ind~nesia'~'. 

Indonesia dalam memulihkan perekonomian bangsa dilakukan melalui 

penanaman modal asing dengan cara memberikan kemudahan-kemudahan 

berinvestasi dan menjamin adanya kepastian hukum. Dan investor-investor asing 

tersebut diarahkan untuk berperan menunjang akselerasi pembangunan nasional, 

- - sehingga pemanfaatan tersebut bertujuan untuk mengisi kekurangan permodalan 

dan kemampuan nasional'". Melalui penanaman modal asing tersebut 

1. Mengolah kekuatan ekonomi potensial yang banyak terdapat ditanah 
air untuk d i j a d i i  kekuatan ekonomi riil, tetapi tidak menderita 
kekurangan modal dan teknologi. 

2. Menambah pengalaman, keterampilan dan teknologi, tenaga kerja 
bangsa agar terbiasa dan dapat mengerjakan pembangunan- 
pembangunan yang mutakhir dan selanjutnya dapat menurunkan pada 
generasi-generasi penerus. 

Berdasarkan tujuan diatas, melalui penananaman modal, secara tidak 

langsung akan menyerap teknologi. Karena dalam konsep yuridis modal tersebut 

dapat berupa alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari 

kekayaan devisa Indonesia, alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan- 

penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang diasukkan dari luar 

Syajiinaldi (c), H u h  tentang Perlindungan Hak Milik Zntelektual &lam Menghadapi Era 
Globalis& UIR-Press, Pekanbaru, 2003, hlm : 48. 

14' Syafrinaldi (b), Op Cit, hlm : 5 .  
142 Sutantya R. Hadikusuma, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan : Bentuk-Bentuk Perusahaan 

yang berlah di Indonesia, Rajawali-Press, Jakarta, 1995, hlm : 203. 
143 Kartasapoetra, dkk, Manajemen Penanaman Modal Asing, Bina Aksara, Jakarta, 1985, 

hlm:352. 



negeri ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari 

kekayaan devisa negara dan keuntungan perusahaan yang berdasarkan undang- 

undang nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing boleh di transfer, 

namun dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia. 

Berbicara tentang modal dalam konsep alat-alat untuk perusahaan, 

termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang 

dimasukkan dari luar negeri ke dalarn wilayah Indonesia, ha1 inilah yang 

mengandung adanya unsur teknologi. D i a n a  bentuknya dapat berupa paten dan 

know how yang tergolong sebagai piranti lunak (sofiuare) dan mesin-mesin, 

peralatan dan bahan-bahan dan desain yang berwujud nyata sebagai piranti keras 

(hardware) adalah merupakan bentuk dari alat-alat, penemuan-penemuan dan 

bahan-bahan modal asing &lam bentuk teknologi. 

Teknologi adalah merupakan bahagian dari modal dalam konsep satu 

kesatuan. Modal akan dapat diperoleh setelah didirikannya perusahaan modal 

asing, dimana bentuk dari perusahaan asing tersebut adalah joint ventur atau 

perusahaan penanaman modal asing patungan dalam konsep adanya kerja sama 

berdsarkan ketentuan hukum positif Indonesia. Sehingga tidak dapat dipungkiri 

melalui perusahaan penanaman modal asing Joint Venture tersebut dirnungkinkan 

akan terjadi pengalihan teknologi. 

Sebelum membahas tentang pengalihan teknologi melalui perusahaan 

asing Joint Venture, ada baiknya terlebih dahulu diketahui maksud teknologi dan 

alih teknologi. Teknologi asal katanya adalah techniqos dalam bahasa Yunani 

yang artinya kesenian atau keterampilan, dan logos berarti ilmu atau asas-asas 



utama Viundamental principles) 144. Selanjutnya menurut Encyclopedia of Social 

Sciences bahwa teknologi tersebut adalah 14': 

a. The sum of knowledge, experience and skills necessary for 
manufacturing a product or operating aprocess and for the 
estabilishing and enterprice for this purpose. 

b. The economic nature of modem capilaiism is bound up with the 
development of technology. 

c. Former industrial development was dependent on skilled labour and 
the training of the workes in handicaft, With the development of 
technology, programs and plans have been shijled to the preparatory 
stage ofproduction andproduction it self has been concorned merely 
with the mechanical realisation of the engineer %plans. 

d. The implementation of technology in definite plans and programs 
stimulates the development of industry wich acclerates the 
development, of technology. 

Dibidang ekonomi, teknologi tersebut adalah the application of scientiJc 

knowledge to the production industrial goods and improvement of service. 

Sehingga B.N Bhattasali mengemukakan bahwa , the term technology in the 

english language stands for the application of science to the industrial arts 146. 

The Kian Wie mengemukakan bahwa teknologi kadang-kadang juga mengacu 

kepada pernyataan operasional dan informasi teknologi, atau informasi yang 

terdapat dalam cetak biru atau buku petunjuk. Batas akhir dari pengetahuan 

teknologi tersebut adalah mengenai proses-proses fisik yang secara operasional 

terwujud dalam teknologi. Dengan demikian teknologi dapat berupa paten 

(patents atau invention), desain industri (industrial design), utility models, new 

plant variety, dan Know-how '47. 

Ridwan Khairandy, Op Cit, hlm : 11. 
145 Dewi Astuty Mochtar, Op Cit, hlm : 9-10. 
146 Ridwan Khairandy, Loc Cit, hlm : 1 1 

'47 Ibid, hlm : 14-1 5. 



Indonesia sebagai suatu negara berkembang menyadari bahwa, teknologi 

mempunyai peranan penting dalam mempercepat pembangunan sosio-ekonomi 

nasional dan khususnya dalam memperlancar peningatan produksi dari barang dan 

jasa dalam sektor industri dengan cam memasukkan teknologi asing yang cocok, 

tepat dari luar negara ke dalam negaranya yang menguntungkan bagi kepentingan 

nasional akan meningkat atau bertambah memperbesar peranan tersebut. 

Teknologi asing yang dimasukkan, hams dipindahkan secara efektif, 

dapat diasimilasikan dm disesuaikan dari penguraian lengkap f i l l  disclosure) 

dari informasi teknologi yang diperlukan, dan melalui pelatihan-pelatihan lengkap 

dari tenaga kerja Indonesia, untuk itu diperluka. adanya suatu pengawasan 

terhadap pemindahan teknologi serta pemanfaatannya. 14'. 

Penguasaan terhadap teknologi, dimungkinkan akan menciptakan proses 

pemindahan teknologi atau alih teknologi, sehingga yang dimaksud dengan alih 

teknologi adalah salah satu cara untuk memperoleh kemampuan teknologi baik 

ditingkat nasional maupun tingkat perusahaan. Kemampuan teknologi pada 

tingkat nasional memiliki perbedaan-perbedaan dalam kemampuan teknologi dan 

pendalaman teknologi, diantaranya adalah 149: 

1. Alih teknologi secara geografis terjadi jika teknologi tersebut telah 
digunakan ditempat yang aru, sedangkan sumber-sumber masukan 
sama sekali tidak diperhatikan. 

2. Alii teknologi kepada tenaga kerja lokal. Hal ini terjadi jika tenaga 
kerja lokal marnpu menangani teknologi irnpor dengan efisien, 
dimana para tenaga kerja lokal tersebut telah mampu untuk 
menjalankan mesin-mesin, memperbaiki kerusakan mesin, 
menyiapkan skema masuk keluaran, dan merancang penjualan. 

14' Dewi Astuty Mochtar, Op Cit, hlm : 10-1 1. dikutif dari pernyataan Ita Gambio. 
'49 Ridwan Khairandy, Op Cit, hlm 1 13-1 14. 



Sehingga konsep ini sesuai dengan operasional pada tingkat 
perusahaan diatas. 

3. Transmisi atau d f i s i  teknologi, terjadi jika teknologi menyebar ke 
unit-unit produktif lokal lainnya di negara penerima melalui program 
sub contracting. 

4. Pengembangan dan adaptasi teknologi, dimana alih teknologi terjadi 
jika tenaga kerja lokal yang memahami teknologi tersebut mulai 
mengadaptasikan untuk keperluan-keperluan spesifk setempat atau 
dapat memodifikasinya untuk berbagai keperluan. Sehingga setelah 
mencapai keberhasilan para tenaga kerja lokal mampu 
mengembangkan teknik-teknik baru berdasarkan teknologi. 

Selanjutnya pada tingkat perusahaan, alih teknologi dapat dilihat sebagai 

suatu proses sejak kontrak awal dengan pemilik teknologi yaitu, negoisasi 

terutama untuk mengatasi hambatan-hambatan yang disebabkan oleh perbedaan 

budaya, gaya manajemen, implementasi dan proses umpan balik dan pertukaran 

-- - - yang terjadi secara terus menerus sarnpai hubungan antara perusahaan pemilik dan 

penerima teknologi baru t e rp~ tus '~~ .  

Pengalihan teknologi pada tingkat perusahaan, khususnya perusahaan 

asing joint venture adalah perusahaan yang dibentuk oleh beberapa perusahaan 

dalam dan luar negeri, dimana masing-masing pihak saling bekerjasama &lam 

bentuk usaha. Kerjasama tersebut, dirnulai dari penyediaan lahan tanah. 

Sedangkan Pihak luar negeri memiliki teknologi, seperti manajemen, sistem 

produksi, keterampilan, serta koneksi internasional dalam pemasaran produk. 

Sedangkan pihak domestik memberikan sumbangan misalnya, penyediaan tanah, 

penguasaan situasi domestik serta kemampuan penguasaan pasar lokal, dalam 

bentuk ini pihak domestik akan memperoleh transfer teknologi. 

lS0 Ibid, hlm : 116-117. 



Program industrialisasi dalam bidang teknologi, manfaat modal yang 

diharapkan mitra lokal melalui perusahaan patungan bisa menciptakan alih 

teknologi. Hal ini &pat dilakukan melalui fasilitas-fasilitas pelatihan dan 

pendidikan teknologi, sehingga secm perlahan-lahan tenaga kerja akhirnya 

memiliki kemahiran atau kemampuan penguasaan dibidang teknologi. Dengan 

dilakukannya pelatihan-pelatihan dibidang teknologi bagi tenaga kerja-tenga 

kerja, maka tidak akan terjadi ketergantungan penggunaan teknologi dalam proses 

alih teknologi melalui perusahaan asing patungan (joint venture). 

Demikian halnya dalarn pelaksanaan perjanjian alih teknologi melalui 

perusahaan joint venture "B-A". Dimana perusahaan joint venture "B-A" 

merupakan gabungan dari PT. A (perusaham Indonesia, berkantor di Jakarta) 

sebagai pihak B, dengan A (Corporation Ohio, berkantor Middletown, Amerika 

Serikat) sebagai pihak A. Pe rjanjian a&lah, suatu perbuatan dimana satu orang 

atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih lS3. Untuk itu 

dalam pelaksanaan perjanjian kerjasarna tetap mengacu kepada ketentuan 

perjanjian pa& umum berdasarkan ketentuan hukurn perdata tentang syarat 

sahnya suatu ~erjanjian'~~. 

Adapun syarat syahnya suatu pe rjanjian adalah, memuat syarat subyektif 

dan syarat obyektii dimana syarat subyektifnya yaitu, mereka sepakat untuk 

mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat sesuatu perikatan, sementara itu 

syarat obyektif yaitu, suatu ha1 tertentu dan Suatu sebab yang halal. Mengenai 

syarat subjektif; tentang adanya kesepakatan untuk mengikatkan diri, adalah 

Pasal 1313 KUHPerdata 
'54 Pasall320 KUHPerdata. 



kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu hams setuju, mengenai hal-ha1 

yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki satu pihak, 

juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Jadi mereka menghendaki sesuatu yang 

sama secara timbal balik. 

Adanya kata sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian bagi kedua 

belah pihak dilakukan berdasarkan adanya kebebasan kehendak dan para pihak 

tidak merasa ditekanan dalam perwujudan kesepakatan, sepakatyang ditandai 

dengan adanya pemyataan persetujuan atau disetujuinya suatu perjanjian. 

-- - Kesepakatan para pihak merupakan dasar mengikatnya perjanjian perjanjian 

dengan akibat hukumnya"'. 

Sifat mengikatnya perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik 

merujuk kepada kerasionalan dan kepatutan (redelijkheid en billijkheid) yang 

hidup didalam masyarakat. Karena suatu perjanjian memberikan hak dan 

kewajiban serta tanggung jawab pada kedua belah pihak. Inilah merupakan ciri 

keterbukaan dari suatu perjanjian, sehingga diberikan kebebasan bagi para pihak 

untuk mengadakan suatu perj anj ian. 

Kebebasan berkontrak yang dipengaruhi oleh ajaran itikad baik dan 

ajaran penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden atau undue 

influence). Pada pelaksanaannya ajaran itikad baikM2, tidak hanya ada pada 

pelaksanaan kontrak, tetapi juga pada saat dibuatnya kontrak. Selain kebebasan 

berkontrak, para pihak hams membuat suatu kesepakatan mengenai hal-ha1 pokok 

yang diperjanjikan, sehingga pada saat itu pulalah perjanjian di antara para pihak 

15' . Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt bahwa; suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai 
Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. 

lS2 Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata bahwa : persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. 



timbul. Sedangkan mengenai itikad baik, ha1 ini berdasarkan kepada kejujuran 

dalam melakukan perjanjian, yang didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa 

yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat. 

Itikad baik sekarang ini diukur melaui dari sebelum hubungan hukum 

perjanjian atau kata sebelum kata sepakat tercapai sampai pada saat pelaksanaan 

kontrak saja, sehingga itikad baik mengarah kepada kejujuran para pihak 

membuat perjanjian, serta kerasionalan dan nilai-nilai kepatutan atau keadilanf. 

Sebelum masa kontrak tolak ukur itikad baik didasarkan pada prinsip kecermatan 

dalam berkontrak, masing-masing pihak memiliki kewajiban untuk menjelaskan 

dan meneliti .materi yang diperjanjikan. 

Mengenai kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, ha1 ini hams 

cakap menurut h u k ~ m ' ~ ~ .  Pada dasamya cakap menurut hukum adalah, setiap 

orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya. Sedangkan orang 

yang tidak cakap menurut hukum adalah"': orang yang belum dewasa dan 

mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (Curatel). 

Syarat obyektif mengenai suatu ha1 tertentu adalah sesuatu yang 

diperjanjikan, dalam hal ini barang atau benda yang dimaksudkan dalam 

perjanjian, paling sedikit hams ditentukan jenisnya. Dan barang itu hams sudah 

ada pada walctu perjanjian dibuat, jumlahnya tidak perlu disebutkan asal 

dikemudian dapat diketahui. 

Suatu sebab yang halal (oonmk atau causa) dari suatu perjanjian adalah 

isi perjanjian itu sendiri. Dilihat dari isi joint venture agreement "B-A" 

15' Pasall329 KUHPerdata : setiap orang adalah cakap untuk membuat perilcatan-perikatan, jika ia 
oleh Undang-Undang tidak dinyatakan talc cakap. 
Pasall330 KUHPerdata 



umumnya memuat secara terperinci mengenai ; joint venture, pasal-pasal 

kerjasama, perkiiaan modal dan kontribusi modal, hak (pilihan) perusahaan B, 

perizinan Pemerintah, pembiayaan hutang perusahaan B-A, kelayakan 

kepemilikan Indonesia, perkembangan modal perusahaan B-A, transfer saham, 

management, distribusi, bantuan teknis dan pengetahuan, kerahasiaan, paten, 

penunujukan tugas, non kompetisi, bahasa, amandemen, force majewe, pilahan 

hukum, sengketa, prinsip-prinsip akuntan, penggantian kembali biaya-biaya 

sebelumnya dan atas perusahaan, kesalahan oleh pihak lain, dan pemberitahuan. 

Apabila tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat syarat sahoya 

perjanjian tersebut, menyebabkan cacat dalam perjanjian dan mengakibatkan 

perjanjian itu batal demi hukurn, artinya dari semula dianggap tidak pernah 

dilahirkan sum perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Sernentara itu 

kesepakatan bebas diantara para pihak, dalarn ketentuan ~ U H P e r d a t a ' ~ ~  adalab 

Diatur dalam Pasal 1321KUHPerdata sampai dengan pasal 1328 KUHPerdata. 
a. Pasal 1321 KUHPerdata : tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena 

kekhilapan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. 
b. Pasal 1322 KUHPerdata : (1). Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya s u m  perjanjian 

selain apabila kekhilafim itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok 
perjanjian. (2). Kekhilafan itu tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya 
terjadi mengenai d i i y a  orang dengan siapa seorang bermaksud membuat suatu perjanjian, 
kecuali jika perjaujian itu telah dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut. 

c. Pasal 1323 KUHPerdata : Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu 
perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya suatu perjanjian, juga apabila paksaan 
tersebut dilakukan oleh seseorang pihak ketiga, untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut 
tidak telah dibuat. 

d. Pasal 1324 KUHPerdata : (1). Paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian rupa 
hingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat 
menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaamya terancam 
dengan suatu kemgian yang terang dm nyata. (2). Dalam mempertimbangkan ha1 itu, hams 
diperhatikan usua, jenis kelamin dm kedudukau orang-orang yang bersangkutan. 

e, Pasal 1325 KUHPerdata : Paksaan yang mengakibatkan batalnya suatu perjanjian tidak 
saja apabila dilakukan terhadap salah satu pihak yang mernbuat perjanjian, tetapi juga 
apabila dipaksakan itu dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis 
ke atas maupun kebawah. 



apabila didalam pembuatan perjanjian tersebut tidak terdapat kekhilafan, paksaan 

ataupun penipuan. 

Berdasarkan syarat sahnya suatu perjanjian tersebut, Dihubungkan 

dengan joint venture agreement antara PI'. A yang berkedudukan di Jakarta 

(Indonesia) sebagai pihak B dengan A yang berkedudukan di Middletown 

(Arnerika Serikat) sebagai pihak A, maka yang merupakan syarat subyektikya 

adalah, adanya kesepakatan dan kecakapan antara para pihak. Kesepakatan antara 

para pihak disini adalah, adanya pihak pertama dan pihak kedua yang membuat 

perjanjian. Pihak pertama dalam ha1 ini disebut sebagai pihak B adalah PT. A 

(perusahaan Indonesia, berkantor di Jakarta) dengan Pihak kedua dalam ha1 ini 

disebut sebagai pihak A adalah A (Corporation Ohio, berkantor Middletown, 

Amerika Serikat) 

Kata sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian antara 

kedua belah pihak dalam ha1 pembentukan joint venture company "B-A" 

berdasarkan itikad baik dan di bawah aturan hukurn Republik Indonesia. Hal ini 

bertujuan untuk memproduksi pabrik yang berkaitan dengan pipa metal drainase, 

penggegaji pipa, sekrup, perangkat-perangkat berlapis seng dengan lapisan- 

lapisan lainnya, struktur-struktus yang berkaitan dengan perangkat metal, dinding- 

f. Pasal 1326 KUHPerdata : Ketakutan saja karena hormat terhadap ayah , ibu atau sanak 
keluarga lain dalam garis keatas tanpa disertai kekerasan, tidaklah cukup untuk pembatalan 
perjanjian. 

g. Pasal 1327 KUHPerdata : Pembatalan suatu perjanjian berdasarkan paksaan talc lagi dapat 
dituntutnya, apabila setelah paksaan berhenti, perjanjian tersebut dikuatkan, baik secara 
dinyatakan dengan tegas, maupun secara dim-dim, apabila seorang melampaukan waktu 
yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk dipulihkan seluruhnya 

h. Pasal 1328 KUHPerdata : (1). Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan suatu 
perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai salah satu pihak, adalah sedemikian rupa 
hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak 
dilakukan tipu muslihat tersebut. (2). Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi hams 
dibuktikan. 



dingding pebatas dan perangkat-perangkat pengaman jalan to1 yang berlapis seng 

dan lapisan-lapisan lainnya, berkaitan dengan lembaran-lembaran pembatas untuk 

parit dan penggalian, perangkat metal post untuk pelindung jalan, gerbang kontrol 

air, dan beragam peke rjaan lapisan lainnya. 

Kedua belah pihak telah setuju untuk saling mengikatkan dii dalam surat 

perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan mengenai 

hal-hal yang pokok dari perjanjian secara timbal balik, maka dalam perwujudan 

kehendak para pihak tidak merasa ada tekanan. Berdasarkan kata sepakat tersebut, 

merupakan dasar mengikatnya perjanjian beserta akibat hukumnya. Untuk sifat 

- - - - - - - - - - . mengikatnya perjanjian tersebut, akan menimbulkan adanya kewajiban hukum 

atas pemenuhan suatu prestasi. 

/ 

Kecakapan untuk membuat perjanjian, adalah cakap pada asasnya setiap 

orang yang sudah dewasa dan sehat pikjrannya. Sementara itu terhadap suatu 

perjanjian yang dibuat oleh Badan Hukum (Perseroan Terbatas), kecakapan 

tersebut dimaksudkan berdasarkan asas personalial". Dalam ha1 kewenangan 

bertindak seseorang sebagai seorang individu dapat dibedakan dalam ha1 untuk 

dan atas namanya serta bagi kepentingan dirinya sendiri, sebagai wakil dari pihak 

tertentu, dan sebagai kuasa dari orang atau pihak yang memberikan kuasa. 

Sedangkan sebagai wakil dari pihak tertentu dalam ha1 ini dapat dibedakan, yaitu: 

a. Merupakan suatu badan hukum dimana orang tersebut bertindak 
dalam kapasitasnya selaku yang berhak dan berwenang untuk 
mengikat badan hukum tersebut dengan pihak ketiga. 

b. Merupakan perwakilan yang ditetapkan oleh hukum, misalnya 
kekuasaan orang tua, kekuasaan wali dari anak yang masih dibawah 
umur. 



Cakap dalam melakukan suatu perjanjian bagi Bad& Hukum adalah 

berdasarkan kuasa dari orang atau pihak yang memberikan kuasa. Untuk itu 

dalam pembentukan joint venture company "A-B" berdasarkan joint venture 

agreement, para pihak memberikan kuasa berdasarkan kewenangan dan 

kecakapan masing-masing para pihak, diiana pihak B diwakili oleh Presiden 

Direktwnya dan pihak A diwakili oleh General Manajer Produk Konstruksi. 

Syarat objektifnya adalah mengenai ha1 tertentu dan suatu sebab yang 

halal. Mengenai ha1 tertentu yaitu, mengenai barang atau benda yang 

dimaksudkan, paling sedikit hams ditentukan jenisnya, dalam ha1 ini, yang 

dimaksud dengan ha1 tertentu itu adalah, produksi pabrik yang berkaitan dengan 

pipa metal drainase, penggergaji pipa, sekrup, perangkat-perangkat berlapis seng 

dengan lapisan-lapisan lainnya, struktur-struktus yang berkaitan dengan perangkat 

metal, dinding-dingding pembatas dan perangkat-perangkat pengaman jalan to1 

yang berlapis seng dan lapisan-lapisan lainnya, berkaitan dengan lernbaran- 

lembaran pembatas untuk parit dan penggalian, perangkat metal post untuk 

pelindung jalan, gerbang kontrol air, dan beragam pekerjaan lapisan lainnya. 

Suatu sebab yang halal adalah, yang berhubungan dengan isi perjanjian 

itu sendiri yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Untuk 

itu, isi joint venture agreement adalah, pembentukan joint ventur compary "A-By' 

dan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang- 

~ n d a n ~ a n ' ~ ~ .  

lSs Article 2 Joint Venture Agreement : Articles ofAssociation The Articles cfAssociation of B-A 
shall be written in accordance with the spirit and intent ofthis Agreement, but not contrm to 
the laws and repulations o f  aoproriate steps to cause the formation of  B-A as soon as possible 



Pembentukan joint ventur company "A-B", tidak terlepas dari adanya 

suatu kebijakan-kebijakan yang hams diperhatikan diantaranya ; 

Pertama, kebijakan penanam modal. Modal dalam pembentukan joint 

ventw company "A-B" sebesar 12 ribu saham, dengan nilai U.S. 100 Dollar 

(seratus dolar Amerika Serikat) persaham, untuk suatu jumlah modal yang 

dikuasakan dari 2 juta modal. U.S. 1.200.000 Dollar (satu juta dua ratus dollar 

Amerika Serikat. Kemudian perusahaan joint venture company menerbitkan 

saham kepada para pihak (pihak B dan pihak A). Kontribusi modal dilakukan 

--- -- - - 
secam bertahap atau tunai dengan rincian sebagai berikut: 

a. 2.400 (dua ribu empat ratus) saham diterbitkan kepada perusahaan B 
untuk kontribusi atas kekayaan, dan mentransfer kepada perusahaan 
B-A dalam bentuk tanah yang seluas lebih kurang 2,7 hektary yang 
mana dari area tersebut sekurang-kurangnya 2.3 hektare mudah untuk 
diakses dan secam komersial cocok untuk konstruksi bangunan 
pabrik utama untuk operasional mesin dan aktifitas pelapisan maupun 
fasilitas yang dibutuhkan lainnya, yang merupakan sumbangan dalam 
bentuk tunai dengan jumlah US. 240 Dollar (dua ratus empat puluh 
ribu dollar Amerika Serikat). Operasional joint venture company "B- 
AY' dalam investasi asing, perusahaan A melakukan pengeloalaan 
terhadap kekayaan untuk semua aktifitas pelapisan dan operasional 
joint venture c o m p m  "B-A". 

b. 9.600 (sembilan ribu enam ratus) lembar saham akan diterbitkan 
kepada perusahaan A untuk pemyaran secam tunai sejumlah US. 960 
Dollar (sembilan ratus enam puluh ribu Dolar Amerika ~erikat) '~~. 

following issuance of the required approvals and licenses by the appropriate governmental 
authorities. 

Article 3 Joint Venture Agreement : Initial Capital and capital Contribution B-A shall have an 
initial authorized capital of twelve thousand registered ordinary shares having a parvalute of 
One Hundred United States Dollars (US. $ 100) per share, for a total authorized capital of 
One Million Two Hundred Thousand United States Dollars ( $. 1,200,000). Promptly 
following approval of the Articles of Association of B-A by the appropriate authorities, B-A 
shall issue shares to the parties, and the parties shall pay B-A therefor by contribution in kind 
or in cash at parvalue, as fol la~s : 

(a). 2, 400 shares shall be issued to B... ................ fo r contribution in kind consistinn of 
certain real ~ r o ~ e r t y  which B ................. shall transfer to B-A. Such property 
contributed by B... ............ (more speciJcally described in Appendix A attached hereto 
and made apart of this Agreement) shall consist of 2. 7 hectares, more or less, of which 
an area of at least 2,3 contiguous hectares is easily accessable and commercially 
suitable for construction of a main building for machine processing and galvanizing as 



Kedua, kepemilikan dan management. Besar kecilnya modal yang 

dimasukkan oleh perusahaan B dan Perusahaan A sangat berpengaruh terhadap 

manajemen joint venture company '3-A", ha1 ini dapat dilihat dalam ketentuan 

perjanjian Joint Ventur Agreement adalah sebagai berikut : 

a. Dewan Komisaris akan mengawasi manajemen joint venture 
company "BAS hams terdiri atas tiga anggota, salah satu dari mereka 
adalah Presiden Komisaris yang akan ditunjuk oleh Perusahaan B dan 
dua Komisaris akan dicalonkan oleh Perusahaan. Mayoritas Dewan 
Komisaris akan memiliki kewenangan (yang tidak perlu 
dilaksanakan) untuk mengjinkan atau tidak mengijinkan setiap 
keputusan daripada Dewan Direksi. 

b. Dewan Direksi akan mengatur urusan joint venture company "B-A", 
mengacu kepada pengawasan daripada Dewan Komisaris, dan harus 
melaksanakan kekuasaannya untuk joint venture company "B-A", 
kecuali kekuasaan-kekuasaan seperti yang dimiliki oleh Komisaris 
dan pemegang saharn. Dewan Direksi terdiri atas seorang Presiden 
Direktur, yang akan dicalonkan oleh Perusahaan B dan dua orang 
Direktur yang akan dicalonkan oleh Perusahaan A. Presiden Direktur 
akan mejadi Ketua Dewan Eksekutif dari joint venture company "B- 
A". salah satu dari dua Direktur akan menjabat sebagai Ketua 
Operasional dan akan diberikan biaya urusan rutin untuk joint venture 
company "B-A". mayoritas Dewan Direksi akan memiliki 
kewenangan (yang tidak perlu dilaksanakan) untuk mengijinkan atau 
tidak mengijinkan setiap tindakan oleh salah seorang direktur. 

c. Para anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi akan dipilih oleh 
pemegang saham pada saat pelaksanaan akta notaris yang memuat 
pasal-pasal kerjasama dan pada saat pertama dan semua laporan 
umum tahunan atau pertemuan luar biasa dari pemegang saharn dari 
para calon yang dinominasikan oleh Perusahaan B dan Perusahaan A, 
sebagaimana dirinci di atas. Pemilihan Dewan Komisaris Tersebut 
akan mengikat terhadap pemegang saham. 

d. Setiap anggota Dewan Komisaris atau Dewan Direksi boleh 
menentukan secara tertulis suatu perwakilan untuk bertindak pada 
kedudukannya. 

well as the other plant facilities ? for B-A operation in foreign Investment 
Application Form B to be submitted by the parties hereto. A will, or wells, on such 
contributed property, to be dilled a1 reasonable cost, shall yield adequate water 
supplies for all galvanizing and other plant operations of B-A, the parties hereto agree 
that this property constitutes a constribution in kind by B... ... ... ..... of US $ 240.000. 
B... ....repre sents it has fill right of ownership to the property and that such property is 
free and clear of all mortgages, liens, tax claims and prohibitive encumbrances except 
as noted in Appendix A. 

(b). 9,600 shares shall be issued to A ... ... ... ... ....fo r a cash payment of US $960, 000. 



e. Jika Perusahaan B memegang saham lima puluh satu persen (51%) 
modal saham pada joint venture company "B-A", maka ia berhak 
untuk memilih mayoritas Dewan Direktur dan Dewan Komisaris. 
Perusahaan B akan berhak untuk memilih kondidat untuk tugas 
Presiden Direlctur dan satu Direktur pada Dewan Direktur dan 
Presiden Komisaris dan satu Presiden Komisaris pada Dewan 
Komisaris. Perusahaan A akan memilih sisa Komisaris dan 
~irektur' 57. 

Ketiga, masalah keuangan dan kebijakan fiskal. Dalam ha1 masalah 

keuangan sangat terkait dengan transfer saham, perkembangan modal, pilihan 

perusahaan untuk menjual modal, dan pembiayaan hutang, sedangkan terhadap 

kebijakan fiskal tidak diatur secara tegas dalam joint venture aggreement "A-B ". 
- - - - - - - - - -. -- 

Terkait dengan transfer saham, perusahaan A maupun perusahaan B 

akan mentransfer setiap sahamnya pada joint venture company "B-A", baik 50% 

........ lS7 ~rt icle  10 Joint Venture Agreement : Mananemen?. Unless otherwise agreed by B... and 
A... ................ the management of B-A shall be as follows : 
(a). The Board of Commissioners shall supervise the management of B-A and shall consist o f  

three members, one of which shall be a President Commissioner who shall be nomi~ted  
by B... ........ and two Commissioners shall be nominated by A... ............ A maioritv of 
the Board of Commissioners shall have the authority (which need not be exercised) to 
approve or disapprove any decision of the Board of Directors. 

(b). The Board of Directors shall manage the business of B-A, subject to the supervision of the 
Board of Commissioners, and shall exercise all powers of B-A except for those powers as 
shall be reserved to the commissioners and the Shareholders. i%e Board of Directors 

............. shall consist of a President Director, who shall be nominated bv B and 
Directors. Who shall be nominated b-v A. the President Director shall be the chief 
executive ofJicer of B-A. one of the two remaining Directors shall be designated as the 
chief operating oficer and shall have charge of the &-to- dav affairs o f  B.A. A maioritv 
of  the Board of Directors shall have the mhoritv (which need not be exercise4 @ 
aDvrove or disaovrove anv action bv a m  one Director. 

(c). The members of the Board of Commissioners and the Board of Directors shall be elected 
by the shareholders at the time of the execution of te notarial deed containing the Articles 
of Association and at the first and all subsequent annual general or extraordinary 
meetings o f  shareholders from candidates nominated by B... ..: ......... and A,.. .......... as 
specified above. Such nominations shall be binding on the shareholders. 

(4. Any member of the Board of Commissioners or the Board of Directors mqy appoint in 
writing a proxy to act in his place. 

(e). When B... ........... holdr 51 % of the capital shares o f  B-A, it shall be entitled to nominate 
#he maioritv o f  the Board of  Directors and the Board of Commissioners. B .......... shall 
be entitled to nominate candidaes for the offices of President Director and one Director 
in the Board o f  Directors and President Commissioner and one Commissioner in the 
Board of Commissioners. A... ....... sahll nominate the remaining Commissioners and 
Directors. 



(lima puluh persen) dari persediaan suara yang dimiliki oleh pihak yang 

mentransfer atau atas unsur yang memiliki lebii dari 51% (lima puluh satu 

persen) dari persediaan suara jika pihak pentransfer) tanpa kesepakatan tertulis 

s e b e ~ u m n ~ a ' ~ ~ .  

Perkembangan modal yang dikuasakan hams terdapat peningkatan di 

pada modal yang dikuasakan pada joint venture company '3-A", saham-saham 

baru tersebut akan diberikan pertama-tama kepada Perusahaan B dan perusahaan 

A secara proporsi. Apabila perusahaan B dan atau Perusahaan A gaga1 mencapai 

pilihan ratio saham-saham, barulah setiap saham yag tidak tertunjuk untuk rasio 

saham-saham diberikan kepada pihak ketiga159. 

Pilihan perusahaan untuk menjual modal, Perusahaan B memiliki pilihan 

untuk menjual saharn tambahan atas persediaan joint venture company "A-B", 

dengan ketentuan: Pertama, Dalam jangka waktu delapan belas bulan boleh 

menentukan pilihannya, melalui pemberitahuan tertulis dan atas pembayaran 

secara tunai kepada perusahaan A, untuk menjual dari perusahaan A sejumlah 

1.200 (seribu dua ratus ribu) lembar saham dari joint venture company "BA", 

dengan harga penjualan US. 100 Dollar (seratus dolar Arnerika Serikat) per 

lembar saham. Kedua, Menjual saham joint venture company "B-A" dalarn 

'" ~rticle 9 Joint Venture Agreement : Transfer of Shares. Neither A... ........ nor B... ............ shall 
transfer any s h s s  in B-A (other than to an which more thanfifty (50) % of the voting stock 
is owned by the transferor or to entity which owns more thanfifty (50) % of the votingstock if 
the transferor) without the prior written consent of the ther, which consent shall not be 
unreasonably withheld 

'" Article 8 Joint Venture Agreement : Other Increases of Authorized Ca~ital. Should there be 
increase in authorized capital of B-A in addition to any increase contemplated by the 
provisions of section4 (6) or 7, such new shares shall be offered first to B... ........... and 
A ........... in propotion to their respective shareholdings. ther B .......... or A... ..... fail to 
subscribe for their pro rata option of the new shares then any usubscribed for their pro rata 
portion of the new shares then any unsubscribed shares shall first offered to the other party. 



peningkatan perusahaan ratio kepemilikan perusahaan B sampai mencapai 40 % 

(empat puluh persen) dari modal saham yang ada dari joint venture company "B- 

A", setelah lima tahun dari pennulaan produksi perdagangan joint venture 

company "B-A", untuk menjual melalui perusahaan B dilakukan melalui 

pembayaran dalarn bentuk tunai untuk tambahan saham baru yang diterbitkan oleh 

perusahaan A-A, atau dengan menjual saham joint venture company '3-A" dari 

Perusahaan A . ~ ~ O .  

Pembiayaan hutang joint venture company "B-A" boleh memintakan 

pendanaan jangka pendek maupun jangka panqjng melalui peminjaman, 

peminjaman tersebut akan dilakukan oleh joint venture company "B-A" secam 

. -- - - langsung berdasarkan kuasa dari Dewan Komisaris. Apabila suatu jaminan oleh 

para pihak tersebut akan dipenuhi untuk mendapatkan modal dan kerja yang 

dipinjarnkan untuk joint venture company "B-A", maka jaminan tersebut 

dilakukan oleh perusahaan B clan perusahaan A secara seimbang dengan layak di 

dalam joint venture company "B-A". Apabila perusahaan B tidak bisa 

menerbitkan jaminannya didalarnnya, maka perusahaan A boleh meminta 

Perusahaan B untuk berjanji saham joint venture company "B-A" dan atau 

160 Article 4 Joint Venture Agreement : B... ............... options. B... .......... shall have the following 
options to purchase d t i o n a l  shares of "A-B" stock : 
(a). B... ............ may exercise its option, at any time within eighteen (18) monthsjkom the 

date of approval of the Articles of Assocuation, upon written notice and tender of 
payment in cash to A... ............... to purchase from A... ............... a total of one 
thousand two hundred shares (1,200) of B-A at a purchase price of U S  $ 100 per share. 

@).B ................. shal have an additional option to purchase capital shares of B-A so as to 
increase the B... .............. ratio of ownership to fore Dercent (40 %I, of the outstanding 
capital shares of B-A at any time ajierJlve years from the start ofcomersial production of 
B-A. such option to purchase by B.. ........... shal be exercised by payment in cash for 
additional new shares issued by B-A or by purchase of B-A shares from A ............. , the 
cash purchase price per shares shall be determined substantialy in accordznce with 
procedures set forth in section 7. 



mengirimkan jaminan kepentingan di dalam inventaris joint venture company "B- 

A9,161 

Keempat, kerangka hukum. Mengenai kerangka hukum yang digunakan 

dalam joint venture company "A-B" sangat terkait pilihan hukum terhadap 

perjanjian'62, aturan hukurn pembentukan joint venture company "A-B"'~~, serta 

prinsip-prinsip ak~ntan'~~ yang mengacu kepada ketentuan hukum Republik 

Indonesia. Sedangkan terhadap penyelesaian sengketa diselesaikan melalui 

''I Article 6 Joint Venture Agreement : Debt Financing. To the extent that B-A may require short 
or long term funding through borrowings, such borrowing shall be made by B-A directly, but 
only as authorized by a prior resolution of the Board of Commissioners. I f  any guarantees by 
the parties hereto shall be necesscay to obtain borrowed working capital funds for B-A, such 
guarantees shall be made by B... ............ and A ................. in proportion to the equity in B-A 
held by them respectively on the riate of such borrowings. I f B  .............. cannot issue its pro 
rate harantee hereunder, then A ........... may require B... ............... to pledge its B-A shares 
and/ or deliver security interests in receivables and inventory of B-A. 

Article 20 Joint Venture Agreement : Choice of law. This Agreement shall be govemed 
according to the laws of the Republic of Indonesia Kemudian dalam Article 24 Joint Venture 
Agreement metyatakan bahwa : Default & Either Partv. Upon default by either party in the 
performance of any obligation to be performed by that p a w  under this Agreement the other 
party may give notice in writing to the party in default speci&ing the thing or matters in 
default. Unless such default be remedied within two months following the giving of such 
notice, or, if action for the remedy thereof be not undertkn promptly upon receipt of such 
notice and diligentty prosecuted there*, the party giving such notice may give further 
written notice to such other party terminating this Agreement, in which event this Agreement 
shall terminate one month qFer date of such notice. Therefore the parties will renounce and 
waive the provisions contain in Articles 1266 of the civil code prevailing in the Republic of 
Indonesia.- Such right or termination shall be in addition to  any remedy to 
arbitration under Section 21 hereof that may be available to the party serving such notice 
against the party in default and any termination in the exercise os such right shall not relieve 
either party in defaulttpom liqbilig and damages to the other for breach of this Agreement. 
Waiver by either party of a single default or succession of defaults shall not iiepnpnve such 
parly of any rights under this Agreement arising by reason of any subsequent default. 

............. Article I Joint Venture Agreement : Join Ventura B... and A... ................ shall fm 
a limited Iiabilitv comuanv under the laws of  the Republik of  Indonesia for the purpose of 
manufacturing corrugated metal drainage pipe, sewer pipe, tunnels, underpasses with 
galvanized and other coatings, corrugated metal superspan structures, retaining walls and 
highway guardrails with galvanized and other coatings, corrugated sheet piling for trenches 
and excavatlatlons, metal posts for guardrails, fabricated water control gates and miscellaneous 
job galvanizing. The name of such company shall be PT. B... ................ A ............ (hereinafter 
called "B-A '7 or such other name m may be agreed upon by the parties and approved by the 
Departement of justice. 

16' Article 22 Joint Venture Agreement : Accounting Princiules. The accounting principles 
adopted by B-A shall, subject to Indonesia Legislation be in accordonce with that to be 
determined by the Bwrd of Directors of B-A but will generaly be in Accordance the 

............... accounting procedures used by A 



lembaga arbitrase di Paris, Prancis berdasarkan peraturan konsiliasi dan arbitrase 

Kamar Dagang Interna~ional'~~. 

Kelima, kebijakan tenaga kerja. Terhadap kebijakan tenaga ke rja pada 

joint venture c o m p q  '2-B" lebih memperhatikan keterampilan dan atau skill 

dari para pekerja Indonesia, dimana para pekerja Indonesia diberi pelatihan- 

pelatihan baik di dalam maupun di l w  negeri. Apabila kegiatan pelatihan tersebut 

dilakukan di dalam negeri dengan mendatangkan tenaga ke rja dari Perusahaan A, 

maka Joint Venture company "A-B " akan membayar kepada perusahaan A atas 

biaya-biaya pelayanan pekerjaa, biaya perjalanan dan biaya  hid^^'^^. 
Keenam, teknologi. Unsur teknologi dalam ha1 pembentukan joint 

venture company "A-By' tidak terlepas dari masuknya modal dari perusahaan A 

dalam bentuk sofiare (peranti lunak) seperti paten dan know how (getunjuk 

teknis serta pengetahuan), dan hardware (peranti keras) seperti alat-alat 

perusahaan dalam bentuk mesh-mesin, peralatan, dan desain yang berwujud 

nyata yang terdapat pada Joint Venture company "A-B ", sehhgga dengan adanya 

unsur teknologi tidak terlepas dari adanya kerahasian sebuah inf~rmasi'~'. 

Article 21 Joint Venture Agreement : Dis~utes. All disputes, controversies or dlmnces which 
may aries between the parties out of or in relation to or in connection with this Agreement, or 
the breach thereof shall be settled by arbitration in Paris, France, in accordance with the 
rules of conciliation and arbitration qfthe International Chamber or Commerce at Paris. 

I" Article 12 Joint Venture Agreement : Technical Assistance and Know-How. A ... ... ... shall 
provide B-A with the required technical assistance and know-how to enable B-A accomplish 
the purposes set forth herein, all at no license fee. rovalv, or other charpe. In the event that 
employees of A... ... ... ... shall travel to Indonesia af the spec9c request of B-A to provide 
assistance and advice, B-A shall pay to A ... . .. ..... the employmeni services fee, travelling and 
living expenses for any such employee. It is the desire of A... ... ... .... and B... ... ..... that 
exmiate personnel made available by A... ... ... ... in setting up B-A for commercial operation 
shall be replaced by capable Indonesian personnel as soon as such personnel can be fully 
trained Accordingly A ... ... ... ... ... sahll assist in training Indonesian personnel in Indonesia 
and abroad to such end 

16' Article 13 Joint Venture Agreement : Confidentialitv. and B.........shall use their best 
endeavors keep the information and know-how supplied to B-A by A... ... ....fi om time to time 



Ketujuh, kebijakan komersial. Dalam ha1 kebijakan komersial sangat 

terkait dengan adanya suatu lisensi, royalty, dan hak paten dengan adanya suatu 

penemuan baru yang mengandung unsur teknologi di joint venture company "A- 

By'. Apabila joint venture company "A-B" menghasilkan suatu penemuan baru 

yang bisa untuk dipatenkan, maka joint venture company "A-B" akan 

mendapatkan paten tersebut atas bayanya sendiri secara mutlak, akan tetapi 

memberikan royalty bebas lisensi kepada Perusahaan A atas paten yang diminta di 

luar 1ndonesia16*. 

Sementara itu, keterkaitannya dengan perizinan Pemerintah, para pihak 

dalam menentukan kontribusi modal joint venture company "A-B" mengacu 

kepada persyaratan yang sesuai dengan badan Pemerintah Republik yang harus 

memiliki, yaitu : 

a. Mengajukan formulir pendaftaran investasi Perusahaan B secara 
bersama yang didaftarkan oleh para pihak sesuai dengan kerjasama 
yang diajukan. 

b. Menerbitkan lisensi operasional yang sesuai untuk menjalankan 
kerjasama dalam rangka memenuhi tujuan yang diinginkan dan. 

c. Menerbitkan dan lisensi laimya yang diperlukan, persetujuan ataupun 
perij inan' 69. 

confiidential and will not disclose any such information and knou-how to anyone not 
employed by them. 

Article 14 Joint Venture Agreement : Patents. Zf a patentable invention is made by B-A, its 
wmployees, ofJicers or associates during the term of this Agreement, B-A, will apply for such 
patent at its own expense absolutely but shall grant a royalty-free license to A... ..... under any 
such patents obtained outsick of Indonesia. 

169 Article 5 Joint Venture Agreement : Government Ao~rovals. The obligations of the parties to 
form B-A and to contribute capital shall be subject to the condition that appropriate 
governmental agencies ofthe Republic os shal have : 
(a). Approved the foreign investment Application Form B... ... ..... j ointly filed by the parties in 

connection with the proposed venture. 
(6). Issued the appropriate Operating Licences to enuble the ventura to accomplish its 

intendedputposes, and 
(c). Issued any other required license, consent or approval. 



Berdasarkan keterkaitan perizinan dari pemerintah, maka kepemilikan 

Indonesia terhadap joint venture company "A-B" dinyatakan layak apabila, 

sebelum tujuan perjanjian sepuluh tahun joint venture company "A-B " hams 

meningkatkan modal yang dikuasakan dari penghasilan yang ada dan memberikan 

tambahan saham tersebut untuk penjualan, dan atau Perusahaan A akan 

memberikan suatu porsi sahamnya di dalam Joint Venture company "A-B " untuk 

penjualan170. 

Jangka waktu. Perjanjian ini akan tetap berlaku selarna dua puluh (20) 

tahun menurut tanggal perjanjian ini. Para pihak boleh setelahnya mengakhiri 

dengan melayangkan terlebih dahulum pemberitahuan tertuluis. Perjanjian ini bisa 

dilanjutkan untuk jangka waktu tambahan sebagaimana para pihak sepakati dalam 

- -- - bentuk tertulis171. Karena dalam penelitian ini penulis mengartikan peranan dalam - 
artian tanggung jawab atau otoritas, maka dalam jangka waktu sebagaimana telah 

diperjanjikan oleh para pihak, salah satu pihak bertanggung jawab untuk 

I7O Article 7 Joint Venture Agreement : Indonesian Equiv Ownership. Prior to the end 4 &n 
years following the formation of B-A either. 
(a). B-A shall have increased its authorized capitaIjPom retained earnings and ofSer such 

additional shares f w  sale or 
(b). A... ......... shall o f J  aportion of its shares in B-A for sale. 
To the extentnecessnry so thut at theend of such ten year ~r iod  B... ......... shall have first right 
to rnvchase the number of shares necessaty in order to own 51 % the capital shares of B-A 
pursuant to either subsection (a) or (b) above. Sales of such shares shall be at aprice equal to 
fair market value estabilished having due regard for both current andfuture earnings. Such 
fair market value shall be estabilished by agreement between B. .............. and A... .......... or, 
failing such agreement, by the joint opinion of two independent appraisers, one of which shall 
be appointed by each party, or of such appraisers are unable to agree, by the opinion of a 
third appraiser appointedjointly by the first two appraisers. 
IfB... ......... is not the largest single shereholder of B-A at the end of the ten-year period, then 
A... .............. at its option will remain the largest single shareholder of B-A, notwithtanding 
that Indonesian nationals may own 51 % or more of the capital shares of B-A. 

17' Article 26 Joint Venture Agreement : T e r m. This Agreement shall remain in efect for twenty 
(20) years following the date of this Agreement. Either party may thereder terminate by 
despatch of written notice. This Agreement may be extended for such additional term as the 
parties agree to in writing, 



mengalihkan unsur teknologi kedalam perusahaan patungan (joint venture), 

sehingga dari hasil penelitian penulis, peranan perusahaan asing patungan dalam 

alih teknologi dalam pembentukan joint ventur company " A - B  berdasarkan joint 

venture agreement adalah : 

1. Terjadinya transfer modal dalam bentuk hardware (peranti keras) 

seperti peralatan atau mesin-mesin pabrik, dan desain yang berwujud 

nyata yang terdapat pada joint venture company "A-B", sebagai 

hsilitas operasional produksi dari pabrik yang berkaitan dengan pipa 

metal drainase, penggergaji pipa, sekmp, perangkat-perangkat berlapis 

seng dengan lapisan-lapisan lainnya, struktur-struktus yang berkaitan 

dengan perangkat metal, dinding-dingding pebatas dan perangkat- 

perangkat pengaman jalan to1 yang berlapis seng dan lapisan-lapisan 

lainnya, berkaitan dengan lembaran-lembaran pembatas untuk parit 

dan penggalian, perangkat metal post untuk pelindung jalan, gerbang 

kontrol air, dan beragam pekerjaan lapisan lainnya. 

2. Memberikan sofiare (peranti lunak) dalam bentuk bantuan teknis dan 

pengetahuan @now how) melalui informasi yang terdapat dalarn buku 

petunjuk atau cetak biru tentang penggunaan hasil-hasil produksi dari 

pabrik tersebut, mengadakan pelatihan-pelatihan baik di dalam 

maupun di luar negeri guna untuk meningkatkan keahlian atau skill 

dari para pekerja Indonesia. 

3. Menjaga kerahasiaan informasi dan teknologi. 



4. Memberikan hak paten atas suatu penemuan-penemuan yang 

mengandung unsur teknologi. 

Dengan adanya peranan atau tanggungjawab dari perusahaan asing 

patungan untuk melakukan alih teknologi, ha1 ini akan meningkatkan 

perekonomian dalam negeri menuju akselerasi pembangunan nasional, sehingga 

menciptakan pemindahan teknologi dalam bentuk sohare (peranti lunak) dan 

hardware (peranti keras), serta meningkatkan kerjasama mitra lokal dalam 

pemanfaatan modal. 

B. Pengalihan Teknologi Pada Perusahaan Asing Patungan Melalui 
Perjanjian Lisensi. 

Pengalihan teknologi dapat terjadi apabila masyarakatnya memiliki 
- - -- . - - - - kemampuan penguasaan teknologi. Kemampuan teknologi (technological 

capability) atau penguasaan teknologi (technological mastery) merupakan 

kemampuan untuk menggunakan teknologi secara efektif dan dicapai melalui 

upaya teknologi (technologial eflort)'". 

Upaya teknologi merupakan kesungguhan untuk tidak tertutup dengan 

perkembangan dan kemajuan teknologi dan mampu menggunakan informasi 

teknologi yang tersedia, serta mengaktualisasikan pengetahuan teknologi yang 

diperoleh untuk memilih, membaur, clan menyesuaikan dengan teknologi yang 

ada dengan menciptakan teknologi yang baru, sehingga upaya teknologi tersebut 

diperlukan untuk ; menilai dan memilih teknologi, memperoleh clan menjalankan 

proses produksi serta menghasilkan barang-barang, mengelola perubahan- 

'" Ridwan Khaiirandy (a), Op Cit, blm : 109. 



perubahan da lm produk-produk, proses produksi, pengaturan prosedural 

organisatoris, dan menciptakan teknologi 

Melalui upaya teknologi tersebut, diharapkan pihak investor lokal clan 

domestik mmpu menggunakan dan atau memanfaatkan teknologi yang sudah ada 

untuk proses nilai tambah dalam menghasilkan barang-barang produksi yang 

sudah tersedia dipasaran. Melalui tahap hi,  dikembangkannya kemampuan untuk 

memahami teknik dan cara-cara produksi yang telah dikembangkan diluar negeri 

dan mampu untuk diterapkan di dalam negeri melalui perusahaan patungan. 

Pengalihan teknologi melalui perusahaan asing patungan, pada 

kenyataannya tidak dapat dilakukan secara otomatis, ha1 ini disebabkan karena 

suatu teknologi dapat dilihat dari asfek cost (nilai) da lm bentuk royalty yang 

merupakan hasil karya cipta seseorang yang berada diluar perusahaan (mitra 

perusahaan), dengan kata lain pencipta teknologi bukan berarti harus pemberi 

lisensi (lisensor) itu sendiri, sehingga proses alih teknologi bagi perusahaan asing 

patungan pada dasarnya tidak terlepas dari adanya bentuk perjanjian l i~ens i '~~ .  

Perlunya perjanjian lisensi dalam proses alih teknologi. Hal ini 

dikarenakan teknologi bukanlah sebagai satu masukan (inbrend atau bagian dari 

modal yang akan diinvestasikan oleh pihak asing.17' Akan tetapi teknologi 

(modal) yang digunakan oleh perusahaan tersebut, terpisah dari bagian modal 

yang diinvestasikan. 

Dirnungkinkannya pihak pemegang atau pemilik teknologi yang berada 

diluar mitra perusahaan patungan, maka setiap perjanjian joint ventura agreement 

17' Ibid. 
174 Ibid, hlrn : 145. 
'75 Ibid, hlm: 146 



yang merupakan perjanjian induk dari perusahaan patungan seringkali diiringi 

oleh berbagai perjanjian-perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam sebuah 

kesepakatan (MoU) yang memuat tentang : License Agreemen, Paten Lincence, 

Management Contract, Technical Assistance Agreement, rental agreement, 

franchise and brand name use agreement, dan Agreemen lainnya. 

Merujuk kepada hukum positif Indonesia, peraturan-peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang alih teknologi diantaranya Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 Tentang 

- - - - - - - - Penanaman Modal Asing, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang 

Paten. Antara telcnologi dan paten memiliki keterkaitan satu sama lainnya, dimana 

satu penemuan baru (invensz'), baru dapat diberikan hak paten, apabila didalamnya 

terdapat unsur teknologi yang berisfat baru (novelty), sehingga dasar filosifis 

diundangkannya Undang-Undang Paten adalah : 

"Dengan diratifikasinya perjanjian-perjanjian internasional, 

perkembangan teknologi, industri dan perdagangan yang semakin pesat 

diperlukan adanya undang-undang paten yang dapat memberikan 

perlindungan yang wajar bagi in~estof"'~ 

Berdasarkan asfek filosofis tersebut, maka ketentuan teknologi diatur 

dalam ketentuan paten, dengan pertimbangan diantaranya ; untuk mendorong 

penemuan beraktivitas dalarn teknologi, memberikan keleluasaan industri dalam 

Yayasan Klinik HaKi, Kompilmi Undang-Undang HaR Cipta, Paten, Merek dun Terjemahan 
Konvensi-Konvensi dibidbng Hak Kekqvaan Intelekrual (HAW, Cika Aditya Bakti, Bandung, 
2002, hlm : 291. 



memilih teknologi baru, memacu sektor industri untuk melakukan invensi, sarana 

alih teknologi dan instrumen penentuan kebijakan pembangunan'77. 

Melalui ketentuan paten, lebih mempermudah terjadinya alih teknologi, 

sehingga mampu mendorong para investor-investor untuk melakukan penelitian 

yang akhirnya menciptakan suatu invensi yang bersifat kebaharuan melalui 

langkah-langkah yang inventifyang marnpu diterapkan dalam dunia industri. 

Adanya perlindungan hukum terhadap setiap penelitian-penelitian yang 

dilakukan dengan langkah-langkah yang invent$ ha1 ini akan mendorong para 

pihak inventor untuk melakukan penelitian, sehingga pihak inventor memiliki hak 

ekslusif yang diberikan negara atas hasil invensinya dibidang teknologi, dan 

dalam kurun waktu tertentu, pihak inventor dapat melaksanakan sendiri 

invensinya atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk 

Diberikannya persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hasil 

invensinya, menyebabkan tidak tertutup kemungkiian paten dapat dialihkan 

kepada pihak lain dengan cara ; Pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, 

sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Peraturan ~ e r u n d a n ~ - ~ n d a n ~ a n ' ~ ~ .  Dalam 

ha1 pengalihan tersebut mensyaratkan adanya penyertaan dokurnen asli paten clan 

berikut ha1 lain yang berkaitan dengan paten180. 

Alih teknologi, salah satu pengalihan patennya pada dasarnya dilakukan 

dengan cara membuat sebuah perjanjian secara tertulis dalam bentuk pemberian 

177 Sentosa Sembiring, Proseahrr dan Tatacara Memperoleh Hak KekayMn Intelektual di Bidang 
Hak Cipta, Paten, dan Merek, Yrama mdya, Bandung, 2002, hlm : 24. 

17' Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten 
179 Pasal66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten 
lS0 Pasal66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten 



lisensi. Lisensi berasal dari kata licentia (Bahasa Latin) yang artinya, memberikan 

kebebasan atau izin kepada orang lain untuk menggunakan sesuatu yang 

sebelumnya orang tersebut tidak boleh gunakanlS1. Secara yuridis lisensi adalah, 

suatu perjanjian antara pemberi lisensi (lisensor) dengan penerima lisensi 

(licensee), dimana lisensor dengan pembayaran dan kondisi tertentu memberikan 

izin kepada licensee untuk menggunakan hak atas kekayaan intelektualnya. 

Berdasarkan penelitian penulis, dalam ha1 pengalihan teknologi melalui 

perjanjian lisensi yang telah dirumuskan PT. MG (lisensor) yang berdomisili di 

Grenoble, Perancis, dengan PT. MGI (licensee) yang berdomisili di Jakarta 

dilakukan dengan pertimbangan bahwa : PT. MG sangat berpengalaman dibidang 

desain, pemasaran manufaktur dan instalasi pengaturan voltase listrik, voltase 

menengah, voltase tinggi dan voltase ektra tinggi. Melalui pertimbangan tersebut, 

dinunuskanlah suatu kesepekatan yang memuat tentang : 

1. Pihak MGI menyetujui untuk melindungi produk MG dengan cara 
memberikan hak kepada pihak MGI untuk mengelola, mengatur dan 
menjual produk yang dilisensi dan memiliki keuntungan dari 
pengalaman teknis dan yang berkaitan dengan penguasaan 
pengetahuan. 

2. Pihak MG menyetujui untuk mengalihkan lisensi manufaktur, 
mengatur dan menjual produk lisensi dan menyediakan bantuan 
teknis dalam jangka waktu dan kondisi yang diatur dalam perjanjian. 

Melalui kesepakatan tersebut, pihak PT. MG memberikan kepada PT. 

MGI keuntungan dari hasil industri MG untuk mengelola, mengatur, memutuskan 

dan menjual produk-produk lisensi berdasarkan kondisi spesifik yang 

18' Roeslan Saleh, Seluk Beluk Prakfis Lisensi, Sinar Grafika, 1991, hlm : 11. 
Article I Main License Agreement : MG hereby grants to MGI, whice accepts, the benefit of 
MG's industrial experience to mamfacture, assembly, aadjust and sell the Licensed Products. 



Apabila lisensi dihubungkan dengan paten, ha1 ini merupakan pemberian 

oleh pemilik dari penemuan paten kepada orang atau badan hukum dengan izin 

untuk melakukan disuatu negara dan dalam batas waktu tertentu, satu atau lebih 

suatu tindakan mencakup hak-hak ekslusif dari pemilik penemuan paten di negara 

tersebutlS3. Lisensi berdasarkan ketentuan paten merupakan izin yang diberikan 

oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak 

untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan 

dalam jangka waktu dan syarat tertendS4. 

Melalaui lisensi paten, bertujuan untuk memberikan otoritas 

perlindungan menggunakan sebuah penemuan yang telah mendapatkan 

perlindungan hak kekayaan intelektuaal. Paten melibatkan sebuah identifikasi 

dengan menyebutkan nama negara tempat paten tersebut diberikan, umumnya 

masalah teknis dari penemuan disebutkan secara singkat dalam pembukuan atau 

klausul yang digunakan dalam pe rjanjian185. P i  l i semr dalam memberikan 

lisensi kepada licensee berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, diantamuya : 

1. Dengan memberikan lisensi akan mendapatkan uang (royalty). 
2. Lisensi mempunyai pengaruh memperluas pasar (jarak, hambatan- 

hambatan pemerintah, sifat dari produk) 

The Licensed will be agree tofi.om time to time by the parties and each Licensed Product will 
be depned in an addendum to this Agreement. Each addendum wil l  also 
indicate the specific conditions under which the License for that Product 
is granted. (MG dengan ini memberikan kepada MGI yang menerima 
keuntungan dari hasil  industri  MG untuk mengelola, mengatur, 
memutuskan dan menjual produk-produk lisensi. Terlisensi akan sepakat 
dari waktu ke  waktu melalui para pihak dan produk lisensi masing-masing 
yang akan dijelaskan dalam addendum perjanjian ini. Masing-masing 
addendum juga akan menunjukkan kondisi  spesifik atas lisensi tersebut 
produk mana yang diberikan). 

Suyud Margono dan Amir Angkasa, Op Cit, hlm : 121. 
Pasall ayat (13) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten 
Suyud Marpno dan Amir Angkasa, Op Cit, hlm : 135. 



3. Dilihat dari segi teknis, pemberian lisensi punya daya memperluas 
caktawala. 

4. Melalui lisensi dapat diadakan tukar menukar paket pengetahuan 
5. Lisensi dapat berakibat Olehnya sendiri diproduksi barang 

bersangkutan, tentunya setelah terbukanya pasat 
6. Dengan lisensi dapat memperluas kepentingan, dengan jalan 

mendapatkan paket bagian dalam perusahaan penerima lisensi, 
tentunya melalui tukar menukar lisensi itu. 

7. Pemberian lisensi dapat digunakan untuk menyelesaikan 
kemungkinan sengketalg6. 

Keuntungan dari pemberian lisensi adalah, memperoleh royalty dari 

sejumlah hasil penjualan tanpa hams turut serta dalam investasi dalam rangka 

. - .- - --- . .- -- . - - - - -. membuka pasar ekspor, pengembangan pasar luar negeri, penciptaan pasar luar 

negeri bagi bahan baku yang bertalian dengan peralatan atau jasa, menghasilkan 

arus dana financial untuk melanjutkan riset dan pengembangan didaerah yang 

sama atau didaerah yang berlainan, dan menghindari biaya-biaya yang 

berhubungan dengan bisnis luar negeri dari negara yang tidak bersahabatIs7. 

Berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari licensor tersebut, dalam alih 

teknologi dengan cara license yang motifhya adalah untuk memperoleh profit 

yang sebesar-besarnya. Melalui perjanjian lisensi antara MG dan MGI, maka 

pihak MG memberikan hak ekslusif kepada MGI untuk mengelola, mengatur dan 

menjual produk-produk lisensi di Indonesia diantaranya : 

1. Menjual produk lisensi berkaitan dengan unit-unit swirchgear, 

switchboards dan atau komponen-komponen listrik lainnya. 

Roeslan Saleh, Op Cit, hlm : 13-14. 
Ridwan Khairandy (c), Praktek Perahgangan Restrikt$Dalam Pengalihan Teknologi Melalui 
Perjanjian Lisensi, yang ditulis dalam buku Insan Maulana dkk, Kapita Selekta Hak 
Kekayaan Intelektual I, Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta Kerjasama dengan Yayasan 
Klinik HAM, Jakarta, 2000, hlm : 63 



2. Untuk instalasi yang lengkap atau kontrak kerja, yang disampaikan 

atas dasar ke~e~akatan'~~.  

Salah satunya, tahapan alih teknologi dengan cara know how yaitu, modal 

asing dalam bentuk alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan 

barn milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar negeri ke 

dalam wilayah Indonesia, sehingga memungkiian bagi perusahaan-perusahaan 

lokal untuk mendesain kembali produksi dasar dari luar negeri. Melalui tahapan 

"' Article 2 Main License Agreement : scope of the license (ruang Iingkup lisensi) 
2.1 MG hereby grants t o  MG the exclusive right to  manufacture, assemble 

and sell in Indonesia the Licensed Products. MG undertakes not to  enter 
into a similar agreement relating to  the assembling and the 
manufacturing of the Licensed Products in Indonesia, MG will be able to  
sell the Licensed Products outside Indonesia oniy to  MG or to  companies 
indicated and/or approved by MG. (MG dengan ini memberikan hak 
ekslusif untuk mengelola, mengatur dan menjual di Indonesia produk- 
produk lisensi. MG bertindak tidak akan memberlakukan perjanjian yang 
sama berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan produk-produk 
lisensi di Indonesia. MG akan menyanggupi untuk menjual produk- 
produk lisensi diluar Indonesia hanya kepada MG dan atau perusahaan 
yang mengacu kepada dan atau atas izin dari pada MG) 

2.2 MG reserves the right tosell the Licensed Products to  clients Iocated in 
the Territory and/or for delivery in the Territory in  the fol lowing cases: 
(MG memberikan hak untuk menjual produk-produk lisensi kepada 
pelanggan yang tenlapat diwilayah dan atau diatur di dalam wilayah 
sebagai berikut) : 
- sales o the Licensed Products incorporated in  switchgear units, in 

switchboards and/or in  other electrical appliances: (Menjual produk 
lisensi berkaitan dengan unit-unit switchgear, switchboards dan atau 
komponen-komponen listrik lainnya). 

- for complete installations or contracting jobs, delivered on a turnkey 
basis;(Untuk instalasi yang lengkap atau kontrak kerja disampaikan 
atas dasar kesepakatan). 

- contracts. negotiated with companies or organisations Iocated outside 
the territory for execution in  the territory.(Perjanjian, perundingan 
dengan perusahaan atau organisasi yang berada diluar wilayah dalam 
penentuan wilayah tersebut) 

MG may request MGI's assistance with such sales in. which case MG and 
MGI will agree on the terms and conditions ofsuch assistance.(MG bisa 
memohon bantuan MGI atas penjualan dalam ha1 apabila MG dan MGI 
sepakat atas jangka waktu dan persyaratan bantuan tersebut). 

2.3 This Agreement is indivisible unassignable, non negotiable, and does not include the right for 
MGI to grant sub-licenses, without the prior written consent of MG. (Perjanjian ini terbuka 
terhadap ketidak sepalcatan, tidak diegosiasikan, dan tidak termasuk hak untuk MGI untuk 
mendapatkan sub lisensi, tanpa pemberitahuan persetujuan terlebih dahulu dari MG) 



know how pada dasarnya adanya pemberian izin (dengan suatu imbalan) untuk 

menggunakan sesuatu yang sebelumnya orang tidak mengetahui cara 

penggunaannya. Oleh karenanya pada tahapan know how tersebut, secara tidak 

langsung telah terjadi alih teknologi yang dikenal dengan istilah know how 

transfer atau technologi 

Tercapainya kesepakatan dalarn perjanjian lisensi tersebut, maka para 

pihak memiliki kewajiban masing-masing, dimana kewajiban dari pihak M2, 

tahapan know how terjadi pada saat pihak MG mensuplai produk lisensi kepada 

-- --- -- -- MGI yang disertai dengan pengiriman gambar-gambCu dan dokumen-dokumen, 

bantuan pelatihan, dan uji coba prototype. Tahapan inilah terjadinya proses alih 

teknologi, yang membuat orang dapat mengetahui cara penggunaannya. 

Melalui pengiriman gambar-gambar dan dokumen-dokumen, pihak MG 

dalam mensuplai setiap produk lisensi kepada pihak MGI berkewajiban untuk 

memberikan informasi tentang rancangan-rancangan dari bagian produk tersebut, 

dalam 2 (dua) salinan yaitu, salinan yang satu adalah asli, salinan yang satunya 

dalam bentuk print mail dalam bahasa Francis dan atau Bahasa Inggris, sehingga 

tanggung jawab dari pihak MG hanya sebatas sub koreksi atau kelengkapan di 

luar kerusakan atau ketidaklengkapan setiap jenis produk'90. Dalam ha1 bantuan 

lS9 Roeslan Saleh, Op Cit, hlm : 12. 
lid Article 3 : 3.1. Main License Agreement : Delivery of drwings and document 

(Pengiriman gambar-gambar dan dokumen). 
3,I.I.MG undertakes t o  supply MGZ, within the timc-limits and 

conditions specified in  each Addendum, the drawings, sketches 
and a l l  documents necessary ti, manufacrure, assem81e and iidjiisr 
the Licensed Products. Thedrawings and assembling documents t o  
be supplied are l is ted i n  each  Addendum. MGI wil l  be responsible 
and wi l l  bear the expenses invoived in  adapting the Licensed 
Products t o  the Indonesian standards an  rules ,  however, upon 
MGi's request ,  and subject t o  the avai labi l i ty  of M G's technical  



pelatihan, pihak MG akan melatih tenaga kerja dari MGI secara teknis, dengan 

cars mengirim para tenaga ahli atau teknisi dari pihak MG kepada perusahaan 

MGI"'. Sedangkan terhadap uji coba prototype pihak MGI akan mengirimkan 

departments, MG may carry ou the adaptation studies under 
conditions wh i c h w i I I b e determined by mutual agreement. 
(MG bertindak untuk mensuplai kepada MGI dalam jangka waktu 
terbatas  dan persyaratan-persyaratan ter tentu dalam set iap 
addendum, rancangan-rancangan, sketsa dan semua dokumen yang 
dibutuhkan untuk mengelola, mengatur dan memutuskan produk 
lisensi.  Rancangan dan dokumen yang diputuskan didaftarkan 
dalam setiap addendum. MGI akan bertanggungjawab dan akan 
mengeluarkan biaya-biaya berkaitan dengan pengambilan produk 
lisensi dalam standard an aturan Indonesia, a tas  permintaan MGI, 
dan mengacu kepada kesanggupan bagian teknis  MG, MG boleh 
melaksanakan pelatihan dengan syarat akan ditentukan melalui 
kesepakatan bersama). 

3.1.2 The drawings of the apparatus, assemblies and sub-assemblies will  
be supplied in tr io (2 )  copies, one reproducib. copy and one air 
mail print,  with text in  the French language and/or inthe English 
language if available. All the other documents wil l  be supplied i n  
one copy and French, or i n  English if  available. (Rancangan- 
rancangan dari bagian, pengaturan dan sub  pengelolaan akan 
diberikan dalam 2 (dua)  sal inanj  satu yang asli  dan satu lagi print 
mail, dalam t e s  bahasa Prancis dan atau bahasa Inggris j ika 
rnemungkinkan) 

3 , 1 . 3  411 documents and information supplied by MG t o  MGI w i l l  be 
usedby MG1 for the sole purpose of executing the Agreement, 
unless clear approval be given from MG to  the contrary. MG 
undertakes to replace, correct or complete any document igonmation which 
would be erroneous or incomplete, or damagduring transportation, MG's 
responsibility is I imited to sub correction or completion excluding any damages or 
inriemnit of any kind". (Semua dokumen dan informasi yang diberikan oleh MG 
kepada MGI, akan digunakan oleh MGI untuk tujuan yang sesungguhnya 
melaksanakan kesepakatan, apabila tidak ada ijin secara tegas dati MG, adalah 
sebaliknya, MG berttindak mengalihkan hak, mengoreksi atau melengkapi sertiap 
informasi dokumen yang berkemngkinan salah atau tidak lengkap, atau rusak selama 
dalam perjalanan, tanggungjawab MG adalah terbatas hanya pada sub koreksi atau 
kelengkapan diluar kerusakan atau ketidaklengkapan setiap jenis produk) 

19' Article 3 : 3.2. Main License Agreement : Paining Assistance"MG wil train MGl's engineers 
and technicians either its plants in Europe or i n Indonesia by sending its engineers or 
technicians to MGl's plants. The terms and conditions of such training will be 
specified in each Addendum. Such training is granted m part of the technological trader 
provided in this Agreement and will be free of charge. However all expenses related to MGI's 
personnel in Europe and to MG's personnel in Indonesia including air fare will be borne by 
MGI". ( Ban- Pelatihan : MG akan melatih ahli-ahli MGI dan teknisi yang berada di Eropa 
atau di Indonesia dengan rnengirimkan para ahlinya atau teknisinya kepda perusahaan MGI. 
Jangka waktu dan persyaratan pelatihan tersebut diberikan sebagai badan dari pada transfer 
kknologi yang diberikan didalam perjanjian ini dan bersifat gratis tanpa biaya. Narnun 
demikian semua biaya berkaitan dengan personel MGI di Eropa dan terhadap personel MG di 
Indonesia termasuk juga biaya perjalanan udam akan ditanggung oleh MGI). 



Pembayaran dilakukan dengan cara transfer telegraf resmi, pengirirnan 

transfer surat, Cek ~ankz '~ .  Pembayaran atas keterlambatan menimbulkan bunga 

sebesar 15 (lima belas) persen selama periode pernyataan keterlambatan hingga 

tanggal pembayaran tepat. Berdasarkan permintaan Lisensee untuk melakukan 

penjualan terhadap bagian-bagian, komponen dan material baku untuk mengelola 

Produk Lisnesi, Lisensor akan mensuplai pemirrtaan Lisensee seperti ; Bagian, 

komponen dan bahan baku kepada Lisensee atas harga, jangka waktu dan 

persyaratannya yang terdapat di dalam perjanjian. Harga, jangka waktu dan 

pesyaratan adalah harga yang paling layak, jangka waktu dan persyaratan 

diberikan oleh Lisensor kepada masyarakat pelanggan internasional. 

-.-. . - . - - - - - .. . 
Lisensee mengirimkan royalti untuk setiap 3 (tiga) bulannya, yang 

masing-masing tidak berkepentingan akan menjamin jumlah royalti ddi dalam 

pernyataan tegas203. Untuk itu Lisensee menyetujui untuk menjaga kebenaran dan 

akurasi file rekaman dan buku-buku rekening yang berisi semua data yang penting 

untuk penghitungan secara lengkap dan verifikasi terhadap jumlah yang akan 

dibayar dan terhadap informasi yang diberikan di dalam pernyataan yang diatur 

lebih lanjut untuk mengijinkan hal yitng sama agar diuji dari waktu ke waktu atas 

ha1 yang dianggap perlu untuk verifikasi biaya royalti dan pembayaran yang 

Jangka waktu dan berakhirnya perjanjian 5 (lima) tahun, dan dapat 

dilakukan perpanjangan, d m  berakhirnya perjanjian apabila salah sata pihak 

'02 Cek Bank dilakukan melalui mata uang asing yang rekening depositonya berada pada bank 
yang ada nama Lisensee, dan akan dikirimkan kepada bank yang ditunjuk oleh Lisensor. 

'03 Article 4 License And Technical Assistance Agreement 
'" ~ r t i c l e  6 License And Technical Assistance Agreemen 



melakukan kesalahan atas kewajibannnya 205. Dalam ha1 penggunaan merek 

205 Article 7 License And Technical Assistance Agreement : Duration and Termination (Pasal7 : 
Perjanjian lisensi dan bantuan telcnis : tentang Jangka waktu dan berakhimya perjanjian) : 

I. Term Cjangka waktu) 
This Agreement shall be effective for an initial period of 5 Cfive) years from the Effective 
Rate. Afer the end of this period this agreement shall expire without notice or any judicial 
proceeding. The parties may agree to extend the term of this Agreement for an additional 
period of 5 w e )  years or any other period agreed by the parties, provided however, that 
any extension shall be subject to any necessary approval by the Government of the United 
States of America ancVor the Republic of Indonesia, if required, whichever comes later 
(perjanjian ini akan berlaku efektif untuk selama jangka waktu periode 5 tahun dari tanggal 
efektif berlakunya. Setelah akhir periode ini, perjanjian ini tidak akan berlaku lagi tanpa 
pemberitahuan atau proses hukum tertentu. Para pihak menyetujui untuk melaksanakan 
jangka waktu perjanjian ini untuk penambahan periode 5 tahun atau periode tertentu yang 
disetujui oleh para pihak, diberikan bagaimanapun sehingga setiap penambahan akan 
mengarah kepada perijinan yang diperlukan oleh Pemerintah Amerika Serikat dan atau 
Republik Indonesia, jika diperlukan, akan dilanjutkan berikutnya).. 

2. Termination prior to Bpiralion of Term (Berakhirnya Perjanjian) 
a) Zfeitherpaq hereto conyimues in default of any obligation imposed on it herein for more 

than sixty (60) days afier written notice has been dispatched by the other party requesting 
the party in default to remedy such default . the other party may terminate this Agreement 
by giving notice to the first party and this Agreement shall terminate thirty (30) days 
following the date of dispatch of such notice without service of formal notice by by court 
bailiff or any judicial proceedings. In the event of bankryptcy, receivership, insolvencyor, 
assignmgnt f ~ r  the beneJit of creditors, ar rli$ml#!j~n or liquidafion of either p m  
hereto, the other party may terminate this Agreement effective immediately, by giving the 
Jirst party notice to that effect without service of formal notice by court bailiy or any 
judicial proceedings (Jika salah satu pihak di dalam ini melakukan kesalahan atas 
kewajiban yang terdapat padanya lebih dari 60 Oenam puluh) hari setelah pemberitahuan 
tertulis yang telah disampaikan oleh pihak lainnya melalui permintaan dengan 
memberikan pemberitahuan kepada pihak pertama dan perjanjian ini akan berakhir 30 
(tiga puluh) hari berikut tanggal pengiriman pemberitahuan tersebut tanpa pelayanan 
pemberitahuan formal oleh pengadilan atau suatu proses hukum lainnya. Jika terjadi 
kepailitan, penerimaan, Lisensor akan menunjuk Kreditor yang benefit atau jika tidak ada 
solusi atau Iikuidasi dad salah satu pihak, maka pihak lain boleh mengakhiri perjanjian 
ini secara efektif sesegera mungkin, dengan mernberikan panberitahuan pihak pertama 
terhadap keberlakuan tersebut tanpa pemberitahuan formal oleh panitera pengadilan atau 
proses hukum lainnya). 

b) Also, Licensor shall be entitled to terminate this Agreement at any time by three (3) 
months notice without service of formal notice by court bailiff or any judicial proceedings 
if any changes are brought about either to the financial control (i.e. the direct or indirect 
ownership of shares) of the Licensee or to the legal or actual management of such 
compary- To give effect to this paragraph 2 of this Article 7 the Licencor and Licensee 
waive the first and second sentence of article 1266 of the Civil Code prevailing in the 
Republic of Indonesia (Juga, Lisensor akan berhak untuk menghentikan perjanjian ini 
setiap waktu dengan pemebritahuan 3 bulan tanpa pemberitahaun pelayanan formal 
penitera pengadilan atau proses hukum lainnya jika perubahan yang ada dilakukan 
terhadap kontrol keuangan (sebagai contoh kepemilikan saham langsung maupun tidak 
langsung) dari Lisensee atau terhadap manajemen aktual dan hukum dari perusahaan 
teqebut, Untuk mernkrlakukw terh&p pmgraf 2 ini pawl 7 Liaensor dan Lis~nsee 
akan terkena hukuman pertarna clan kedua pasal 1266 Hukum Perdata yang berlaku di 
Indonesia). 



dagang Lisensee memiliki hak ekslusif maupun hak non-eksklusif, untuk 

menggunakan Merek Dagang Lisensor dan Merek Nama "Golden Star" dalam 

kaitannya dengan produk-roduk Lisensi di Indonesia selama jangka waktu 

perjanjian. Lisensee setuju untuk mernbayar kepada Lisensor biaya merek dagang, 

Lisensee akan mengekspor setiap Produk-Produk yang dilisensi melalui jariangan 

penjualan internasional  ise en so?'^. 

3. Upon termination prior to expiration of term of this Agreement, all the respective rights 
and obligations of the parries hereunder, except for obligations occurred to date and those 
of a continuing nature such as coqfldentially, shall cease (Atas penghentian sebelum 
berakhirnya jangka waktu perjanjian hi,  semua hak masing-masing pihak dan 
kewajibannya terhadap para pihak tersebut, kecuali kewajiban yang terjadi pada tanggal 
dan suatu kelanjutan secara alami seperti secara empat mata, akan berhenti). 

4. Afrer any termination due to it de fa t  by Licensee, all Royalties and other payments to be 
paid by Licensee and all reports required to be made hereunder shall continue to be made 
as if this Agreement had not terminated only with respect to the Licensed Products 
manufactured up to the date termination Moreover, immediately upon the termination of 
this Agreemet for whatever reason, the Licensee shall (Setelah penghentian karena 
kesalahan oleh Lisensee, maka semua royalti dan pembayaran lain yang akan dibayarkan 
oleh Lisensee dan semua laporan yang diperlukan dibuat serta akan meneruskan untuk 
dibuat seakan-akan perjanjian ini tidak berakhir hanya yang berkaitan dengan Lisensi 
Produk manufaktur di atas tanggal pengakhiran perjanjian. Selebihnya, secepatnya atas 
pemberhentian perjanjian tersebut untuk alasan apapun, maka Lisensee akan) : 
a) Cease all mamufacture, use and sale of the Licensed Products using the Technical 

I@ormation and Industrial Property Rights, provided, hhowevwr, that only work in 
process by the Licensee may be completed and sold, such sale or sales being subject to 
Royalties required to be paid to Licensor by Article 4 hereof and (mengehntikan semua 
produksi, penggunaan dan penjualan produk-produk Lisensi yang menggunakan 
Informasi teknis dan hak-hak kekayaan Industrial, yang bagaimanapun hanya bekerja 
pada proses oleh Lisensee yang boleh dilengkapi dan dijual, penjualan tersebut yang 
menjadi hak royalti dimintalcan untuk dibayarkan kepada lisensor yang diatur di &lam 
Pasal4) 

b) Cease to be entitled to use and shall forth with return or deliver to Licensor all written, 
photographic, or recorded materials containing Licensee's Technical Information 
acquired from Licensor, directly or indirectly , and all copies, reprints, and 
reproductions thereof (Berhenti untuk berhak dan menggunakan dan akan 
mengembalikan atau mengirim kepada Lisensor semua photorafis tertulis atau materi- 
materi rekaman yang berisikan informasi teknis Lisensee yang didapatkan dari 
Lisensor, secara langsung maupun tidak langsung, dan semua salinan, cetakan dan 
reproduksi atasnya). 

' 06  Article 8 License And Technical Assistance Agreemen 



prototype dari produk-produk lisensi, sehingga uji coba dapat dilakukan di 

laboratorium terhadap seluruh type produk-produk lisensi19*. Adapun kewajiban 

dari pihak. MGI meliputi : 

1. Melakukan pembayaran terhadap MG diantaranya : 
a. Pihak MGI akan membayar atas pengiriman dokumen dan 

bantuan teknis atas setiap produk lisensi. 
b. Pihak MGI akan membayar royaltie untuk setiap produk lisensi 

yang dihitung dalam jumlah bersih (kecuali pajak dan retribusi 
Indonesia, transport dan biaya-biaya pengepakan). Atas penjualan 
produk-pr&k lisensi yang dibayar oleh MGI kepada 
pelanggannya. Mengirimkan pernyataan royalty selama bulan 
Januari dan Juli setiap tahunnya atas setiap penjualan produk- 
produk lisensi yang telah dilaksanakan pada pertengahan tahun 
sebelumnya. Royalti akan dibayar dalam bulan berikutnya. 
Kemudian MGI menerirna kontrol dan verifikasi yang mana MG 
anggap berguna untuk membuat produk MGI melalui suatu 
perwakilan yang diberikan kewenangan, pada perusahaan MG, 
berkaitan dengan pnegelolaan dan penjualan produk-produk 
lisensi. Untuk tujuan ini, MGI &an membuka kemunglcinanan 
terhadap semua dokurnen, MG atau perwakilannya boleh 
meminta atas informasi, dengan cara tertentu pembayaran dan 
hitungarr pengelolaan. 

c. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan mata uang Perancis, 
melalui tranfer Bank, kepada Bank yang ditunjuk di Perancis oleh 
MG. 

d. Pajak pendapatan yang dipungut atas sumber-sumber pajak oleh 
Pemerintah Indonesia sesuai dengan Perj anjian Paj ak yang 
ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dm Perancis, akan 
dipikul oleh MG. Terhadap pajak-pajak lain dan biaya-biaya yang 
dipungut atas pembayaran yang diperkirakan di dalam Perjanjian 
ini, seperti, pajak pendapatan, atau pengenaan pajak, serta biaya- 

'"Article 3 : 3.3. Main License Agreement : Tests ofprototypes " Upon MG I's request, MGI will 
sendthe prototype of the Licensed Products assembled by it to MGso as to allow MG 
to peflorm its usual tests on such type of products in its laboratories. The, c on dit ion s and 
dates of the tests will  be determined by mutual agreement.The freight, 
handling and insurance charges relative. to  such tests,  as well as the cost 
of the test, will  be borne by MGI". (Uji  Coba dan prototype : atas 
permintaan MGI, MGI akan mengirimkan prototype daripada produk 
lisensi  yang diatur oleh MG, sehingga MG mengizinkan untuk 
melaksanakan uji coba terhadap type produk-produk di laboratorium. 
Persyaratan dan tanggal uji coba akan ditentukan melalui kesepakatan 
bersama. Tata letak, pengamanan, dan penjaminan biaya-biaya yang 
berkaitan dengan uji coba tersebut serta ongkos dari uji coba akan 
ditanggung oleh MGI). 



biaya lainnya yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak 
langsung di dalam perjanjian ini akan dipikul oleh MGI jika 
dipungut deh  Pemerintah Indonesia, atau dipikul oleh MGI jib 
dipungut oleh Pemerintah Perancis. 

2. Menjaga kerahasiaan semua dokumen, informasi dan data lainnya 
yang diberikan oleh MG. 

3. Menjaga kualitas atas produk lisensi yang dikelola oleh MGI adalah 
sama mutunya dengan yang diproduksi oleh MG. 

4. Penggunaan nama M[S yang menyatakan setiap produk lisensi dan 
pemaketannya untuk dijual sesuai dengan merek aslinya. Dan pihak 
MGI dilarang menggunakan Merek MG jika produk lisensi yang 
dikelola oleh MGI tidak sama kualitasnya dengan yang ditentukan oleh 
MG, atau jika produk-produk lisensi telah mengalami perubahan yang 
tidak diijinkan oleh MG. 

5. MGI maupun semua cabang Group OMETRACO yang bertanggung 
jawab selam waktu perjanjian tidak akan memproduksi, meggunakan 
atau menjual produk-produk MGI atau pihak ketiga yang mendisain 
yang akan bersaing dengan atau identik terhadap produk lisensi, dan 
atau tidak melakukan ekspansi terhadap perjanjian ini tentang 
produk-produk barn dalarn bidang kelistrikan dan pemgkat 
elektr~nik '~~.  

'93 Article 4 Main License Agreement : Obligation of MGI (Kewajiban MGI). 
4.1. Remuneration of MG (Pembayaran terhadap MG) 

4.1.1. Lump sun (Biaya keseluruhan) 
In conseration o f  t h e  documents prepared and t o  MGI and t h e  
technical assistance provided by MG,MGI w i l l  p a y  MG a 
l u m p s u m  fee t h e  a m o u n t  a n d  t e r m s  o f  payment are specified 
for each Licensed Product i n  t h e  r e l e v a n . ( A t a s  
p e r t i m b a n g a n  d o k u m e n  y a n g  d i k i r i m  d a n  b a n t u a n  t e k n i s  
y a n g  t e l a h  d i b e r i k a n  o l e h  M G ,  M G I  a k a n  m e m b a y a r  
k e p a d a  M G  s u a t u  b i a y a  s e c a r a  k e s e l u r u h a n  d a n  j a n g k a  
w a k t u  p e m b a y a r a n  d i t e n t u k a n  a t a s  s e t i a p  p r o d u k  l i s e n s i  
s e c a r a  k h u s u s ) .  

4.1.2. Royalties (Royalti) 
A. In consideration of the license granted to MGI. MGI will pay MG a 

royal ty calculated as fol l ows, on the net amount (excluding 
Indonesian taxes on sales, and transport and packing costs). Of the 
sales of the Licensed Products invoiced by MCI to its customers- The 
royalty rate will be specified in the Addendum for each Licensed 
Products. (Atas pertimbangan lisensi yang diberikan kepada MGI, MGI 
akan membayar MG suatu royalti yang dihitung sebagai berikut, dalam 
jumkah bersih (kecuati pajak clan retiibusi cli hdonesi-a, transportasi dan 
biaya-biaya pengepakan). Atas penjualan produk lisensi yang dibayar 
oleh MGI kepada pelanggalannya, tingkat royalti akan ditentukan 
didalam adendum untuk setiap produk lisensi). 

B. MGI will send to MG, during the months of; January and July of each 
year, a statement of royalties for the sales of Licensed Products having 
taken place in the previous half-year. The roya ties will be paid within 
the month following the statement. MGI accepts any control and 
verification which MG would deem useful to have made at MGI's plants 



by an authorized representative at MG's expenses, relating to the 
manufacture and sale of the Licensed pr o d u c t s . t o t h i s  end, 
MGI will make available all  the documents, MG or its 
representative may require for their information, in particular the 
invoicing and manufacturing acccunts. (MGI akan mengirim kepada 
MG selama bulan Januari dan Juli setiap tahunnya, suatu pernyataan 
royalti untuk setiap penjualan produk lisensi yang telah dilakukan pada 
pertengahan tahun sebelumnya. Royalti akan dibayar dalam bulan 
berikutnya berdasarkan pernya taan tersebut. MGI menerima 
pengawasan dan verifikasi yanga mana MG memberikan pertimbangan 
yang berguna untuk memproduksi merek MGI sebagai penanam dan 
perwakilan yang absah, dengan tujuan MGI akan menggunakan merek 
yang ada untuk semua dokumen. Pengeluaran-pengeluaran MG yang 
berhubungan dengan produksi dan penjualan produk lisensi, MG 
sebagai perwakilan boleh mendapatkan informasi, yang berpengaruh 
terhadap keterangan-keterangan pembayaran dan perhitungan 
produksi). 

4.1.3. The amounts due to MG as tipulated in article 4.1.1 and 4.1.2 above will be 
paid in French Francs, by bank transfer, to the French Bank designated 
by MG. The exchange rate for such transfer shall be the rate published by 
the Bank of Indonesia on the day payment is due with respect to the lump 
sum and on the last d a y  of the relevant half year period with respect to 
the royalties. T h e p a y m i e n t w i I 1 not be deemed as validly made 
until MG 's accQunt in France has been credited by the French Bank 
(Jumlah yang ditentukan oleh MG pada Pasal 4.1.1 dan 4.1.2 diatas akan 
dibayar dalam mata uang Prancis, melalui transfer Bank, kepada Bank yang 
ditunjuk di Prancis oleh MG. Rata-rata penukaran transfer tersebut adalah, 
rata-rata yang diumumkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran 
karena kaitan dengan jumlah dan pada saat priode akhir pertengahan tahun 
untuk pembayaran royalti. Pembayaran akan dianggap sebagai yang dibuat 
syah hingga rekening MG di Prancis telah diterbitkan oleh Bank Prancis) 

4.1.4 The income-tax levied on source' by the Indonesian Authorities 
according to  the Tax Treaty signed by Indonesia and France on the 
14 th  of September 1979,will be borne by MG. All other taxes. and 
charges levied on the payments stipulated in  this Agreement, as 
w e l l  as other income taxes and/or taxes and/or taxation and/or 
other similar charges concerning directly or indirectily this 
Agreement will be borne by MGZ i f  levied by the Indonesian 
Authorities, or borne by ' MGI if levied by the French 
Authorities.(Pajak Pendapatan yang dipungut atas sumber-sumber 
pajak oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan perjanjian Pajak 
yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Prancis Pada 
tanggal 14 September 1979, akan dibebankan kepada MG. semua 
pajak-pajak dan atau pengenaan pajak dan atau biaya-biaya lainnya 
yang sama berkaitan dengan langsung maupun tidak langsung di 
dalam perjanjian ini akan dibebankan kepada M G  jika dipungut 
oleh Pemerintah Indonesia, atau dibebankan kepada MGI jika 
dipungut oleh pemerintah Prancis) 

4.2 Secrecy (Kerahasiaan) 
MGI w i l l  treat as confidential and will keep secret all the documents, 
information and other data which wil l  be supplied by MG in pursuance 
of this Agreenent.MGI undertakes not to  disclose or transfer such 
documents, information, or other data to third parties, what ever the 
legal or economic bonds MGZ may have at the present time or i n  thr 



future with such third parties,  unless MGI has received the prior 
acceptance in  writing from MG.MG will  take all  necessary s teps to  
ensure that  no disclosure i s  made and wil l  obtain a  similar undertakin 
as t o  secrecy fromed i ts ,  employees and fromed i ts  sub-contractors 
and/or sub-licenses, if sub-contracting, and sub-licensing are 
authorized by MG.(MGI akan memperlakukan kerahasiaan dan tetap 
menjaga rahasia semua dokumen, informasi dan data lainnya yang akan 
diberikan oleh MG untuk mencapai perjanjian ini. MGI 
bertanggungjawab untuk tidak membuka atau mentransfer dokumen- 
dokumen tersebut, informasi atau data lain terhadap pihak ketiga, 
apapun ikatan hukum atau ekonomi MGI yang bisa saja pada saat 
sekarang atau masa yang akan datang memberikan terhadap pihak 
ketiga, j ika MGI tidak bisa menerima penerimaan sebelumnya dalam 
bentuk tertulis dari MG. MG akan mengambil langkah-langkah penting 
untuk menjamin bahwa kerahasiaan yanag dibuat akan memberikan 
pertanggungjawaban terhadap kerahasiaan darinya, para pekerja, ser ta  
sub kontraktornya dan atau sub lisensinya, jika sub kontrak a tau  sub 
lisensi dikuasakan kepada MG). 

4.3. Quality. (Kualitas) 
MG will  assemble the Licensed Products so to  strictly conform with the 
documents, information and other date furnished by MG t o  MGI, and 
will  make al l  arrangement necessary t o  reach the same level of quality 
as MG.MG r e s e r v e d  t h e  r i g h t  t o  v e r i f y  whe ther  t h e  l i c e n s e d  
p roduc t s  a s s e m b l e d  b y  MGI are of t h e  same  q u a l i t y  as t h ~ e e  
manu fac tu red  b y  MG. T o  t h i s  end ,  MGI w i l l  s e n d  t o  MGI ,  u p o n  
MG's r e q u e s t ,  a  sample  t a k e n  ou t  o f  MG's  p r o d u c t i o n  f o r  t o  sa l e  
purpose  o f  q u a l i t y  a n d  c o n f o r m i t y  t e s t s ,  I n  add i t i on ,  MG w i l l  
have  t h e  r i g h t  t o  v i s i t ,  o n c e  a  y e a r ,  MGI ' s  f a c t o r i e s  i n  o r d e r  t o  
check  t h e  q u a l i t y  of MGI ' s  p roduc t ion . (MG a k a n  mengurus  
produk-produk l i s ens i  h i n g g a  sebaga i  ben tuk  yang  pember i t ahuan  
seca ra  t e r b a t a s ,  i n fo rmas i  dan  a t au  waktu l a innya  yang 
d i l engkap i  o l e h  MG k e p a d a  MGI,  dan a k a n  membua t  s emua  
pe r j an j i an  yang pen t ing  untuk  mencapai  t i ngka t  yang  sama 
dengan k u a l i t a s  MG. MG memi l ik i  hak  un tuk  memver i f i kas i  
apakah  p roduk  l i s ens i  yang  d ike lo l a  o l e h  MGI a d a l a h  sama  
mutunya  dengan  yang d ip roduks i  o l eh  MG. untuk  t u j u a n  in i ,  MGI 
akan  meng i r imkan  kepada  MGI  a t a s  pe rmin taan  MG, sua tu  con toh  
yang d i ambi l  da r i  p roduks i  MG yang bena r -bena r  be r tu juan  un tuk  
kua l i t a s  u j i  ke se sua i an ,  s e b a g a i  tam'bahan MG a k a n  memi l ik i  hak 
untuk  mengunjungi  s e k a l i  s e t ahun ,  pab r ik  penge lo l aan  MG d a l a m  
rangka  mengecek  k u a l i t a s  p roduks i  MG). 

4.4. Use  o f  MIS ' s  name  ( Penggunaan  nama  MIS)  
MGI w i l l  i n  m a r k e a r h  L i c e n s e d  Produc t  and  i t s  pack ing .  t o  be  
so ld  i n  I n d o n e s i a , w i t h  a  s t a t e m e n t  o f  o r i g i n  a n d  w i t h  s u c h  
t rademarks  a s  w i l l  be  i n d i c a t e d  b y  MG. The  use o f  MG's 
t rademarks  i s  s u b j e c t  t o  t h e  t rademark  Agreemen t  s i g n e d  b y  t he  
par t i e s  h e r e t o  t h i s  day  MGI the re  f o re  a g r e e s  no t  t o  u s e  t he  
above  men t ioned  s t a t e m e n t s  o f  o r i g i n  and  t r a d e m a r k s  i n  a n y  w a y  
o ther  t h a n  t h o s e  d e f i n e d  h e r e  under  a n d  i n  a c c o r d o n c e  w i t h  t he  
t rademark  Agreemen t .MG r e s e r v e s  t he  r i g h t  t o  Forb id  MG t o  use 
MG's, t r a d e m a r k s  where the L i censed  P r o d u c t s  a s s e m b l e d  by  MGI 
are  no t  o f  t h e  same qual i ty  a s  MG's, or  i f  t h e ,  L i censed  P r o d u c t s  
have  b e e n  t h e  ob j ec t  o f  a l t e r a t i o n s  no t  approved  by  MG.  (MGI 
akan  menanda i  s e t i ap  p roduk  l i s ens i  dan  pemake tannya  un tuk  



Berdasarkan kewajiban-kewajiban dari para pihak, maka MGI akan 

mernproduksi komponen-komponen tertenttt dari produk yang dilisensi 

berdasarkan kepada program pemproduksian yang disepakati secara timbal balik 

antara MG dan MGI, jika terhadap itemitern khusus h m s  dinyatakan dengan 

kesepakatan bersama kondisi finansial dari transfer teknologi yang relevan dalam 

memproduksi yang &anggap layak untuk diinvestsikan dan penggunaan teknologi. 

maju yang khusus Ig4. Untuk mencegah terjadinya penjualan secara bebas 

d i jua l  d i  Indones i a  dengan sua tu  pernyataan keas l i an  dan  merek  
te rsebut  s ebaga imana  d i ind ikas ikan  o leh  MG. Penggunaan merek  
MG adalah  berka i tan  dengan per jan j ian  merek  yang  
d i tandatangani  o l eh  para p ihak  pada ha r i  ini ,  o leh  karena  i tu  
kesepakatan  untuk t i dak  menggunakan pernyataan  keas l i annya  
yang te rsebut  d i a t a s  apab i l a  berbeda  da r i  yang t e r can tum be r iku t  
in i  berdasarkan  pe r j an j i an  merek .  MG memil ik i  hak  un tuk  
melarang MGI untuk menggunakan merek MG j ika  produk l i s ens i  
yang d ike lo l a  o leh  MGI t i d a k  sama kua l i t a snya  dengan yang  
d i ten tukan o l eh  MG, a t au  j i k a  produk-produk l i s ens i  t e l ah  
mengalami perubahan yang d i i j i nkan  o l eh  MG). 

4.5. N o n  c o m p e t i t i o n  c l a u s e  (Klausu l  Non Kompet is i )  
MGI a s  we l l  a s  0- - and  a l l  s u b s i d i a r i e s  of OMETRACO 
Group  under take ,  f o r  t he  d u r a t i o n  of t h i s  Agreemer i t ,  no t  t o  
manu fac tu re ,  u s  o r  s e l l  p roduc t s  of MGI's  o r  t h i r d  par t i e s  d e s i g n  
wh ich  wou ld  b e  i n  c o m p e t i t i o n  w i t h  o r  i d e n t i c a l  t o  t he  l i c e n s e d  
p raduc t ,  not  e n t e r  i n t o  agreemen t s  w i t h  t h i r d  p a r t i e s  t o  t h a t  
e f f e c t .  W i t h  r e s p e c t  t o  0 , ' s  e x i s t i n g  agreemen t s  w i t h  t h i r d  
par t i e s  a s  l i s t e d  i n  Append ix  A  here to ,  0 , a g r e e s  no t  t o  
expand  t h e s e  agreemen t s  t o  new  produc t s  i n  t h e  f i e ' l d  of 
e l ec t r i ca l  and  e l e c t r o n i c  equ ipmen t . (MGI  maupun ---- dan 
semua cabang  Group OMETRACO yang  ber tanggungjawab un tuk  
se lama wak tu  per jan j ian  in i  akan  memproduksi ,  menggunakan 
a tau  men jua l  produk-produk MGI a t au  p ihak  ke t iga  yang  
mendesa in  yang akan be r sa ing  dengan atau iden t ik  t e rhadap  
produk l i sens i ,  t i d a k  ber laku  per jan j ian  in i  dengan p ihak  ke t iga  
yang berka i tan  dengan keberadaan pe r j an j i an  dengan p ihak  ke t iga  
sebagaimana d ida f t a rkan  pada  l ampi ran  A ,  ---setuju untuk  t i d a k  
melakukan ekspans i  t e rhadap  pe r j an j i an  in i  t e rhadap  p roduk-  
produk baru da lam bidang ke l i s t r i kan  dan perangkan e l ek t ron ik ) .  

194 Article 5 Main License Agreement : Supplies  From MG t o  MGI (Suplai dari MG 
kepada MGI). 

5.1. Cormponents : MGI will  manufacture certain components,  of the 
Licensed Products according to  a manufacturing program mutual ly  
agreed between MG and MGI as set out in  the Addendum fo r  each  
Licensed Products.MG agrees t o  supply MGI with the components not 



manufactured by MGI, in sufficient quantities according to  prices and 
conditions defined in  articles 5.3 and 5.4 here after.MGI under takes to  
purchase exclusively from MG all components manufactured by MG or 
its subsidiaries that MGI would decide not manufactu in 
Indonesia.(Komponen-komponen : MGI akan memproduksi komponen- 
komponen tertentu dari produk lisensi berdasarkan kepada program 
produksi yang disepakati secara timbale balik antara MG dan MGI 
sebagaimana diatur dalam addendum untuk setiap produk-produk 
lisensi. MG menyetujui untuk memberikan MGI komponen-komponen 
yang tidak di produksi oleh MGI dalam jumlah yang cukup berdasarkan 
harga dan persyaratan-persyaratan yang terdapat pada Pasal 5.3 dan 
Pasal 5.4 berikut. MGI bertanggungjawab untuk menjual secara ekslusif 
dari MG semua komponen yang diproduksi oleh MG atau cabang- 
cabangnya yang mana MGI akan memutuskan untuk t idak 
memproduksinya di Indonesia). 

5.2. Special items: Special items are those components l i s ted  in  the 
Addendum for each licensed products, the manufacturing of which 
required considerable investments and the use of special advanced 
technology. MGI intends to  manufacture part or the whole of the 
special items, MGI and MG would have to  define by mutual agreement 
the financial conditions of the relevant transfer of technology.( Hal- 
ha1 khusus : hal-ha1 khusus adalah, semua komponen yang terdaftar di 
dalam addendum untuk setiap produk lisensi, produksi yang dianggap 
layak diinveatasikan dengan penggunaan t e k n ~ l o g i  maju yang khlaaus. 
Apabila MGI berniat untuk memproduksi sebahagian atau secara 
keseluruhan item-item khusus, MGI dan MG harus menyatakannya 
dalam suatu kesepakatan bersama kondisi financial dari transfer 
teknologi yang relevan) 

5.3.Forecasts, Orders, Terms of Sales (Perkiraan, pesanan, waktu 
penjualan) 

5.3.1. MGI wil send t o  MG before the end of the month of July a 
general forecast of the number of Licensed Products, product 
by product, expected to  be manufactured during the following 
year. Each Addendum w i l l  indicate what monthly forecast 
will be required for the relevant Licensed Product.(MGI akan 
mengirimkan kepada MG sebelum akhir bulan Juli  suatu 
perkiraan jumlah produk lisensi, produk perproduk, diberikan 
terhadap yang diproduksi selama waktu tersebut. set iap 
addendum yang akan mengindikasikan perkiraan bulanan akan 
diberikan terhadap produk lisensi yang relevan) 

5.3.2. The relevant ordering procedure, including firm monthly orders delivery 
time and limits to monthly fluctuation of orders, will be set out in the 
Addendum for each Licensed Products.( Prosedur pemesanan yang layak 
termasuk waktu pengirimam pesanan perusahaan terbatas pada fluktuasi 
pesanan bulanan, akan disusun di dalam addendum untuk setiap produk 
lisensi). 

5.3.3 Delivery terms are CIP port. of Jakarta as such term is defined in the 
incoterms of the International Chamber of Commerce, 1980 Edition.The 
delivery dates are based on EX WORKS delivery (1980 ICC Incoterm). 
They will be confirmed by MGI in its acknowledgment of MG I's order 
and will depend on the exact quantities to be delivered. (Jangka waktu 
pengiriman adalah pelabuhan CIP di Jakarta sebagaimana sesuai dengan 
jangka waktu yang diatur oleh Dewan Kamar Dagang Internasional edisi 
1980. Tanggal pengiriman berdasarkan atas pengiriman EX WORK 



terhadap produk lisensi, maka produk-produk yang dilisensi tersebut diberi hak 

paten, dan apabila terjadi pelanggaran hak peten, maka pihak MG berhak untuk 

menuntut pelanggaran ter~ebut '~~.  Meskipun dengan adanya hak paten terhadap 

(Perjanjian ICC 1980). Mereka akan memberitahukan MGI atas 
pengetahuan setiap pesanan MGI dan akan tergantung kepada jumlah 
- - 

yang akan dikirim). 
5.3.4. The sales of MG to MGI will be, except where other wise provided in 

this Agreement ruled by the general export sales conditions and in 
particular by clause 5 of these conditions, as stipulated in Appendix B 
attached hereto. (Penjulanan MG kepeda MGI, kecuali jika ditentukan 
sebaliknya di dalam perjanjian ini diatur oleh persyaratan penjualan 
ekspor umum dan secara khusus oleh klausul 5 (lima) persyaratan ini, 

. - - -- sebagsimana ditegaskan dalam Appendix -B). 
5.4. Price and Payment (Harga dan Pembayaran). 

5.4.1. The unit prices of the components for each Licensed Product will be 
negotiated by the parties. They are stated for a delivery ex- morks. 
(1980 ICC Incoterms). These prices will be based on economic 
conbitions in force on the list of January 1988 and will be aausted on 
the list of January of every year, after negotiations between the parties. 
The revised prices will be applied ta the orders received by MG 
between the list of January and the 31 st of December of the relevant 
year. (Unit harga dari pada komponen-komponen untuk setiap produk 
lisensi akan dirundingkan oleh para pihak, mereka menyatakan untuk 
suatu pengiriman ex- morks (Perjanjian ICC 1980). Harga-harga ini di 
dasarkan kepada kondisi ekonomi pada awal Januari 1988 dan akan 
ditentukan pada awal Januari setiap tahunnya, setelah negosiasi antara 
para pihak. Harga yang direvisi akan dilaksanakan terhadap pesanan 
yang diterima oleh MG antara awal Januari dan 31 Desember pada 
tahun tersebut). 

5.4.2. Unless provided other wise by the parties, payments of each final monthly order 
will be made by 5ank transfer to a bank account designated by MG . Pay i m e n t 
will be nr, ude ninety (90) days after the date of invoice. 
(Apabila tidak ditentukan sebaliknya oleh para pihak, maka 
pembayaran dari setiap pesanan akhir bulan akan dibuat oleh 
Bank yang ditransfer kepada suatu rekening Bank yang ditunjuk 
oleh MG. Pembayaran terhitung 90 (sembilan puluh) hari 
setelah tanggal penagihan). 

19' Article 6Main License Agreement : Paten. Rights (Hak Paten).. 
6.1 Patents : MG declares i t  has no knowledge of any paten rights held by 

third parties preventing the free sale of the licensed products in  
Indonesia. MGI will benefit from the possible patent rights relating to 
the licensed product free of charge. How ever, MG does not certify the 
validity and independence of i ts  patents, and both parties agree that 
this Agreement will not depend on the existence of any patents. (Paten: 
MG menyatakan ia t idak memberikan hak paten kepada pihak ket iga 
terhadap pengetahuan yang dimiliki, dengan tujuan untuk mencegah 
terjadinya penjualan secara bebas dari produk-produk lisensi di 
Indonesia. Dimungkinkan MGI akan mendapat untung dari hak paten 
dari produk-produk lisensi dengan bebas biaya. Namun demikian M 6  
tidak menyatakan keabsahan paten-patennya secara bebas. Dan kedua 



produk-produk yang dilisensikan, pihak MG memberikan izin kepada pihak MGI 

untuk mendesain atau pemoduksian produk-produk lisensi tanpa memodifikasi 

terhadap konsep teknologi MG"~. 

belah pihak setuju atas kesepakatan ini ,  tidak akan tergantung kepada 
keberadaan setiap paten). 

6.2 Infringement (Pelanggaran) 
6.2.1. In the event of infringement by a  third party, MG will be en t i t l ed  to  

sue the infringing party under i ts  own responsibility and at i ts  own 
expenses and benefits. In this case MG will provide assistance with 
the necessary formalities only, at MG's expense and under no 
liability to  MGI and/or to third parties.Not with standing. The above, 
MG reserves the right to  sue the in Fringing parties either alone at 
its own cost absence of proceeding by MGI or together with MGI 
subject to  prior mutual agreement on the distribution of cost and 
benefits. (Apabila pelanggaran oleh pihak ketiga, MG akan berhak 
untuk menuntut pelanggaran tersebut atas tanggungjawabnya dan 
biaya-biaya serta keuntungannya sendiri. Dalam ha1 ini MG akan 
memberikan bantuan hanya atas kepentingan formalitas pada biaya- 
biaya MG dan tidak bertanggungjawab terhadap MGI atau pihak 
ketiga. Sebaliknya, MG memiliki  hak untuk menuntut pihak-pihak 
yang melakukan pelanggaran baik sendiri maupun biaya-biaya sendiri 
dalam ha1 ketidakhadiran MGI atau bersama-sama dengan MGI 
berdasarkan kesepakatan bersama sebelumnya tentang distribusi 
biaya dan keuntungan). 

6.2.2. In the event of court action for infringement brought by a  third par& againt MGI 
motivated by the manufactureof the licensedproduct. MGI will in form MG of the action 
brwght agaim it within eighl (8) day f~ l l~wing  the claim and under takes to ?a& all 
necessary steps in order to enable MG to gather every useful means for MGI's defence. In 
this case, MG will l e n d  i t s  a s s i s t a n c e  t o  MGI f o r  i t s  
d e f e n c e . ( A p a b i l a  t i n d a k a n  pengadilan atas pelanggaran yang 
d i sebabkan  o l e h  pihak k e t i g a  me lawan  MGI d i s e b a b k a n  
karena m e m p r o d u k s i  produk l i s e n s i .  M G I  a k a n  
m e n g i n f o r m a s i k a n  M G  atas t i n d a k a n  yang d i l a k u k a n  t e r s e b u t  
dalam jangka w a k t u  1 8  ( d e l a p a n  b e l a s )  hari menuru t  t u n t u t a n  
dan t a n g g u n g j a w a b  u n t u k  mengambi l  l a n g k a h - l a n g k a h  
pen t ing ,  s eh ingga  m e m u n g k i n k a n  M G  u n t u k  m e l a k u k a n  s e t i a p  
langkah- langkah  pembe laan  M G I .  Dalam ha1 in i  M G  a k a n  
m e m b e r i k a n  ban tuann  kepada  M G I  un tuk  pembe laan) .  

'96~rticle 7MainLicenreAgreement: I m p r o v e m e n t  ( P e r b a i k a n ) .  
7.1.  Dur ing  t h e  t e r m  of t h i s  a g r e e m e n t ,  MG w i l l  a l low  MGI f r e e  of  

Charge  t o  t o s e  i m p r o v e m e n t s  made  by  MG w i c h  w o u l d  e f f e c t  
t h e  d e s i g n  or  p r o d u c t i o n  of  t h e  c o m p o n e n t s  m a n u f a c t u r e d  o r  
purchased  l o c a l l y  by  MG There  f o r e ,  w h e n  i n d u s t r i a l  
a p p l i c a t i o n  o f  t h e  i n  p r o v e m e n t s  w i l l  s e n d  a l l  d r a w i n g s  a n d  
t e c h n i c a l  d o c u m e n t s  n e c e s s a r y  t o  i n t e g r a t e  t h e  i m p r o v e m e n t s  
i n  MGI ' s  p r o d u c t i o n . T h e  s u p p l i e s  f r o m  MG t o  MGI p u r s u a n t  t o  
a r t i c l e  5 above  w i l l  be  c h a n g e d  c o n s e q u e n t l y . ( S e l a m a  jangka 
w a k t u  perjanjian i n i ,  M G  akan meng i j inkan  MGI b e b a s  b i a y a  
perbaikan yang d i l a k u k a n  o l e h  M G  yang akan mempengaruh i  
desain  atau k o m p o n e n - k o m p o n e n  yang produks i  atau d i b e l i  



Selain dilakukannya perjanjian lisensi dalam alih teknologi, tidak tertutup 

kemungkinan para pihak juga mengikutserktkan technical assistance agreement 

(Perjanjian lisensi dan bantuan teknis). Dalam ha1 technical assistance agreement 

pada dasarnya mernuat tentang : 

a. Identitas Para Pihak. 
b. Dasar Pertimbangan 
c. Defenisi tentang istilah-istilah yaag digmakan dalam pe janjian. 
d. Pemberian Lisensi 
e. Bantuan Teknis dan Pelayanan 
f. Pembayaran 
g. Suplai Komponen, Bagian clan Bahan-Bahan Baku 
h. Rekaman, Audit dan Laporan 
i. Jangka waktu dan berakhimya pe janj ian 
j. Merek Dagang dan Nama Dagang 
k. Perpajakan 
1. Penyelesaian Sengketa, Arbitrase, dan Hukum yang berlaku. 
m. Tanggal Berlaku 
n. Hukum Yang Berlaku 
o. Force Majeure 
p. Lain-lain 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam technical assistance 

agreement tersebut, yang terpenting adalah, mengenai pemberian lisensi, bantuan 

teknis dan pelayanan, pernbayaran, suplai komponen, bagian d m  bahan-bahan 

baku, rekaman, audit dan laporan, jangka waktu dan berakhirnya perjanjian, serta 

s e c a r a  l oca l  o l e h  MG, k a r e n a  i t u ,  j i k a  p e l a k s a n a a n  i n d u s t r i a l  
p e r b a i k a n n y a  a k a n  m e n g i r i m k a n  s e m u a  g a m b a r  dan  d o k u m e n  
t e k n i s  yang  p e n t i n g  u n t u k  m e l a k u k a n  p e r b a i k a n  p r o d u k s i  M G I .  
S u p l a i  d a r i  M G  k e p a d a  MGI  m e n g a c u  k e p a d a  P a s a l  5 d i a t a s  
a k a n  d i r u b a h  s e c a r a  k o n s e k u e n ) .  

7 . 2 .  A l l  i m p r o v e m e n t s  m a d e  b y  MGI t o  t h e  d e s i g n  o r  t o  t h e  
m a n u f a c t u r i n g  o f  the  L i c e n s e d  P r o d u c t s  w i l l  be  g i v e n  t o  MG 
f r e e  o f  c h a r g e . ( S e m u a  p e r b a i k a n  y a n g  d i l a k u k a n  o l e h  M G I  
u n t u k  m e n d e s a i n  a t a u  u n t u k  m e m p r o d u k s i  p r o d u k - p r o d u k  
l i s e n s i  a k a n  d i b e r i k a n  k e p a d a  M G  d e n g a n  b e b a s  b i a y a ) .  

7.3. Improvement shall mean any amendment or modijication, within the limits of pedormance 
dejined in each Addendum which MG may bring to the Licensed Products or to the process of 
their manufacturing withtout modifying their to technological concept. (Perbaikan berarti juga 
amandemen atau modifikasi, &lam batas pelaksanaan yang dinyatakan didalam setiap 
adendurn yang mana MG boleh membawa produk lisensi atau memproses produksi mereka 
tanpa memodifikasi terhadap konsep teknologi mereka). 



merek dagang dan nama dagang yang digunakan. Salah satunya perjanjian 

License And Technical Assistance Agreement yang dilakukan antara Graham Ltd. 

yang memiliki kantor di Chicago, Illinois, Amerika Serikat (Licensor) dengan F 

Y, yang berdomisili di Jakarta (Lisensee) Dimana dasar pertimbangan 

dilakukannya kerjasama adalah : 

1. Lisensor sudah lama dibuatkan di dalam produksi dan penjmlan 
produk lisensi, selanjutnya didefmisikan sebagai karya Lisensor. 

2. Lisensor telah , memperoleh dan memiliki inforamasi teknis yang 
bernilai dan atau hak kekayaan industri dalam kaitannya dengan unit 
produk yang dilisensi. 

3. Lisensor memiliki hak untuk memberi suatu lisensi untuk 
menggunakanan infomasi teknis dan a h  hak kekayaan industri 
dalam kaitannya dengan produk lisensi. 

4. Lisensee adalah suatu perusahaan Joint Ventre yang dibentuk oleh 
Lisensor dm PT. K e r n a h u r n  yang secara bersama di bawah 
perjanjian Joint Venture yang dibuat antara mereka sebagaimana F Y. 

5. Lisensee berkeinginan untuk mendapatkan, dan Lisensor rela untuk 
memberikan kepada Lisensee atas lisensi d m  hak untuk mengelola, 
memproduksi, menggunakan dan menjual Produk Lisensi yang 
menggunakan informasi teknis dan atau hak kekayaan industri oleh 
Lisensor di bawah bent&-bent& yang berikut disusun. 

Pertimbangan tersebut, para pihak telah sepakat secara timbal balik untuk 

mengikatkan diri ke dalam suatu Lisensi dan Kesepakatan Teknikal Asistence 

dengan menggunakan beberapa istilah-istilah diantaranya ; Agreement, Contra 

Territory, Effective Date, Industrial Property Rights, Joint Venture Agreement, 

Licensed Products, Technical ~nformation'~~. 

Ig7 Article 1 License And Technical Assistance Agreement: DeJinitions 1.1. As used in this 
Agreement, the following terms have the following meanings respectively: 
1 .  Agreement shall mean this License and Technical Assistence Agreement, as form time to 

time amended or supplemented (Perjanjian maksudnya adalah Lisensi ini dan Kesepakatan 
TeknikaL Assitence, sebagai bentuk dari waktu ke waktu yang diubah atau ditambahkan). 

2. Contra Territory shall mean the territory of the Republic of Indonesia (Contra Teritori 
maksudnya adalah teritorial Republik Indonesia). 

3. Eflective Date shall mean the date this Agreement becomes eflective in accordance with 
Article 11 hereto (Tanggal Efektif maksudnya adalah tanggal perjanjian ini berlaku efektif 
menurut pasal 11). 



Lisensor memberikan kepada lisensee suatu hak non eksklusif dengan 

ketentuan bahwa lisensi tidak dapat dialihkan tanpa adanya hak untuk 

mengalihkan lisensi, hak untuk mengelola, memproduksi, menggunakan, 

memasukkan atau menjual produk-produk lisensi yang menggunakan hak-hak atas 

kekayaan inustrial clan teknikal informasi yang dilengkapi oleh lisensor di dalam 

Kontrak Teritori 19*. 

4. Industrial Proper0 Rights shall mean any and/or all rights under patents, utility models, 
design andlor their aplications therefor presently owned or hereinaBer acquered by 
Licensor, andlor with Licensor has or may have the right to control or grant lecense 
thereof during the term hereof and whichare aplicable to or may be used in manufacture 
and/or sales of the Licensed Products (Hak kekayaan industri maksudnya adalah setiap dan 
atau semua hak-hak di bawah paten, model kegunaan, design dan atau aplikasi atasnya 
sekarang yang dimiliki atau selanjutnya diperoleh oleh Lisensor dan atau Lisensor yang 
memiliki atau boleh memilii hak untuk mengontrol atau memberikan lisensi tersebut 
selarna jangka waktu dan yang layak terhadap atau boleh digunakan di dalam pengelolaan 
dan atau menjual produk-produk Lisensi). 

5. Joint Venture Agreement shall mean the Join Venhve Agreement made ar ofF Y between 
the Licensor and P.T. Kemakmuran, asJlom time to time a inedd  or supplemented (Joint 
Venture Agreement maksudnya adalah kesepakatan Join Venture yang dibuat sebagaimana 
F Y antara Lisensor dan PT. Kemakmuran, sebagaimana dari waktu ke waktu dapat 
diamandemen atau ditambahkan). 

6. Licensed Products shall mean some electric and/or electronic products, as set forth in 
Appndir I, attached hereto (Produk Lisensi maksudnya adalah sejumlah produk-produk 
listrik dan atau produk-produk elektronik). 

7. Technical In$ormation shall mean all the technical knowledge, know-how, standard 
calculation, &a and information developed or otherwise generally used by Licensor as 
stiplated in Appendb fereto, pertaining to the mamfacture, prorfuctio~ use and sale of 
the Licensed Products (Teknikal Informasi maksudnya adalah semua pengetahuan teknis, 
pengetahuan m u m ,  penghitungan standar, data dan informasi yang dikembangkan atau 
sebdihya secsva umum dimakan oleh LLisensor sehagai mana tercmtum di &lam 
Apendix, terditi atas Manufaktur, produksi, penggunaan dan penjualan produk-produk 
lisensi). 

Ig8 Article 2 : License And Technical Assistance Agreement : Grant of License "Subject of the 
terms and condition set@rth in this Agreemenf, Licensor hereby grants to Licensee an non- 
exlusive, non-tramy2rable license, without the right to sublicense, right to manufacture, 
produce, use, dispose of and sell the Licensed Products using the Industrial Property Tights 
and Technical Information jbrnished by Licensor in the Contract Territoryl'(Pasal 2 : 
Perjanjian Lisensi dan Bantuan Telcnis ; Pemberian Lisensi "Mengacu kepada istilah-istilah 
dan kondisi yang terlampir di dalam perjanjian ini, Lisensor dengan ini memberikan kepada 
lisensee suatu hak ekslusif, lisensi tidak bisa dialihkan, tanpa hak untuk pemberi lisensi, hak 
untuk mengelola, memproduksi, menggunakan, memasukkan atau menjual produk-produk 
lisensi yang mengunakan hak-hak atas kekayaan industrial dan teknikal informasi yang 
dilengkapi oleh lisensor didalam kontrak teritori). 



Bantuan teknis dan pelayanan tersebut, berdasarkan jadwal dari informas 

teknis yang telah disepakati oleh para pihak, Lisensor memberikan Lisensee 

berupa Informasi Teknis setelah Lisensor menerima pembayaran biaya klausul 

teknis dari Lisenseq sehingga Lisensee boleh mengelola dan memproduksi 

produk terlisensi tanpa penundaan, dengan jun~lah yang layak untuk personel 

teknis dan mendapatkan kesempatan mempelajari manufaktur PFoduk Lisensi di 

Perusahaan Lisensor. Lisensor mengadakan konsultasi, pelatihan-pelatihan 

terhadap personalia Lisensee, dimana biaya perjalanan, makanan, akomodasi dan 

biaya-biaya lainnya tanggung jawab dari pihak  ise en see"^. 

lg9 Article 3 (1 and 2) : License And Technical Assistance Agreement (Bantuan Teknis clan 
Pelayanan) : 

I .  In accordance with deliverv schedule of Technical information agreed upon leter by the 
parties, Licensor ahall supply Lecensee with the Technical Idormation within 60 (six&) 
days Bfter Licensor's receipt of Licensee's payment of the Technical Disclosure Fee under 
Article 4.1., in order that Licensee may mamrfcture andproduce the Licensed Products 
without delay, to the extent Licensor may grant and deem to be qpropriate to 
Licensee. (Menurut jadwal yang dikirimkan dari informasi teknis disepakati diatas surat 
oleh para pihak, Lisensor akan memberikan Lisensee berupa informasi Teknis dl dalam 
60 (enam puluh) hari setelah penerimaan Lisensor atas pembayaran Lisensee dari biaya 
Klausul teknis menurut pasal 4.1. sehingga Lisensee boleh mengelola dan memproduksi 
produk terlisensi tanpa penundaan, terhadap peningkatan lisensor boleh memberikan dm 
menganggap sesuai dengan Lisensee). 

2. Upon written request of Licensee, Licensor shall permit a reasonable number of technical 
personnel designated by Lecensee to have opportuniiy to siu& the mamfmture of the 
Licensed Products at Licensor's place of business, free of charge, to the extent Licensor 
may grant and deem to be appropriate to Licensee. Licensee shall advice Licensor, in 
advance, of the purposes, numbers, names, qualijications andprobable lenghts of stay of 
Licensee's designared personnel desiring to visit Lecensor. Licensor shall arrange to 
make available qualijied personel for consulattion with and training of such Licensee's 
personel. Cost for round trips, meals, lodging and aother expenses of Licensee's 
personnel dkpatched for training, shall be borne by Licensee. Licensee's personnel, 
dispatched for training during the time they are present on the premises of Licensor, shall 
be subject to a1 l of the rules and reguImaRons prevailing on the premise of Licemor.(Atas 
pennintaan tertulis Lisensee, Lisensor akan mengijinkan suatu jumlah yang layak 
daripada personel teknis yang disusun oleh Lisensee untuk mendapatkan kesempatan 
untuk mempelajari manufaktur Produk Lisensi pada tempat usaha Lisensor, bebas biaya, 
selanjutnya Lisensor boleh memberikan dan menganggap sesuai dengan Lisensee. 
Lisensee akan menasehati Lisensor, atas kemajuan, tujuan, jumlah, nama, kualifikasi dan 
jangka waktu yang layak atas menetapnya personel yang dimintakan yang ditunjuk oleh 
Lisensee untuk mengunjungi Lisens~r. Lisensor akan mengatur untuk membuat personel 
yang layak untuk konsultasi dengan pelatihan terhadap personal Lisensee tersebut. Biaya 



Kemudian Lisensor mengirimkan kepada Lisensee tenaga ahli yang 

berkualitas dan atau teknisi untuk memberikan bantuan dan pelayanan terhadap 

Lisensee dalam kaitannya dengan manufaktur, produksi, penggunaan, penjualan 

dan operasi produk-produk Lisensor untuk jangka waktu yang disepakati oleh 

para pihak. Lisensee bertanggung jawab terhadap biay9'A-B"iaya perjalanan, 

biaya hidup daFi dan ke Amerika Serikat. Di Indonesia kebutuhan para ahli dan 

atau teknisi yang dikirim oleh Lisensor, hams memenuhi syarat standar 

profesional dm keahlian yang layak, sehingga dapat melaksanakan tugas dan 

fingsinya, baik dalam bentuk bantuan mapun pelayanan dengan penuh 

- kepedulian, serta ketekunanZo0. 

Apabila terdapat model baru Produk-Produk Lisensi yang diperkenalkan 

oleh Lisensee, Lisensor setuju mtuk mlaksanakan uji coba dm evaluasi teknis 

dari produk-produk yang dilisensi yang dikembangkan oleh Lisensee, dan bebas 

pejalanan, makanan, akomodasi dan biaya-biaya lainnya dari personel Lisensee untuk 
tujuan pelatihan, akan diberikan oleh Lisensee. Personel Lisensee mendapatkan pelatihan 
selama waktu mereka berada dan terdapat didalam izin Lisensor, yang akan mengacu 
kepada sernua aturan dan petunjuk yang mernberikan tentang izin Lisensor) 

200 Ardicle 3 (3) : License And Technical Assistance Agreement : "Upon written request of 
Licensee, Licensor shall send to Licensee a reasonable number of qualijed engineers a d o r  
technicians to reder assistance and services to Licensee in connection with the manujCacture, 
production, use, sale and operation of the Licensed Products for a reasonable period to be 
agreed upon by the parties hereto, providerl however, that Licensee shall agree to bear 367 the 
travelling expenses into and from the United States of America, and living axpence; in 
Indonesia incurred by any such engineers andor technicians. Licensor shall assure that such 
engineers andor technicians are qualijed with profesional standard and reasonable skill, and 
shallper$orm the assistance andservices with care and diligence". (Pasal3 ayat (3 )  Pejanjian 
Lisensi dan Bantuan Teknis : atas permintaan tertulis Lisensee, Lisensor akan mengirimkan 
kepada Lisensee suatu jumlah yang layak tenaga ahli yang berkualitas dan atau teknisi untuk 
memberikan bantuan dan pelayanan terhadap Lisensee dalam kaitannya dengan manufaktur, 
produksi, pengunam, penjualan clan operasi dari pada produk-produk Lisensor untuk jangka 
wakh yang memungkinkan yang disepakati oleh para pihak atasnya, diberikan, bagaimanapun 
bahwa Lisensee akan setuju untuk mernbuat 367 biaya-biaya perjalanan dari dan ke Amerika 
Serikat dan biaya hidup di Indonesia yang diperlukan oleh para ahli dan atau teknisi tersebut 
yang memenuhi syarat standar profesional dan keahlian yang layak, dan &an melaksanakan 
fungsi bantuannya dan pelayanan dengan penuh kepedulian dan ketekunan). 



biaya. Bahkan apabila orang yang dikirim dari Lisensee atau Lisensee menderita 

sakit selama dalam pelatihan, maka akan diberikan perawatm meclis201. 

Pembayaran yang dilakukan Lisensee dalam bentuk kompensasi berikut 

jumlahnya dan cam yang terinci sebagai berikut : Pertama, Biaya Klausul Teknis, 

Kedua, Royalti yaitu, Lisensee akan membayar kepada Lisensor setiap tahun. 

Ketiga, Lisensee akan rnelakukan pernbayaran kepada lisensor semi tahunan. 

Adapun biaya tambahan l i sensee meliputi : 

I .  Biaya tambahan Lisensi yaity untuk tambahan model atasnya yang 

akan dibayar di dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal 

setiap permintam oleh Lisensee atas Informasi Teknis untuk model 

Tambahan. 

2. Biaya bantuarr teknis untuk pengawasan dan perbmtuan oleh 

Lisensor yaitu, Lisensee akan mernbayar atas biaya bantuan teknis di 

dalam janglca waktu 30 (tiga puluh) hari sutulah penerimaan suatu 

penagihan dari Lisensor. 

Article 3 (4 and 5) : License And Technical Assistance Agreement : 
4. Upon written request of Licensee mariefi-om tiem to time during the term of this Agreement 

when new moriels of Licensed Products are introduced by Licensee, Licensor agrees to 
pegorm the testing and technical evaluation of such Licensed Prorieucts assembled by 
Licensee, up to I 0  (ten) ubite of each model of such Licensed Products to be sent t~ 
Licensor, fi-ee of charge.(Atas permintam tertulis Lisensee yang dibuat dari waktu ke waktu 
selama jangka waktu perjanjian ini jika terdapat model baru produk-produk Lisensi yang 
diperkenalkan oleh Lisensee, Lisensor setuju untuk melaksanakan uji coba clan evaluasi 
teknis dari produk-produk yang dilisensi yang dikembangkan oleh Lisensee dan bebas biaya) 

5. In the eventthat the person of eithar Licensee or Licensor becomes ill during his stay at tha 
other party's factory, either party hereto shall try to make its best eflorts that such other 
p e ' s  person may receive the necessary medical treatment at the cost and liability of such 
other party. (Bahkan jika orang baik dari Lisenseee atau Lisensee menderita sakit selama 
menetap pada pabrik pihak lainnya, maka pihak yang atasnya akan mencoba untuk 
memberikan upaya terbaiknya, sehingga orang utusan pihak lainya tersebut bisa menerima 
perawatan medis yang diperlukan atas biaya dan tanggungjawab pihak tersebut) 



BAB IV 
PENUTW 

A. Kesimpulan 

1. Peranan perusah= asing patturgan dalam a% tehdogi pada dasarnya 

lebih mempermudah transfer modal asing dalam konsep alat-alat untuk 

perusahaan d h  bent& h a ~ d w a ~ e  berupa perah- berat (mesin-mesin), 

dan desain, sebagai fasilitas operasional produksi dari pabrik, memberikan 

sojivare dalam bent& banban teknis dan p e n g e t a ? ~ ~  (know -how)-melalui. 

informasi yang terdapat dalam buku petunjuk atau cetak bin, mengadakan 

pelatihan-pelaaan baik di &lam m a H p  di l u a ~  negerl anmenjaga 

kerahasiaan informasi clan teknologi, serta memberikan hak paten atas suatu 

penemuan-penemuan yang mengandung tcnsur kkndogi. 

2. Pengalihan teknologi pada perusahaan asing patungan melalui perjanjian 

lisensi bertujuan untuk memprdeh profit yang sebesar-besmya dengan 

memberikan hak eksklusif (izin) untuk mengelola, mengatur, mendesain 

kembali, d m  .menjml prod& lisensi, &ngan suatu -imbalan -membityar 

pengiriman dokumen, bantuan teknis atas setiap produk lisensi, sehingga 

terjaganya kerahasiaan infomasi data, dan s e a  membayar royalti. Seh-in 

dilakukannya perjanjian lisensi, tidak tertutup kemungkinan 

mengikutserbkan technnicaI assist-e agreement yang memuat tentang 

pemberian lisensi, bantuan tekni , dan pelayanan, pembayaran, suplai 

komponen, bagian dan balm-b&0/ baku, rekzunan, audit d m  laporan, sertl 

merek dagang dan nama dagang yank digunakan. 
! 
, 



B. Saran 

1. Diharapkan kepada perusahaan joint venture yang mengadakan pelatihan-- 

pelatihan atau pendidikan, agar dilakukan secara terarah dan teratur, 

sehingga para tenaga kerja memperolek transfer tehulogi memiliki 

kemampuan dalam penguasaan teknologi, dengan tetap menjaga 

kerahasiaannya. 

2. Diharapkan kepada investor lokal atau domestik yang membentuk 

p e ~ ~  jo&t ventwe menjaga kualitas atas prod& hens, karena 

dengan adanya (izin) untuk mengelola, mengatur, mendesain kembali, dan 

menjual prod&-pfoduk ymg dijisensi, maka p3hak investor lokal atalt 

domestik akan menguasai akses perolehan atau penguasaan teknologi 

secara cepat, dengan mengembangkarr riset dalam pengembangan sumber 

daya pengetahuan teknologi yang akhirnya akan menciptakan suatu 

teknoh-i b m .  
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Lampiran I. 

JOINT VEPllWRA AGREEMENT 

This agreement, dated as of the.. ............ .day of Januari 19.. . by and between : 
(A). PT. A ....................... an Indonesian corporation having its registered 

o&e at 31 .............. ...., J & a b  in the Republik of Indonesia ( h i n a h r  
called "B.. ................. '3. 

and 

(B). A .............................. CORPORATION, an Ohio Corporation having its 
general ofices at ..........., Middletown, Ohio 45042 in the United States of 

........... America -(herein aftercalled "A. '7. 

as follows : 

1. Join Ventw5~ B ................ and A .................., shall f m  a limited 
liability company under the laws of the Republik of Indonesia for the 
purpose of manufacturing corrugated metal drainage pipe, sewer pipe, 
tunnels, underpasses with galvanized and other coatings, corrugated d 
superspan structures, retaining walls and highway guardrails with 
galvanized and ather coatings, cormgated sheet piling for trenches and 
excavations, metal posts for guardrails, fabricated water eontro1 gates sund 
miscellaneous job galvanizing. The name of such company shall be PT. 
B. .................. A. ...........( hereinafter called "B-A") or such other 
name as may be a g d  upon by the parties and approved by the 
Departement of justice. 

2. Atticles of Assacktim. The Articles of Association of B-A shall be 
witten in a c c w h  with the spirit and intent ofthis Agreement, but not 
contrary to the laws and regulations of approriate steps to cause the 
formation of B-A as soon as possible following issuance of the required 
approvals and -licenses by the appropriate governmental authorities. 

3. lnitial Cavital and capital Contribution. B-A shall have an initial 
authorized capital of twelve thousand registered ordinary shares having a 
parvalue of One H&& United States DoUa~s (U.S. $ 100) per share, 
for a total authorized capital of One Million Two Hundred Thousand 
United States Dollars ( $. 1,200,000). Promptly following approval of the 
Articles of Association of 3-A by, the appropriate authorities, B-A shd1 
issue shares to the parties, and the parties shall pay B-A therefor by 
contribution in kind or in cash at pa~alue, as follows : 

(a). 2, 400 shares shall be issutd to B.. .................. for cuntribution 
in kind consisting of certain real property which B ................. 
shall transfer to B-A. Such: property contributed by B.. ............. 
(more specifically described in Append'ix A attached hereto and 
made a part of this Agreement) shall consist of 2.7 hectares, more 
or less, of which an area of at least 2,3 contiguous hectares is 



easily accessable and commercially suitable for construction of a 
main building for machine processing and galvanizing as well as 
the other plant facilities ? for B-A operation In foreign 
Investment Application Form B to be submitted by the parties 
hereto. A will, or wells, on such contributed property, to be 
drilled a1 reasonable cost, shall yield adequate water supplies for 
all galvanizing and other plant operations of B-A. the parties 
hereto agree that this property constitutes a constribution in kind 
by B .............. of US $ 240.000. B ....... represents it has full 
right of ownership to the property and that such property is free 
and clear of all mortgages, liens, tax claims and prohibitive 
encumbrances except as noted in Appendix A. 

(b). 9,600 shares shall be issued to A.. ............ ..for a cash payment 
of US $960,000. 

4. B.. ................ &ions. B.. ........... shall have the following options to 
purchase additional shares of "A-B" stock : 

(a). B.. ............ .may exercise its option, at any time within eighteetl 
(18) months fkom the date of appfml of the AFticles of 
Assocuation, upon written notice and tender of payment in cash to 
A.. ................ to purchase fiom A .................. a total of one 
thousand- two h&ed shares (1,200) o-f B-A at a purchase price 
of U.S $100 per share. 

(b).B ................. shal have an additional option to purchase capital 
shares of B-A so as to toinclgasg the 3 ................. ratio of 
ownership to forty percent (40 %), of the outstanding capital 
shares of B-A at any t h e  after five years fiom the statt 
ofcomersial production of B-A. such option to purchase by 
B ............. shal be exercised by payment in cash for additional 
new shares issued by B-A or by purchase of B-A shares fiom 
A ............. , -the cash purchase price per shares shall be 
determined substantialy in accordance with procedures set forth in 
section 7. 

5. Government Approvds. The ohligations ofthe p&ks to fonn B-A and to 
contribute capital shall be subject to the condition that appropriate 
governmental agencies of the Republic os shal have : 

........... (a). Approved the foreign investment Application Form 3 
jointly filed by the parties in connection with the proposed 
venture. 

(b). Issued the appropriate m t h g  Licences to enable the ventm 
to accomplish its intended purposes, and 

(c). Issued any other required license, consent or approval. 
6. Debt Financing. To the extent that 3-A may require sho& or h g  term 

funding through borrowings, such borrowing shall be made by B-A 
directly, but only as authorized by a prior resolution of the Board of 
Commissioners. If my guarantees by the paflies hereto shall be necessary 
to obtain borrowed working capital h d s  for B-A, such guarantees shall 



be made by B.. ............ .and A.. ............... in proportion to the equity 
in B-A held by them respectively on the date of such borrowings. If 
B .............. cannot issue its pro mte guarantee hereunder, then A.. ......... 
may require B .................. to pledge its B-A shares and 1 or deliver 
security interests in receivables and inventory of B-A. 

7. Indonesian Eauity Owners~v. Prior to the end of ten yeas following the 
formation of B-A either. 

(a). B-A shall have increased its authorized capital fiom retained 
earnings and offer such additional s h e s  for sale or 

(b). A.. .......... shall offer a portion of its shares in B-A for sale. 
To the extentnecessary so that at theend of such ten year priod B.. .......... 
shall have first ri&t to purchase the number of shares necessary k order to 
own 5 1 % the capital shares of B-A pursuant to either subsection (a) or (b) 
above. Sales of such shares shall be at a price equal to fair market value 
estabilished having due regard for both current and future eamhgs. Such 
fair market value shall be estabilished by agreement between B.. ............. 
and A ............. or, failing such agreement, by the joint opinion of two 
independent appraisers, one of which shall .be appointed by each p&y, or 
of such appraisers are unable to agree, by the opinion of a third appraiser 
appointed jointly by the first two appraisers. 
If B.. ......... .is not the largest single shereholder of B-A i the end ofthe 
ten-year period, then A ................. at its option will remain the largest 
single shareholder of B-A, notwithstanding that Indonesian nationals may 
own 5 1 96 or ofthe capital shares of B-A. 

8. Other Increases of Authorized Capital, Should there be increase in 
authorized capital of B-A in addition to any increase contemplated by the 
provisions of s e c t s  (b) or 7, such new shaes shall be offered f~st to 
B.. ............ and A. ....... ...in propotion to their respective shareholdings. 
If ther B .......... or A ......... fail to subscribe for their pro rata option of 
the new shares then any usubsc- for their pro mta portion of &e new 
shares then any unsubscribed shares shall first offered to the other party. 

9. Transfer of Shares. Neither A.. ......... nor B.. ............. shall transfer any 
s h e s s  h R A  (other than to an which more than BXy (50) % of the voting 
stock is owned by the transferor or to entity which owns more than fifty 
(50) % of the voting stock if the transferor) without the prior written 
consent of the ther, which consent shall not be unreasonably withheld. 

10. Management. Unless otherwise agreed by B.. ......... and A.. ................. 
the management of B-A shall be as follows : 

(a). The Board of Commissioners shall supervise the management of 
B-A and shall consist of three members, one of which shall be a 
President Commissioner who shall be nominated by B ........... 
and two Commissioners shall be nominated by A.. ............. A 
mdority of the Board of Commissioners shall have the authority 
(which need not be exercised ) to approve or disapprove any 
decision ofthe Board ofDirectors. 



(b). The Board of Directors shall manage the business of B-A, subject 
to the supervision of the Board of Commissioners, and shall 
exercise all powers of E A  except f a  those powers as shall be 
reserved to the commissioners and the Shareholders. The Board 
of Directors shall consist of a President Director, who shall be 
nominated bv B ............. and two Directors. Who shall be 
nominated bv A. the President Director shall be the chief 
executive officer of B-A. one of the two remaining Directors shall 
be designated as the chief operating officer a d  shall have charge 
of the day-to- dav affairs of B.A. A maioritv of the Board of 
Directors shall have the authoritv (which need not be exercised) 
to mrove or disavpruve my action by anv one DiFecta. 

(c). The members of the Board of Commissioners and the Board of 
Directors shall be elected by the shareholders at the time of the 
execution of te notarial deed containing the Articles of 
Association and at the first and all subsequent annual general or 
extraordinary meetings of shareholders fiom candidates 
nominated by B.. ............ .and A.. ........... as specified above. 
Such nominations shall be binding on the shareholders. 

(d). Any member of the Board of Commissioners or the Board of 
Directors may7app&t in writkg a pmxy to  act in his place. 

(e). When B .............. holds 51 % of the capital shares of B-A, it 
shall be entitled to nominate the maioritv of the Board of 
Directors and the Board ef Commissioners. 3 .......... shall be 
entitled to nominate candidates for the offices of President 
Director and one Director in the Board of Directors and President 
Commissioner and o ~ l e  Commissioner in the Board of 
Commissioners. A. ........ .sahll nominate the remaining 
Commissioners and Directors. 

1 I .  Distributim. Sub&ct to the terns and condition of the distribution 
agreement between B-A and B .......... B-A shall appoint B ............ as its 
exclusive distributor within the Republic of Indonesia for all products 
~ ~ ~ ~ ~ u f a c : t m d  by B-A. 

12. Technical Assistance and Know-How. A.. ...... .shall provide B-A with 
the required technical assistance and know-how to enable B-A accomplish 
the purposes set forth herein, aU at no license fee. royalty. or &her char~e. 
In the event that employees of A ............ shall travel to Indonesia at the 
specific request of B-A to provide assistance and advice, B-A shall pay to 
A.. ......... the empbyment services fee, travelkg and living expenses f a  
any such employee. It is the desire of A ............. and B ........... that 
expatriate personnel made available by A ............ in setting up B-A for 
commercial operation shall be replaced by capable Indonesian personnel 
as soon as such personnel can be filly trained. Accordingly A.. ............. 
sahll assist in training Indonesian personnel in Indonesia and abroad to 
such end 



13. Confidentialitv. and B ......... shall use their best endeavors keep the 
.......... information and know-how supplied to B-A by A &om time to 

time confidential and will not disclose any such informa* & know- 
how to anyone not employed by them. 

14. Patents. If a patentable invention is made by B-A, its wmployees, officers 
or associates d u h g  the tiem of this Agreement, B-A, will apply for such 
patent at its own expense absolutely but shall grant a royalty-he license 
to A.. ...... under any such patents obtained outside of Indonesia. 

1 5. Assignitb'itv. 
(a).This Agreement and each and every covenant and condition 

hereof shall be binding upon and act for the benefit of the parties 
hereto and their reswctive successors In title ad neither this 
Agreement nor any right hereunder shall be assignable directly or 
indirectly by either party to any third party without the written 
consent shall mt be withheld in the event of the corporatere- 
construction of either party hereto. 

@).Any assignment under sub-clause (a) of this clause, if consented 
to ~FI Mrfiting by the other party, shall take effect u p  approval 
thereof by the Government of the Republic of Indonesia. 

16. Non-Competition. Neither B ....... nor A. ...... shaH at anytime during the 
term of this Agreement angage by any meam thatsoever (including 
participation through shareholding) in any business within the Republic of 
Indonesia engaged in manufacturing and distributing products similar to or 
in competition with the products of %A. 

17. Laurnage. This Agreement shall be executed in duplicate in the English 
Language, and each copy shall. Be deemed an original and each party 
hereto shau Main one original hereof. 

18. Amandments. No revision, alteration or amendment of this Agreement 
shall be made other than in writing signed by B ............ and A. ............. 

19. Force Majeure. Any delay OF failure by either p a w  hereto in the 
performance hereunder shall be excused if and to the extent caused by 
occurrences byond the parties control including but not limited to acts of 
God, stikes or &r labor disturbances, war, sabotage, wsvailabiiity of 
materials or equipment and any other causes of a like nature which cannot 
be controlled by either party. 

20. Choice of law. This Agreement shall be governed accwding to the laws of 
the Republic of Indonesia. 

21. Disuutes. All disputes, controversies or diEences which may aries 
between the parties out of or in relation to or in cconnection with this 
Agreement, or the breach thereof shall be settled by arbitration in Paris, 
France, in accordance with the rules of conciliation and arbitration of the 
International Chamber or Commerce at Paris. 

22. Accounting Princi~les. The accounting principles adopted by B-A shall, 
subject to Indonesia Legislation be in accordance with that to be 
determined by the Board of Directors of B-A but will generaly be in 
Accordance the accounting procedures used by A.. ............. 



23. Reimbursement of Expenses Prior to and U ~ o n  Incorporation. All costs, 
fees and expenses as agreed between the parties in connection with the 
investigation, establishment, formation and promotion @f B-A whether 
incurred prior to or upon or incidental to the notarial establishment of B-A 
but subsequent to Feb. 1,1977, shall be reimbursed to the party incur such 
cost, fee or expense by 3-14 as soon as possible after ineoqmntion. 

24. Default bv Either Partv. Upon default by either party in the performance of 
any obligation to be performed by that party under this Agreement the 
 he^ paay may give Mice In witkg to the party in &fa& speei@img the 
thing or matters in defiult. Unless such default be remedied within two 
months following the giving of such notice, or, if action for the remedy 
thereof be not andertaken promptly upon receifl of swh Mice a d  
diligently prosecuted thereafter, the party giving such notice may give 
further written notice to such other party terminating this Agreement, in 
which event this Agreement shall terminate one month & e ~  date of such 
notice. Therefore the parties will renounce and waive the provisions 
contain in Articles 1266 of the civil code prevailing in the Republic of 
Indonesia. Such right or +emin&bn shall be in addition. $0 any ~ e d y  
pursuant to arbitration under Section 21 hereof that may be available to the 
party serving such notice against the party in default and any termination 
in the exercise os such right shall not relieve eithe~ party In default fim 
liability and damages to the other for breach of this Agreement. Waiver by 
either party of a single default or succession of defaults shall not deprive 
such party of any rights mder &is Agreement wising by reason of any 
subsequent default. 

25.Notices. Any notice to be given pursuant to this Agreement shall be 
deemed duly given if hlivemd personally or by telex or prepaid cable or if 
mailed by certified or registered airmail pastage prepaid to the address set 
forth below, or to such other address as either party shall have specified by 
m3tik-e : 

If to B 
PT. B ................................. 
Jalan ................................. 
Jakarta 
Republic of Indonesia 

A t t e n h  : President D~F~!c~CW 
Ifto A 

A,. ...................... ..CORPORATION 
F.O. Box ...................................... 
Middletown, Ohio 45043 

Attention : President 
Natiees served by mail shall be d e e d  to have ~eeeived not later than 21 
day following the day of mailing. 

26. T e r m. This Agreement shall remain in effect for twenty (20) years 
following the date s f  this Agreement. Either party may t he r eah  



terminate by despatch of written notice. This Agreement may be extended 
for such additional term as the parties agree to in writing. 
IN WITNESS WHEREOF, the parties hereta have caised -+his Agreement 
to be signed by a duly authorized officer as of the date first above written. 

A.. . . . . . . . . . . . . .CORPORATION PT. B ............. .... ......... 

By : By : 
General Manager President Director 
cmctim ~MUC~S 
(Attorney in Gact) 

WITNESS : 



L a m p i r a n  11. 

M A I N  L I C E N S E  A G R E E M E N T  

This MA IN LICENSE AGREEMENT,made  and entered 
into 

.a.h.e .day Thk-----------------, ---------- 3 ----------- 9 

1988 in Jakarta, Indonesia,by and b e t w e e n ; 
........... I. M G ............., S.A ...., a Limi ted  1 iabilit  y 

-company duly  o ~ g a n i 2 e d  and existing under and .by virtual  - s f  
the laws of the Republik of France, dormicilited in Grenoble, 
France, and having its principal office a t  Rue. 

11. PT. M ....... G , I  ............. . 'alimited liability company duly  
organized and existing under and by virtual o f  the laws o f  t he  
Republik s f  Indonesia, dsrmieil i ted in  Jakarta, Indsnesia,  and 
having i ts  principal office at (------------------------ 1, 
(hereinafter referred to  a s  "MGI" in this  matter represented by  
Mr ------------ 9 in his e a ~ a e i t ~  as  (-------------- ) s f  and 
a s  such for and on behelf and in the  name of  MGI 

A.WHEREAS, MG is  experienced in the design, manufacture 
marketing and installation of law voltage, medium voltage, high 
voltage and extra high v d t a g e  eketro-nies,PT. 
A ------------ P ---------- and PT. 0 --------- P 
(previously PT. 0- ----, S 1, alicense t o  
manufacture, assembly and self certain MG produet (hereinafter  
referred to  as  the "Licensed Product). 

B.WHEREAS, P.T. A and 0 -------- have 
agreed to sell most of  a11 of their, asset t o  MGI and MGI has 
agreed to  acquire such assets, Consequently MGI wishes to  secure 
from MG the right t o  manufacture, assemble and sell the Licensed 
product and to have the benefeit of MG's technical experience and 
know-how relating hereto. 

C. WHEREAS, MG agrees to  grant to MGI alicense manufacture, 
assemble and sell thelicensed product an to provide technical 
assistance under +he -term and -ecmdi$ien:s hereinafter .set farth. 

NOW, THEREFORE, for and in consideration or the premises and 
mutula covenants herein contained, both parties agree a follow ; 



ARTICLE 1 
OBJECT OF AGREEMENT 

1.1 MG hereby grants to MGI, whice accepts, the benefit of MG's 
industrial experience to manufacture, assembly, adjust and sell 
the Licensed Products. The Licensed will be agree to- from time 
to time by the parties and each Licensed Product will be defined in 
an Addendum to  this Agreement. Each Addendum will also 
indicate the specific conditions under which the License for that 
Product is granted. 

ARTICLE 2 
SCOPE OF THE LICENSE 

MG hereby grants to MG the exclusive right to manufacture, 
assemble and sell in Indonesia the Licensed Products. 
MG undertakes not to enter into a similar agreement relating t s  
the assembling and the manufacturing of the Licensed Products 
in Indonesia. 
MG will be able t o  sell the Licensed Products o~ds ide  
Indonesia only to MG or to companies indicated and/or 
approved by M G. 

2.2 MG reserves the right to sell the Licensed Products to clients 
located in the Territory and/or for delivery in the Territory in 
the fol lowing cases: 
- sales of the Licensed Products incorporated in switchgear 

units, i n switchboards and/or in other electrical appliances; 
.- f s r  complete installations or contracting jsba, delivered on a 

turnkey basis; 
- contracts. negotiated with companies or organisations located 

outside i;he'.Te~ritory for execution in the Territory. 
MG may request MGI's assistance with such sales in.which 
case MG and MGI will agree on the terms and conditions of 
such assistance. 

2.3 This Agreement is indivisible unassignable, non negotiable, 
and does not include the right for MGI to  grant sub-licenses, 

I without +he p ~ i o r  wri-tten consent . s f  MG. 



ARTICLE 3 
OBLIGATION OF MG 

3.1. Delivery of drwings and documents 
3 , l . l  MG undertakes to  supply MGI, within the timc-limits and 

conditions specified in each Addendum, the drawings, 
sketches and all documents necessary to manufacture, 
assemble and adjust the Licensed Products. Thedrawings 
and assembling documents t o  be supplied are listed in 
each Addendum 
MGI will be responsible and will bear the expenses 
involved in adapting the Licensed Products t o  the  
Indonesian standards an rules, however, upon MGI's 
request, and subject to  the availability of M G's 
technical departments, MG may carry ou the adaptation 
studies under conditions wh i c h w i 1 1 b e determined 
by mutual agreement. 

3.1.2 The drawings of the apparatus, assemblies and sub- 
assemblies will be supplied in trio (2) copies, one 
reproducib. copy a d  one air mail print, with text in the  
French language and/or in the English language i f  
available. 
All the other documents will be supplied in one copy and  
French, or  in English if avaiIable. 

3,1.3 All documents and information supplied by MG t o  MG 
w i l l  be used by MGI for the sole purpose of 
executing the Agreement, unless clear approval be 
given from MG t o  the contrary. 
MG undertakes to replace, correct or  complete a*Y 
document infonmation which would be erroneous or 
incomplete, OF damagduring transportation, MG's 
responsibility is 1 imited to sub correction or completion 
excluding any damages or indemnit of  any kind. 

Training Assistance. 
MG wil train MGI's engineers and technicians either i t s  
plants in Europe or i n Indonesia by sending i ts  engineers or 
technicians to  MGI's plants. 
The terms and conditions of such training will be specified in 
each Addendum. Such training is granted as part of  the 
technological transfer provided i n  this Agreement and will be 
free of charge. However all expenses related to MGl's 
personnel in Europe and t o  MG's personnel in Indonesia 
including air fare will be borne by MGI. 



3..3 Tests of prototypes 
Upon MG 1's request, MG I will send the prototype of the 
Licensed Products assembled by it to MIG so as to allow MG 
to perform its usual tests on such type of products in its 
laboratories. 
The, conditions and dates of the tests will be determined by 
mutual agreement. 
The freight, handling and insurance charges relative. to such 
tests, as well as the cost of the test, will be borne by MGT. 

3.4 Warranties 
3.4.1. MG warrants that the licensed products are of its own 

design and therefore that it has at its disposal the relevant 
know-how. 
MG will not be held responsible for the prejudicial 
consequences due to defects in material, assembly or 
adjusting likely to affect, the quality of the Licensed 
Products manufactured by MG. 

3.4.2 For a period of eighteen (18) months dating from the 
shipping date to MGI or of tweIve (12) months from the 
date of delivery of the licensed products by MGI to i ts  
customers, whichever date comes first, MG warrants he 
loose parts, components and su% assemblies MG will 
supply to MGI, against all defects in material, design, 
manufacture or assembly likely to affect the operation of  
the licensed products. 
In the event such defects, MGI will send to MG within 
the month following the discovery of the defective 
elements, a technical report giving all details about such 
defect. 
Under the warranty, the obligations of MG are limited t o  
the repair or replacement of  the component recognized as  
defective with in forty five (45) day following the receipt 
by MG of MGIYs report, including transportation 
expenses, custom duties, but excluding dagames or 
indeminities of any kind. 
If, due to unforeseen circumstances, thes time o f  
replacement or repair for defective components would be 
longer than forty five (45) days, as stipuated in 
hereabovc, MG ucill inform MGI immediately and both 
parties will determine by mutual agreement the conditions 
that will best protect their mutual interests. 



ARTICLE 4 
OBLIGATIONS OF MGI 

4.1. Remuneration of MG 
4.1.1. Lump sun 

In conseration o f  t h e  documents prepared and t o M G I  
and t h e  technical assistance provided by MG, MG w i l l  
p a y  M G  a l u m p s u m  fee t h e  a m o u n t  a n d  t e r m s  o f  
payment are specified for each Licensed Product in t h e  
r e l e v a n .  

4.1.2. Royalties 
A. In . consideration of the license granted to MGI, 
MGI will pay MG a royal ty calculated as fol 1 ows, on the net 
amount (excluding Indonesian taxes on sales, and transport and 
packing costs). Of the sales of the Licensed Products 
invoiced by MGI to its customers. The royalty rate will be 
specified in the Addendum for each Licensed Products. 
B .MGI will send to MG, during the months of, 
January and JuIy of each year, a statement of royalties for the 
sales of Licensed Products having taken place in the previous 
half-year. 
T he royal ties will be paid within the month following the 
statement. 

, 

MG I accepts any control and verification which MG would 
deem useful to have made at MGIts plants by an authorized 
representative, at MGts expenses, relating to the manufacture 
and sale of the Licensed pr o d u c t s . t o th is  end, MGI will 
make available a l l  the documents, MG or its representative 
may require for their information, in particular the invoicing 
and manufacturing acccunts. 

4.1.3. The amounts due to MG as tipulated in article 4.1.1 and 4.1.2 
above will be paid in French Francs, by bank transfer, to the 
French Bank designated by MG. 
The exchange rate for such transfer shall be the rate published 
by the Bank of Indonesia on the day payment is due with respect 
to the lump sum and on the last d a y of the relevant half year 
period with respect to the royalties. 
T h e p a y m i e n t w i 1 1 not be deemed as validly made until 
MG 's account in Prance has been credited by the French Bank. 



4.1.4 The income-tax levied on source' by the Indonesian 
Authorities according to  the Tax Treaty signed by 
Indonesia and France on the 14  th of September 1979,will 
be borne by MG. All other taxes. and charges levied on 
the payments stipulated in this Agreement, as we1 1 a s  
other income taxes and/or taxes and/or taxation and/or 
other similar charges concerning directly or indirectily 
this Agreement will be borne by MGI if  levied by the 
Indonesian Authorities, or borne by MGI if levied by the 
French Authorities. 

4,2 Secrecy 
MGI wi l l  t reat  a s  confidential and 'will keep secret all the 
documents, information and other data which will be supplied 
by MG in pursuance of this Agreenent. 
MGI undertakes not to  disclose or transfer such 
documents, information, or other data t o  third parties, what 
ever the legal or  economic bonds MGI may have a t  the 
present time or in thr future with such third parties, unless 
MGI has received the prior acceptance in writing from MG. 
MG will take all necessary steps to  ensure that no disclosure 
is  made .and will obtain a similar' undertakin as t o  secrecy 
fromed its, employees and fromed i ts  sub-contractors and/or 
sub-licenses, if sub-contracting, and sub-licensing are 
authorized by MG. 

4.3. Quality. 
MG will assemble the Licensed Products so  to  strictly 
conform with the documents, information and other date 
furnished by MG to  MGI, and will make al l  arrangement 
necessary t o  reach the same level o f  quality as MG. 
MG reserved t he  r ight  t o  ver i fy  whether  the  l i c ensed  
produc ts  assembled by MGI a r e  o f  t he  same qua l i ty  a s  
those  manufactured by MG. To  t h i s  end,  MGI wi l l  send 
t o  MGI, upon MG's request ,  a sample  t aken  out  o f  MG's 
product ion fo r  t o  sa le  purpose o f  qua l i ty  and conformi ty  
tes ts ,  I n  addi t ion,  MG wi l l  have  t he  r igh t  t o  vis i t ,  once  a 
year,  MGI's factor ies  in order  t o  check  t he  qua l i ty  o f  
MGI's product ion.  

4.4. Use of MIS's name 
MGI wil l  in markearh Licensed Produc t  and i ts  packing,  
to  be  sold  in  Indonesia,  wi th  a s ta tement  o f  o r ig in  and 
with  such t rademarks  a s  wi l l  be  indicated by MG. 
The  use  o f  MG's t rademarks  i s  sub jec t  t o  the  
t rademark Agreement signed by the  par t i es  he r e to  t h i s  



day MGI there  fore agrees  not t o  use the  above  
mentioned statements o f  origin and trademarks in any  
way other than those  def ined here  under and i n  
accordance with the  t rademark Agreement.  
MG reserves  the  r ight  t o  Forbid MG t o  use  MG's, 
t rademarks  where the Licensed Products  assembled by MGI 
a r e  not  o f  the  same quality a s  MG's, or  i f  the ,  Licensed 
Products  have been the  object  o f  a l tera t ions  not approved 
by MG. 

4.5. Non competi t ion c lause  
MGI as  well  a s  0 and a l l  subsidiar ies  o f  
OMETRACO Group undertake,  for  the  durat ion of  th i s  
Agreemerit ,  not  to  manufacture,  us or sel l  products  of 
MGI's or  third par t ies  design which would be in  
competi t ion with or  ident ical  t o  the  l icensed product,  not  
enter  into agreements wi th  th i rd  par t ies  t o  tha t  e f fec t .  
With respect  t o  0 , ' s  exis t ing agreements  wi th  
th i rd  par t ies  a s  l i s t ed  in Appendix A hereto,  0 , 
agrees  not  t o  expand these  agreements to  new products  i n  
t h e  f ie ' ld o f  e lect r ical  and e lect ronic  equipment.  

ARTICLE 5 
''SUPPLIES FROM MU TO MGI 

5.1. Cormponents 
MGI will manufacture certain components, of  the Licensed 
Products according to a manufacturing program mutually 
agreed between MG and MGI as set out in the Addendum for 
each Licensed Products. 
MG agrees to  supply MGI with the components not 
manufactured by MGI, in sufficient quantities according to  
prices and conditions defined in articles 5.3 and 5.4 here 
after. 
MGI under takes to  purchase exclusively from MG al l  
components manufactured by MG or its subsidiaries that MGI 
would decide not manufactu in Indonesia. 

5.2. Speciali tems . ' .  

5.2.1. Special items are those components 1 isted in the  
Addendum for each licensed products, t ihe  
manufacturing of which required , considerable 
investments and 'the use of ' special advanced 
technology. 



MGI intends to manufacture part or the whole of the 
special items, MGI and MG would have to  define by 
mutual agreement the financial conditions of the 
relevant transfer of technology. 

5.3. Forecasts, Orders, Terms of Sales 
5.3.1. MGI wil send to  MG before the end of the month of  

July a general forecast of the number of Licensed 
Products, product by product, expected to  be 
manufactured during the following year. Each 
Addendum wi l  l indicate what monthly forecast will 
be required for the relevant Licensed Product. 

5.3.2. The relevant ordering procedure, including firm monthly 
orders delivery time and limits to monthly fluctuation of 
orders, will be set out in the Addendum for each 
Licensed Products. 

5.3.3 Delivery terms are CIP port. of Jakarta as such term is 
defined in the incoterms of the International Chamber of 
Commerce, 1986 Edition. 
The delivery dates are based on EX WORKS delivery (1980 
ICC Incoterm). 
They will be confirmed by MGI in its acknowledgment of 
MG 1's order and will depend on the exact quantities to be 
delivered. 

5.3.4. The sales of MG to MGI will be, except where other wise 
provided in this Agreement ruled by the general export sales 
conditions and in particular by clause 5 or these conditions, 
as stipulated in Appendix B attached hereto. 

5.4. Price and Payment 
5.4.1. The unit prices of the components for each Licensed Product 

will be negotiated by the parties. They are stated for a 
delivery ex- morks. (1980 ICC Incoterms). 
These prices will be based on economic conbitions in force 
on the list of January 1988 and will be adjusted on the list of 
January of every year, after negotiations between the parties. 
The revised prices will be applied to the orders received by 
MG between the list of January and the 31 st of December 
of the relevant year. 



5.4.2. Unless provided other wise by the parties, payments of each 
final monthly order will be made by bank transfer to a bank 
account designated by MG.Payiment will be nr, ude 
ninety (90) days after the date of invoice. 

ARTICLE 6 
PATENT' RIGHTS 

6.1 Patents 
MG declares it has no knowledge of any paten rights held by 
third parties preventing the free sale of the licensed products 
in Indonesia. MGI will benefit from the possible patent rights 
relating t o  the licensed product free of charge. How ever, MG 
does not certify the validity and independence of its patents, 
and both parties agree that this Agreement will not depend on 
the existence of any patents. 

6.2 Infringement 
6.2.1. In the event of infringement by a third party, MG will 

be enti t led t o  sue the infringing party under its own 
responsibility and at  its own expenses and benefits. In 
this case MG will provide assistance with the 
necessary formalities only, at MG's expense and under 
no liability to MGI and/or t o  third parties. 
Not with standing. The above, MG reserves the right to  
sue the in Fringing parties either alone at its own cost 
absence of proceeding by MGI or together with MGI 
subject to  prior mutual agreement on the distribution 
o f  cost and benefits 

6.2.2. In the event of court action for in fringement brought 
by a third party againt MGI motivated by the 
manufactureof the licensed product. MGI will in form 
MG of the action brought againts it  within eight (8) 
day following the claim and under takes to take all 
necessary steps in order to enable MG to gather every 
useful means for MGI's defence. In this case, MG wil l  
l e n d  i t s  ass i s tance  t o  MGI f o r  i t s  defence .  



Rules of Arbitration (the "Rules") of the International 
Chamber of Commerce ("ICC") in force as of the date o f  
t ihe notice of arbitration, and (ii) this Article 10. In the 

event of such dispute, any party shall serve a request for 
arbitration to  the secretariat of ICC in Paris in 

accordance with the Rules. 

10.2. The parties expressly agree that  ( i)  the arbitration 
tribunal shal l  decide the matter as expeditiously as  
possible, (ii) section 63 1of the R.V.(Reglement of de  
Recotsvordering) shall apply, and that accordingly the 
arbitrators shall only reach their decision by applying 
strict  rules of  law to facts and shall not purport t o  
reselve any dispute exaequo e t  bono, ( i i i )  the arbitration 
s h a l l  beconducted in the English language, in Jakarta, 
Indonesia, and/or at  such, other place or places in 
Indonesia as  the arbitration tr ibunal may elect, ( iv) the  
decisions of  the arbitration tribunal shall  be by majority 
vote, (v) th  e party in whose favor the  arbitral award i s  
rendered shall  be enti t led to  recover i ts  costs  and 
expenses relating to  the  arbitration including but not  
limited to  the cost. and expense of administration of t he  
arbitration proceedings, t ravel  and related expenses and 
reasonable attorney's fees, and (vi)  the  arbitral award 
shall  be issued in Jakarta, Indonesia. 

10.3 The parties expressly agree to  waive S e c t i o n 6 4 l o f  the  
R.V and/or any other laws and regulations replacing o r  
amending such law and regulation ,mentioned above and/or 
similar t o  it,  so that  accordingly there  shall  be no appeal 
to  any court  from the decision o f  the  arbitrators. The  
parties agree not to  dispute or question the validity o f  
such award before any judiciaf or other authority in  
France, Indonesia,or elsewhere, of  any enforcement 
action taken by the party in  whose favor the  ward was 
rendered. The, parties shall  not be enti t led t o  commence 
or maintain any action in acourt  of lwa upon any matter 
in dispute until such matter shall  have been submitted 
and determined as provided herein and then only for t he  
enforcement of such arbitral  award. 



Art ic le  7  
IMPROVEMENTS 

Dur ing  the  t e rm  of t h i s  agreement ,  MG wi l l  a l l ow  
MGI f r ee  o f  Charge  t o  t o se  improvements  made b y  
MG wich  would e f fec t  the  des ign  o r  p roduc t ion  of  t h e  
components  manufac tured  o r  purchased  l oca l l y  by MG 
The re  fore ,  when indus t r i a l  app l i ca t i on  o f  t he  i n  
p rovements  wi l l  send a l l  d r awings  and  t echn i ca l  
documents  necessa ry  t o  i n t eg ra t e  t h e  improvements  i n  
MGl ' s  p roduc t ion .  
T h e  suppl ies  f rom MG t o  MGI  pursuan t  t o  a r t i c l e  5 
above  wi l l  be changed  consequent ly .  

7.2.  A l l  improvements  made  by  MGI t o  t h e  de s ign  or  t o  t h e  . , 

manufac tur ing  of  t h e  L icensed  P roduc t s  w i l l  be  g iven  
t o  MG f r e e  o f  charge .  

7.3 . Improvement  sha l l  mean  any  amendment  o r  
modi f ica t ion ,  wi th in  t h e  I imi t s  o f  per formance  d e f i n e d  
in each  Addendum which  MG may b r ing  t o  t h e  
L icensed  P roduc t s  or  t o  t h e  p roces s  o f  t h e i r  
manufac tur ing  wi th tou t  modi fy ing  t he i r  t o  
t echnolog ica l  concep t l .  

ARTICLE 8  
LIFE OF AGREEMENT COMING INTO FORCE 

8.1.  Th i s  Areement  w i l l  come  in to  fo r ce  a f t e r  i t s  execu t ion  
b y  t h e  p a r t i e s ,  p r o v i d e d  t h e  fo l l owing  cond i t i on  
h a s  been f u l f i l  l e d  the Agreement by the  relevant 
Indonesian authorities, if necessary. MGI will b e  
responsible for taking care the formali t ies i f  any, for 
approval of the Agreement by the Indonesian autorities. 
I f  th is  Agreement has not come into force within six (6) 
months after  i ts  execution, it  w i l l  be deemed null  and 
void, unless other wise agreed between the parties. 

8.2. The duration of this Agreement i s  ten (10) years from t h e  
'date of execution. The duration o f  the  l icense for each 
Licensed Product is specified in the  relevant Addendum 
shall not be longer than the  duration of  th is  Agreement. 



3.3. One year prior t o  the date of its termination, both parties 
will consult t o  decide whether or not they intend renew 
this Agreement. 
I f  i t  is  decided to renew the Agreement, both parties will 
set down by mutual agreement the terms and conditions of 
its renewal within six (5) months, frorm the  date o f  
decision of  .renewal. 

ARTICLE 9 
TERMINATION 

During its l i fe ,  th is  agreement can be terminated under the  
following conditions: 
9.1. In the event of failureof either party t o  perform i ts  

obligations under this Agreement, the other party will be  
entitled to  terminate this agreement by sending a 
registered letter or telex making clear its decision t o  
consider the  agreement as  terminnated, how ever, such 
terrination can take piace only three (3)months. After the  
notice has been given by registered let ter  or  te lex and the  
fai lureto perform has not  been remedied. 

9.2. The above mentioned noticewill be reduced t o  one (1) 
month in the  event MGI does not  pay the amaounts 
specified in Articles 4 and P here above. In addition, MGI 
will pay t o  MG interest on the  amount due a t  the  ra te  o f  
one percent (1%) per month from the  date o f  receipt  o f  
the notice given by registered letter or  telex. 

9.3. MG I under takes  not tomanufacture or sel l  t he  Licensed 
Products i f  thi s Agreement has  been terminated by MG 
due t o  fai lure o f  MGI to  perform any of i t s  obligations. 

ARTICLE 10  
ARBITRATION 

10.1.Without prejudice t o  the  right of  each of the  part ies t o  
terminate th i s  agreement as  provided elsewhere herein, i f  
any dispute arised between the part ies in connection with 
this  Agreement, including without l imitat ion i t s  
execution, performance, termination or  expirat ion,  
which cannot be  settled amicably by mutual  agreement 

within th i r ty  ( 3 0 )  calendar days, such dispute shall be  
finally settled, by arbitrat ion in accordance with ( i )  the  



ARTICLE 11 

This  Agreement i s  made and signed with the following 
contractual  appendices: 
Appendix A: 0-------- 's exist ing agreements with,  th i rd  
part ies.  
Appendix B: General  Export Sales Condit ions.  
WITNESS HEREOF, the parties hereto have caused this Agreement 
to  be executed in triplicate originals, each party retaining one 
copy, by their duly authorized representatives, on the day, month, 
year and place first above written. 

Name : 
Title : 

Name : 
Title : 



Lampiran III. 

LICENSE AND TECHNICAL ASSISTANCE AGREEMENT 

The Agreement is made and entered into this (23) th day of (July), 1990, by and 
between: 

1. Graham Ltd., a corporation duly organized and existing under the Laws of 
the United Stiitcs of America and havhg ist prhcipal office at Chicago, 
Illinois, the Unitewd States of America (hereinafter this corporation, its 
successors in title and assignees will be referred to as the "Licecnsor ') in this 
matter repfesented by Mr. Keith Pt%rson. 

And 

2. F Y, a corporation duly organized and existing under the Laws of the 
Republic of Indonesia, and having its legal domicile in Jakarta and its 
principal office in Jakarta (hereinafter this corporat-ion, its sucsersors in title 
and assignees will be referred to as the "Licensee") in this matter represented 
by Mr. Faizal Yunus 

WHEREAS, Licensor has long been engaged in the production and sale of 
Licensed Product, hereinafter defined, of Licensor's desing: and 
WHEREAS, Licensor has acquired and possesses valuable technical information 
on the production and use of the Licensed Products, and 
WHEREAS, Licensor has the right to grant a license to use technical information 
and/or industrial property rights in conection whit the Licensed Products; and 
WHEREAS, Licensee is a Joint Venture Company estabIisherd by Licensor and 
P.T. Kemakmuran jointly under the Joint Venture Agreement made between them 
as of F Y 
WHEREAS, Liccnsee wishes to obtain, and Licensor is willing to grant to 
Licensee the license and right to manufacture, produce, use and sell the Licensed 
Products utilizing techniccal information and/or industrial property right by 

1 Licensor under the terms herein set ferth. 
NOW, TEDZRPORE, in consideration of the foregoing premises and covenants 

I 

1 hereinafter set forth, the parties hereto have mutiually agreed to enter into a 
License and Technical Assistance Agreement as hereunder set forth. 

I 



Article 1: 
Definitions 

1.1. As used in this Agreement, the following terms have the following meanings. 
respectively: 
1 .  '"Agreement" shall mean this 'License and Technical Assistence 

Agreement, as form tirne to time amended or supplemented 
2. "Contra Territory" shall mean the territory of the Republic of Indonesia. 
3. "Effective Date" shall mean the date this Agreement becomes effective in 

accordance with Article 11 hereto. 
4. "Industrial -Property Rights" shall mean any andor all rights under 

patents, uiility models, design and/or their aplications therefor presently 
owned or hereinafter acquered by Licensor, andor with Licensor has or 
may have the right to control or grant lecense thereot during the tern. 
hereof and whichare aplicable to or may be used'in manufacture and/or 
sales of the Licensed Products. 

5. "Joint Venture Agreement" shall mean-the Join Venture Agreement made 
as of F Y between the Licensor and P.T. Kemakrnuran, as from tirne to 
time amended or suplemented. 

6. "Licensed Products" shall mean some electric andlor electronic products, 
as set forth in Appendix I, attached hereto. 

7. "Technical Information" shall mean all the technical knowledge, know- 
how, standard calculation, data and information developed or otherwise 
generally used by Licensor as stipulated'in Appendix fereto, pertaining to 
the manufacture, production, use and sale of the Licensed Products. 

1.2. The terms defined in the singular shall have a correlative meaning when used 
in the plural and vice versa. - 

1.3. The headings of the Articles are inserted for convenience only and shall not 
be used or taken into consideration in the interpretasion of any Articles or 
paragraphs herein. 

Article 2: 
Grant of License- 

Subject of the. terms and condition set ferth in this Agreement, Licensor hereby 
grants to Licensee nn non-exlusive, non-transferable license, without the right to 
sublicense, right to manufacture, produce, use, dispose of and sell the Licensed 
Products using the Industrial Property Tights and Technical Information %mished 
by. Licensor in the Contract Territory. 

Article 3: 
Technical Assistance and Services 

1. In accordance with deliverv schedule of Technical information agreed upon 
leter by the parties, Licensor ahall supply Lecensee with the Technical 
Information within 60 (sixty) days after Licensor's receipt of Licensee's 



payment of the Technical Disclosure Fee under Article 4.1 ., in order that 
Licensee may manufacture and produce the Licensed Products without delay, 
to the extent Licensor may grant and deem to be appropriate to Licensee. 

2. Upon written request of Licensee, Licensor shall permit a reasonable number 
of technical personnel designated by Lecensee to have opportunity to study 
the manufacture of the Licensed Products at Licensor's place of business, fiee 
of charge, to the extent Licensor may grant and deem to be appropriate to 
Licensee. Licensee shall advice Licensor, in advance, of the purposes, 
nambers, names, qualifications and probable lenghts of stay of Licensee's 
designated personnel desiring to visit Lecensor. Licensor shall arrange to 
make available qualified personel for consulattion with and training of such 
Licensee's personel. Cost for round trips, meals, lodging and aother 
expenses of Licensee's personnel dispatched for training, shall be borne by 
Licensee. Licensee's penonnel, dispatched for training during the time they 
are present on the premises of Licensor, shall be subject to a1 1 of the rules 
and regulations prevailing on the premise of Licensor. 

3. Upon written request of Licensee, Licensor shall send to Licensee a reasonable 
number of qualified engineers and/or technicians to reder assistance and 
services to Licensee in connection with the manufacture, production, use, sale 
and operation of the Licensed Products for a reasonable period to be agreed 
upon by the pai-ties hereto, provided, however, that Licensee shall agree to 
bear 367 the travelling expenses into and fiom the United States of America, 
and living axpence; in Indonesia incurred by any such engineers and/or 
technicians. Licensor shall assure that such engineers and/or technicians are 
qualified with profesional standards and reasonable skill, and shall perform 
the assistance and services with care and diligence. 

4. Upon written request of Licensee made fiom tiem to time during the term of 
this Agreement when new models of Licensed Products are introduced by 
Licensee, Licensor agrees to perform the testing and technical evaluation of 
such Licensed Prodeucts assembled by Licensee, up to 10 (ten) ubite of each 
model of such Licensed Products to be sent to Licensor, fiee of charge. 

5. In the eventthat the person of either Licensee or Licensor becomes ill during 
his stay at the other party's factory, either party hereto shall try to make its 
best efforts that such other party's person may receive the necessary medical 
treatment at the cost and liability of such other party. 

Article 4: 
Payment 

1. In consideration of the Technical Information and the Industrial Property 
Rights, if any, hrnished or tu be h i s h e d  by Licensor to Licensee hereunder, 

I Licensee shall pay to Licensor the following compensation in the amount, and 
in the manner specified below: 



(a). Technical Disclosure Fee 
Within 30 ( t h i i )  days fiom the Effective date, Licensee shall pay to 
Licensor the Technical Disclosure Fee, as specified in Appendix 3 
attached hereto. 

(b). 'Royalty 
Licensee shall pay to Licensor the Royalty, as specified in Appendix 3 
hereto. 368 Such Rayalty herein shall be computed quarterly terminating 
the last date of March, June, September and December of each year. 
Licensee shall make payment to Licensor semiannually within 90 
(ninety) days after the last date of June and December of each year, in the 
amount specified in Licensee's Rayalty 'Statement mentioned in 
Paragraph 1 of Article 6. 

(c). ~dditional License Fee for Additional 
Models Additional License Fee for Additional made& hereto shall be 
paid toLicensor by Licensee within 30 (thirty) days fiom the date of each 
request by Licensee for the Technical Information for Additional Models, 
as specified in Apendix 3. 

2. Technical Assistance Fee for the supemition and assitance by Licensor under 
Paragraph 3 ofArticle 3, Licensee shall pay to licensor a Technical Assistance 
fee within 30 (thirty) days after receipt of a n  invoice fiom Licensor, as 
specified in Appendix 3 hereto. 

3. Payment Terms 

(a). All payments due under this Article shall be in United State currency, 
strictly in accordance with thid Article, if necessary, coverted fiom 
Indonesia Rupiah at the official telegraphic transfer selling rate of 
excharge rate prevailing in Jakarta Indonesia on the date of the actual 
payment thereof. 

(b). All payments made to Licensor hereunder shall be by means of official 
telegraphic transfer remittance, mail transfer remittanve, banker's check 
(or through nonresident foreign currency deposit account established at 
bank (s) in the name of the Licensee), and shall be remitted to the bark 
designated by Lisensor. 362 

4. Overdue Payments 
~ l l  payment under this Agreement shall, when overdue, bear interest at 15 
(fifteen) percen per annum for the priod commencing with due until the date 
of actual payment. 

Article 5 ; 
Supply of Components, Part and raw Materials 

Upon the request of Licensee for the purchase of the parts, components, and raw 
materials to manufacture the Licensed Products, Licensor shall supply the 
requirements of Licensee f& such' parts, components, and raw materials to 
Licensee upon such prices, terms and conditions as are contained in that certain 



Purchase Agrement to be executed contemporaneously with the execution of this 
Agreement. Such prices, terms and conditions shall be the most favorable prices, 
terms and conditions offered by Licensor to other International customers 
purchasing similar quantities of parts, components and raw materials. 

Article ; 6 
Records, Auditing and Reports 

1. Licensee shall send its statement of royalty in United States DoUars due for 
each 3 (three) month priod, together with full evidence which Licensor may 
require, to reach Licensor not later than 60 (sixty) days after the expiration of 
the immediatelyprecedmg 3 (three) month period., However., as prioded in 
Paragraph 1 (b) of Article 4, payments shall be made with respect to each year 
on the basis of the reports forb March and June and Desember, respectively No 
interest shall accure on the amount of the Royalty in the interim statement for 
March and September. 

2. Licensee agrees to keep true and accurate records files and books of accounts 
containing all the data necessary for the full computation and verification of the 
amounts to be paid and than information to be given in the statement herein 
provided for and fwther to perrnint the same to be examined from time to time 
to the extent necessary for verifying the Royalty due and payable hereunder. 

Article 7: 
Duration &id Tmhation 

1. Term 

This Agreement shall be effective for an initial period of 5 (five) years from 
the Effective Date. A h  the end of this period, this agreement shall expire 
without notice or any judicial proceeding. The parties may agree to extend the 
term of this Agreement for an additional period of 5 (five) years or any other 
period agreed by the parties, provided, however, that any -extension shall be 
subject to any necessary approval by the Government of the United States of 
America andlor the Republic of Indonesia, if required, whichever comes later. 

2. Termination prior to Expiration of'Term 

a) If either party hereto conyimues in default of any obligation imposed on it 
herein for more than sixty (60) days after written notice has been 
dispatched by the other party requesting the party in default to remedy 

I such default , the other party may terminate this Agreement by giving 

1 notice to the first party and this Agreement shall terminate thirty (30) days 
I 
I 

following the date of dispatch of such notice without service of formal 
notice by by court bailiff or any judicial proceedings. In the event of 
bankryptcy, receivership, insolvencyor assignment for the benefit of 

i creditors, or dissolution or liquidation of either party hereto, the other 



party may termhate this Agreement effective immediately , by giving the 
first party notice to that effect without service of formal notice by court 
bailiff or any judicial proceedings. 

b) ~ l s o ,  Licensor shall be entitled to terminate this Agreement at any time by 
three (3) months noiice without service offormal notice by court bailiff or 
any judicial proceedings if any changes are brought about either to the 
financial control (i.e. the direct or indirect ownership of shares) of the 
Licensee or to the IegaI or actual management of such company. To give 
effect to this paragraph 2 of this Article 7 the Licencor and Licensee 
waive the first and .second sentence of article 1266 of the Civil Code 
prevailing in the Republic of Indonesia. 

3. Upon termination prior to expiration of term of this Agreement, all the 
respective rights and obligations of the parries hereunder, except for 
obligations occurred- to date and those of a continuing nature such as 
confidentially, shall cease. 

4. After any termiination dueto it default by Licensee, all Royalties and other 
payments to be paid by Licensee and all reports required to be made 
hereunder shall continue to be made as if this Agreement had not terminated 
only with respect to the Licensed Produds manufactured up to the date 
termination. Moreover, immediately upon the terrnination of this Agreemet 
for whatever reason, the Licensee shall : 

a) . . .  Cease all manufhcture, use and sale of the Licensed Products using the 
Technical Information and Industrial Property Rights, provided, 
h o w e k  that only work .in process by the Licensee may be 
completed and sold, such sale or sales being subject .to Royalties 
required to be paid to Licensor by Article 4'liereot.and 

b) Cease to be entitled to use and shall forth with return or deliver to Licensor all 
written, photographic, or recorded materials containing Licensee's Technical 
&formation acquired from Licensor, directly or 'indirectly , and all copies, 
reprints, and reproductions thereof 

Article 8: . . 

Trade Mark and Trade Name 

1. Licensee may have the exclusive and non-assignable right, without the right to 
sublicense and limitation of Licensor's ownership and property- right there06 
to use the Licensor's trademark anf tradename "Golden Star" in connection 
with the Licensed Products in Indonesia during the term of this agreement. 
Provided, however, Licensee agrees to pay to Licensor the Trademark Licence 
Fee, as stipulated in Appendix 3 attached hereto, and Licensee and Licensor 
further agree that the licensed Products shall be sold using the Licensor's" 
trademark and tradename except otherwise agree by the parties, and that 
Licensee shall export any Licensed Products through Licensor's worldwide 
sales network. 



2. The terms and conditions for the payment of the Royalty (specified in Article 4) 
and the report of the Royalty (specified in ArticIe 6) shall be applied mutatis 
mutandis to the payment and report of the Trademark Licence Fee herein. 

Article 9: 
Taxation 

1. Any and all payments made by the Licensee hereunder or under any instnunent 
delivered hereunder shall be made fiee and clear of and without deduction for 
any present of future taxes, levies, imposts, deductions, charges or withholdings 
and all liabilities with respect thereto, excluding income taxes of the Licensor 
imposed by the competent authorities of the Contract Territory ( all such taxes 
and other charges being herein referred to as "Taxes"). If the Licensee shall be 
required by law to make any such deduction for Taxes from any payment here 
under , (i) the sum payable shall be increased as may be necessary so that after 
making all required deductions (including deductions -applicable to additional 
sums payable under paragraph 1 of this article 9 the Licensor receives an 
amount equal to the sum it would have received had no such deductions been 
made, and (ii) the Licensee shall make such deductions and shall pay the full 
amount deducted to the relevant taxation authority or -other authority in 
accordance with applicable law. 

2. In addition, the licensee agrees to pay any present or future any stamp or 
documentary taxes or any excise or property taxes, charges or other levies 
which may arise fiom any payment made hereunder or fiom the execution, 
delivery, registration, performance or enforcement of, or otherwise with respect 
to, this agreement or any instrument delivered hereunder (collectively "Other 
Taxes"). 

3. The Licensee shall indernnifl the Licensor for the full amount of Taxes 
or other Taxes (including for purposes of this article 9 any taxes imposed by the 
authorities of the Contract Territory on amounts payablemder this Article 9 
paid by the Licensor or any liability ( including penalties, interest and 
expenses) arising there from or with respect thereto, whether or not such Taxes 
or Other Taxes were correctly asserted. Such indemnification shall be made 
within 30 (thirty) days from the date the Licensor makes written demand 
therefor and if such indemuitlcation is not timely made, with interest there on at 
the rate specified in article 4 paragraph 4 for overdue amounts fiom the date 
such payment should have been paid 374 to the Licensor until reimbursed by 
the Licensee he reunder. 

4. Within 30 (thirty) days after the date of any payment of Taxes the Licensee 
shall furnish to the Licensor the original or a certified copy or a receipt 
evidencing payment thereof. 

5. Without prejudice to the survival of any other agreement of the Licensee 
hereunder, the agreements and obligations of the Licensee contained in this 
Article 9 shall survive the payment obligations of the Licensee hereunder and 
termination of the Agreement for any reason whatsoever. 



Article 10: 
Dispute Resolution, Arbitration and Governing Law 

10.1. It is agreed that in case any controversy or claim arises out of or in relation 
to this Agreement or with respect to breach thereof; the parties shall seek to 
solve the matter amicably through discussion between the parties. Only if 
the parties fbil to resolve such controversy, claim or breach by amicable 
arrangement and compromise, may the aggrieved party seek arbitration as 
set forth below. 

10.2. Any controversy or claim arising out of or irrelation to this Agreement, or 
breach hereof, shall be iinally settled by arbitration. If the Licensor is the 
respondent,the arbitration shall take place in Chicago, before 3 (three) 
arbitrators in accordance with the Rules of Conciliation and Arbitration of 
the Inte~national Chamber of Commerce then in effect. Lf, however, the 
Licensee is the respondent, the arbitration shall take place in Jakarta, before 
3 (three) arbitrators in accordance with the Rules of Conciliation and 
arbitration of The International Chamber of Commerce then in 375 effect. 
The proceedings shall be conducted in English. 

Article 11: 

Effective Date 

It is clearly understood and agreed by both parties that this agreement shall be 
deemed effective on the date when all terms and conditions of this Agreement are 
properly executed by the Licensor and the Licensee, whichever comes later. 

Article 12 : 

Applicable Law 

The validity, performance, construction, and effect or this Agreement shall be 
governed and construed'by the laws of the Republic of Indonesia. 

Article 13: 

Force Majeure 

Neither party shall be liable to the other party for nonperformance or delay in 
performance of any of its obligation under this Agreement due to causes 
reasonably beyond its control including fire, flood, strikes, labour trouble. or other 
industrial disturbances, unavoidable accident, govemental regulations, riots, and 
insurrections. Upon the occurrence of such a force majeure condition the affected 
party shall immediately noti@ the other party with as much detail as possible and 
ahall promptly inform the other party of many fbther developments. Immediately 



after the cause is remeved, the effected party shall perform such obligation with 
all due speed. 

Article 14: 

Miscellaneous 

1. The obligation and rights of the parties hereto shall be subject to the followings: 

(a). Licensor shall not be obliged to disclose any proprietary information of a 
third party or parties without the consent of such third party or parties. 

(b). Such reasonable regualtions as either party may deem 376 it necessary to 
make in order to comply with the laws, regulation, requirements and 
requests of its government or any agency thereof. 

2. Licensor shall use its best efforts to verifjr the accuracy of Technical 
Information furnished by Licensor hereinafter and in case there should be any 
mistake or error in Technical Information furnished by Licensor and such fact 
is confirmed by Licensor, Licensor shall supply Licensee with the corrected 
information thereof However, Licensor shall not be liable for any damages 
arising out of or resulting fiom anything made available hereinafter or the use 
thereof nor be liable to Licensee for consequential damage under any 
circumstances. 

3. Nothing contained in this Agreement shall be construed as: (a) imposing upon 
Licensor any obligation to institute any suit or action against any third party for 
hflingernent of any patent (including but not limited to the patent andlor 
industrial property rights) licensed hereunder, or to defend any suit or action 
brought by any third party which challenges or concerns the validity of such 
patent or patents; or (b) a warranty or representation by Licensor that the 
manufacture, import, use, sale, or other disposition of the Licensed Products 
hereunder will be free from inhgement of any patent owned or possessed by 
any third party. 

4. Licensee agrees that it shall not, without prior written consent of Licensor, sell, 
assign or divulge the Technical Information disclosed and furnished by 
Licensor here under in any manner to anyone except those of its employees and 
its subcontractors who will be using such .information in the assembly, 
production and use of the Licensed Products; provided, however, that Licensee 
may disclose or furnish Technical Information to its employees and 
subcontractors to manufacture such components and parts of Licensed 
Productsto the extent reasonably required, and so far as Licensee shall 
reasonably cause such employees and subcontractors to keep secretand 
confidential such Technical Information. Such obligations or liabilities of the 
Licensee shall survive for 5 (five) years after the termination and /or expiration 
of this Agreement. 

5. The language to be used in rendering the Technical' Information disclosed and 
furnished to Licensee bv Licensor under this Agreement shall be English. The 



language for correspondence between the parties and documentation shall be 
English. 

6.This Agreement or any right hereunder shall not be assigned or otherwise 
transferred by Licensee and .shall not inure to the benefit of any trustee in 
bankruptcy, receiver or otherwise, without a written consent of Licensor and 
any assignment or transfer without such consent shall be null and void. 

Article 15 : 

Notices 

1. Unless otherwise specified, any notice under this Agreement may be sent by 
registered airmail or telex or telefax addressed or delivered by hand against 
receipt or by court bailiff to the other party at the following addresses or telex 
or telefax 
numbers 
If to Licensor : 

Address : XXX. XXX.XXXX. xxx 
Telex :xxxxxxxxx2mx2m 

Telefax : XXX.XXX.XXXX.XXXX 

If to Licensor : 
Address : x x x ~ ~ ~ ~ x x x x x x x  
Telex :xxxxxxxxxxxxxx 
Telefax : X X X ~ ~ ~ . M W L X X X X  

(or such other address or telex or telexfax numbers as shall be specified by the 
parties hereto by notice in accordance with this Section) and shall be deemed to 
have been received by the address within fifteen (15) days if by registered airmail 
or within twenty four (24) hours of dispatch if by telex or telextax or on the day of 
delivery by hand. 

Article 16: 

Entirety 

This instrument embodies the entire agreement and understanding between the 
parties hereto relative to the subject matter hereof and there are no 
understandings, agreements conditions or representations, oral or written, 
expressed or implied, with reference to the subject matter hereof that are not 
merged herein or superseded hereby. No modification hereof shall be of any force 
or effect unless reduced to writing and signed by the parties claimed to be bound 
thereby and no modification shall be effected by the acknowledgement or 
acceptance of any other contataming different conditions. 



Article 17: 

Survival of Provisions 

Obligations of the Licensee under article 4,6,7,9 and 14.4 as well as the provisions 
of Article 10,12,15 andl6 shall survive tenmination of this Agreement indefinitely 
or as provided herein. 379 IN WITNESS WJ3EREOF , the parties have caused 
this agreement to be executed by their duly authorized representative as of the 
date first above written. 

Licensee: Licensor: 

( 1 
By P.T. F Y 

( 1 
By Graham; Ltd. 

Name - : Faizal Yunus Name : Keith 
Pearson Title : President Title 

: Vice President 
Appendix 1. (The List of the Licensed products) 
Appendix 2. (The List of the Technical Information) 
Appendix 3. (The Payment Terms of the Technical Assistance and Services) 


